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ABSTRAK

Nama : Dita Putri Mahissa

Program Studi : Hukum (Hubungan Tentang Sesama Anggota
Masyarakat)

Judul : ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM

OLEH DEVELOPER DALAM KAITANNYA
DENGAN KEDUDUKAN BROSUR DAN SITE
PLAN SEBAGAI HAK INFORMASI KONSUMEN
APARTEMEN (STUDI KASUS: GUGATAN
LINAWATY TIHANG MELAWAN PT. SUNTER
AGUNG REAL ESTATE DEVELOPMENT &
CONSTRUCTION)

Skripsi ini membahas mengenai tiga hal, yatu perlindungan hukum bagi
konsumen apartemen pada saat tahap pratransaksi, transaksi, dam purnatransaksi;
kedudukan brosur dan site plan sebuah apartemen sebagal salah satu hak
informasi konsumen apartemen, dimana hingga saat ini masih terjadi pengaduan
yang dilakukan oleh konsumen apartemen kepada YLKI berkaitan dengan hal
tersebut dan timbul pertanyaan apakah brosur dan site plan tersebut mengikat
sebagal sebuah hak .informasi konsumen apartemen; serta membahas aspek
perbuatan melawan hukum dalam kasus gugatan Linawaty Tjhang melawan PT.
Sunter Agung Real Estate Development & Construction. Aspek perbuatan
melawan hukum yang diteliti adalah bagaimana pertanggungjawaban devel oper
terhadap perbuatannya yang telah melakukan hal-hal yang tidak tercantum di
dalam brosur dan site plan sebuah apartemen sehingga menyebabkan konsumen
apartemen mengalami kerugian secara materiil dan immateriil. Penelitian ini
menggunakan metode penelitian yuridis normatif dimana data penelitian ini
sebagian besar dari studi kepustakaan yang diperoleh. Hasil penelitian ini
menyatakan. bahwa (1) brosur dan site plan adalah mengikat sebaga hak
informasi bagi konsumen apartemen karena brosur dan site plan merupakan janji-
janji prakontrak sehingga mempunyai akibat hukum apabila hal ini diingkari; (2)
perbuatan PT. Sunter Agung Real Estate Development & Construction yang telah
mendirikan bangunan mesin diesdl di halaman depan RuKan milik Linawaty
Tjhang adalah termasuk suatu Perbuatan Melawan Hukum, dimana hal tersebut
tidak tercantum di dalam brosur dan site plan RuKan tersebut dan dilakukan tanpa
sepengetahuan Linawaty Tjhang, sehingga hal ini melanggar hak subjektif
Linawaty Tjhang sebaga pemilik sah RuKan tersebut.

KataKunci: Perbuatan Melawan Hukum, brosur, site plan, janji-janji
prakontrak, hak informasi, konsumen apartemen, pengembang.
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ABSTRACT

Name : Dita Putri Mahissa
Program : Law (Private Law)
Title : ANALYSIS ON TORT BY THE DEVELOPER IN

RELATION TO THE LEGAL STANDING OF
THE BROCHURE AND SITE PLAN AS THE
INFORMATION RIGHTS OF CONSUMER OF
APARTMENT (CASE STUDY: LAWSUIT BY
LINAWATY TJHANG TO PT. SUNTER AGUNG
REAL ESTATE DEVELOPMENT &
CONSTRUCTION)

This thesis is mainly focusing on three problemsstF legal protection for
consumers of the apartment at the pre transacti@msactions, and post-
transaction. Second, legal standing of the broclamne site plan as one of the
information rights of a consumer of the apartmemhereby there are many
complaints made by consumers of the apartment tdl Y. regards of this aspect
and there is a question arises whether the broadndesite plan are binding as an
information rights of a consumer of the apartmang third, explaining the aspect
of tort in the case of lawsuit by Linawaty TjhamgRT. Sunter Agung Real Estate
Development & Construction. The aspect of tort whiobserved is the
responsibility of the developer who has done sammegs that are not listed in the
brochure and site plan of an apartment, in whichsicey the consumer of the
apartment get material and immaterial losses. Thsearch is a normative
juridical research, which some of the data are dasethe related literatures. The
result of the research states that (1) brochure sstedplan are binding as an
information rights of a consumer of the apartmestause brochure and site plan
are a pre-contract promises so they have legattefféhey are not implemented;
(2) the action of PT. Sunter Agung Real Estate diigyment & Construction
which has built diesel engines in the front yardLafawaty Tjhang's RuKan,
involved as tort action, whereby this action is hstied in the brochure and site
plan of the RuKan and the diesel engine has bedvbthout Linawaty Tjhang’'s
permission, so this action violates subjective tsghf Linawaty Tjhang as a legal
owner of the RuKan.

Key words:  tort, brochure, site plapre-contract promises, information rights,
consumer of apartment, developer.
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BAB1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang M asalah

Setiap individu mempunyai suatu kebutuhan yang @megrddan sangat
penting yaitu tempat tinggal atau rumah tinggal.mNmn, terdapat sebuah
masalah yang harus dihadapi terutama di kota-ketarbdi Indonesia, yaitu
meningkatnya kebutuhan akan perumahan yang tepkd# dengan jumlah
penduduk, laju pertumbuhan dan perubahan ratgwmatah jiwa per keluarga.
Dalam rangka peningkatan daya guna dan hasil gt pembangunan
perumahan dan pemukiman, serta mengefektifkan peegn tanah terutama di
daerah-daerah yang berpenduduk padat, maka pddkukian penataan atas
tanah sehingga pemanfaatannya benar-benar dapatkhn oleh masyarakat
banyak. Dengan demikian, di kota-kota besar peréwatlkan pembangunan
perumahan dan pemukiman yang diutamakan sepenyfada pembangunan
rumah susuf.

Pembangunan rumah susun merupakan salah satu alpeg@atif untuk
menangani masalah kebutuhan perumahan dan pemukémgama di daerah
perkotaan yang jumlah penduduknya terus meningKat. ini dikarenakan
pembangunan rumah susun dapat mengurangi pengguaaah, membuat
ruang-ruang terbuka kota yang lebih lega, dan ddatnakan sebagai suatu
cara untuk peremajaan kota bagi daerah yang kubinotuk peremajaan kota
tersebut, telah dicanangkan dalam Instruksi Presidemor 5 Tahun 1990
tentang Peremajaan Pemukiman Kumuh yang Berad#asli Tanah Negata

Tindak lanjut dari Instruksi Presiden tersebutyaitkeluarkannya Surat Edaran

! Arie S. HutagalungKondominium dan PermasalahannyéDepok: Badan Penerbit

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007), hal. 2
2 |bid.

® Ibid.
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Nomor 04/SE/M/1/1993 tanggal 7 Januari 1993 kepaata Gubernur KDH.
Tk.l dan Bupati/Walikotamadya KDH.Tk.lIl untuk mekdnakan pedoman
umum penanganan terpadu perumahan dan pemukimamhkyang antara lain
dilakukan dengan peremajaan dan pembangunan rursat's

Pembangunan rumah susun sangat sesuai dengan Haabuhasyarakat
Indonesia dewasa ini, terutama bagi masyarakat yyaggal di kota-kota besar,
dengan menggunakan sistemandominium Condominiumberasal dari bahasa
Latin yang terdiri dari dua kata, yaitedn yang berarti bersama-sama dan
‘dominium yang berarti pemilikan. Dalam perkembangan setag,
condominiummempunyai arti sebagai suatu pemilikan bangunamg yardiri
dari bagian-bagian yang masing-masing merupakatu s@satuan yang dapat
digunakan dan dihuni secara terpisah, serta dinsi@cara individual berikut
bagian-bagian lain dari bangunan itu dan tanaltedi mana bangunan itu berdiri
yang karena fungsinya digunakan bersama, dimikkiasa bersama-sama oleh
pemilik bagian yang dimiliki secara individual tebsit di ata%

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentanmdh Susun
Pasal 1 angka 1, pengertian rumah susun adalah:

“bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalaatustingkungan,

yang terbagi dalam bagian-bagian yang distruktukacara fungsional

dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupagatuan-satuan

yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakanasecterpisah,

terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi deriggegian bersama,

benda bersama, dan tanah bersaima.”

4 bid, hal. 3.
® Ibid.

® IndonesiaUndang-Undang Tentang Rumah Susut) Nomor 16 Tahun 1985, LN Tahun
1985 Nomor 75, TLN Nomor 3317, Pasal 1 ayat (1).
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Dewasa ini, pembangunan rumah susun tidak lagi enaliygeruntukkan
sebagai hunian, namun dapat juga diperuntukkangaelimkan hunian yang
bertujuan untuk membantu masyarakat golongan memhekg bawah dengan
memberikan lapangan kehidupan. Hal ini juga dicakan di dalam Penjelasan
Umum Undang-Undang Rumah Susun, dimana dalam peuban rumah
susun yang digunakan bukan untuk hunian yang faggsnemberikan lapangan
kehidupan masyarakat, misalnya untuk tempat ugadr@okoan, perkantoran,
dan sebagainya, ketentuan-ketentuan dalam Undastapgnini diberlakukan
dengan penyesuaian menurut kepentingaina.dalam Penjelasan Undang-
Undang Rumah Susun Pasal 3 ayat (2), juga disebliibwa pembangunan
rumah susun untuk kepentingan bukan hunian, harmlukung berfungsinya
pemukiman dan dapat memberikan kemudahan-kemudbbhgh kehidupan
masyarakal. Oleh karena itu, dalam perkembangannya akan sentmiyak
dibangun rumah susun terpadu, dimana dalam satyl&&m properti terpadu
terdapat beberapa bangunan yang dapat digunakagasetempat tinggal,
perkantoran, pusat perbelanjaan, pusat hiburanadatain.

Di Indonesia, walaupun telah ada peraturan peruprdadangan mengenai
rumah susun, penyimpangan-penyimpangan dari paraperundang-undangan
tersebut tidak dapat terelakkan. Beberapa penyiggrartersebut antara lain
mengenai masalah perhimpunan penghuni, kepemigigaran rumah susun oleh
orang asing di Indonesia, jual-beli satuan rumabusuyang tidak sah,
pembangunan rumah susun di atas hak atas tanahtigakgsemestinya, pihak
pengembang yang melakukan wanprestasi ataupun&anbMelawan Hukum
dalam rangka pembangunan rumah susun, dan lain-lain

Kasus yang paling banyak terjadi adalah dimanaosasg telah membeli

unit satuan rumah susun baik seceaahmaupun melalui Kredit Kepemilikan

’ Ibid, Penjelasan Umum Undang-Undang Rumah Susun.

8 Ibid, Penjelasan Undang-Undang Rumah Susun Pasal 3yat (
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Apartemen, yang kemudian diketahui pada akhirnyavbapihak pengembang
melakukan hal yang tidak sesuai dengan apa yaa tliperjanjikan, seperti
misalnya: Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (yantyk selanjutnya disebut
HMSRS) yang seharusnya menjadi atas hama pemit@ip mmenjadi atas nama
pihak pengembang; adanya hal-hal yang telah digéen di dalam Perjanjian
Pengikatan Jual Beli (yang untuk selanjutnya dis&i0B) ataupun Akta Jual
Beli (yang untuk selanjutnya disebut AJB) rumahusugersebut, terdapat
klausul yang tidak dipenuhi oleh pihak pengembatay pihak pengembang
melakukan sesuatu yang dilarang di dalam PPJB Ai&utersebut; dan yang
sering Kkali terjadi yaitu hasil bangunan rumah sugang tidak sesuai dengan
apa yang telah diberitahukan sebelumnya oleh peogegnterhadap pembeli,
sehingga menimbulkan kerugian baik materil maupumateriil bagi pembeli
unit satuan rumah susun. Dalam hal ini, tidak segashasil bangunan rumah
susun tersebut yaitu biasanya tidak sesuai demganmasi yang terdapat pada
alat perantara yang digunakan pihak pengembangyaiebkat promosi, seperti
brosur, site plan, pamflet, dan sebagainya. Mengenai hal tersebutbuiim
pertanyaan apakah kedudukan alat-alat perantaextiséposur dansite plan
dapat mengikat sebagai hak infomasi konsumen sghiapgabila mengikat maka
pihak pengembang dapat dikatakan melakukan Perbigtawan Hukum jika
pihak -pengembang tersebut melakukan hal-hal yeasak tsesuai atau tidak
tercantum di dalam brosur daite plan.

Pengertian Perbuatan Melawan Hukum dalam arti sedapat dilihat pada
Pasal 1365 KUHPerdata yang di terjemahkan oleruBel8i sebagai berikut:

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kamnuiggpada orang

lain, mewajibkan orang yang karena salahnya metkarbikerugian itu,

mengganti kerugian tersebut.”

° R. Subekti dan R. Tjitrosudibititab Undang-Undang Hukum Perdat@akarta: Pradnya
Paramita, Cet. ke 39, 2008) hal. 346.
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Selain itu, hal tersebut dapat dikatakan sebaghkinggaran terhadap
konsumen. Pelanggaran terhadap konsumen atau penrbah susun ini dapat
dilihat dari meningkatnya jumlah pengaduan padaagag Lembaga Konsumen
Indonesia (YLKI). Data yang ada di YLKI, menunjukkdahwa pada tahun
2011, Bidang Pengaduan YLKI menerima 32 kasus pmRraga konsumen
perumahan. Pada tahun 2009 sampai akhir Juni 2A1Kl, sudah menerima
195 kasus pengaduan konsumen perum&ha@ari jenis pengaduan, secara
umum ada dua kelompok:

a. Pengaduan konsumen perumahan sebagai akidategkdinya pelanggaran
hak-hak individual konsumen perumahan. Sepertiunmangunan di bawah
standar ukuran luas tanah tidak sesuai dan lam-lai

b. Pengaduan konsumen perumahan sebagai akibaggatan hak-hak kolektif
konsumen perumahan. Seperti, tidak dibangunnyditdasisosial/umum,
sertifikasi rumah fiktif, banjir dan soal kebenar&laim/informasi dalam

iklan, brosur, dan pameran perumafian.

Dalam kasus-kasus pengaduan tersebut, sebagiarkhesa dimenangkan
oleh pihak pengembang. Posisi konsumen perumalnapes@ada saat ini masih
terbilang lemah sehingga pihak pembeli sebagai koes tidak mendapatkan
ganti rugi sebagaimana mestinya dan tetap meng&l@mgian yang besar baik
materiil maupun immateriil.

Pada skripsi yang akan penulis bahas saat ini yagangenai perkara
Linawaty Tjhang (Penggugat) melawan PT. Sunter AguReal Estate
Development & Construction (Tergugat). Kasus inrnnda pada saat PT.

Sunter Agung Real Estate Development & Constructegbagai pihak

10 Berdasarkan data yang diperoleh Penulis dari YlKéngenai jumlah pengaduan
konsumen perumahan sejak tahun 2009 sampai tahlth PXata diperoleh Penulis pada tanggal 5
Desember 2011.

1 sudaryatmoHukum & Advokasi Konsume(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Cet. ke I,
1999), hal. 41.

Universitas Indonesia

Analisis perbuatan ..., Dita Putri Mahissa, FH Ul, 2012



pengembang menawarkan suatu produk yaitu RumahoKgRuKan) yang
menjadi satu kesatuan dengan unit Ruko lainnya orawmit hunian lainnya,
yang dikenal umum dengan nama Apartemen Gadingtbtadia Residences.
RuKan tersebut dikatakan sangat strategis dengailitds lengkap yang
mendukung untuk melakukan usaha sehingga dapat emidab keuntungan
besar bagi pembeli. Dengan adanya penawaran dajelgsam tersebut,
Linawaty tertarik untuk membeli RuKan tersebut demgembayaran melalui
angsuran. Ketika seluruh angsuran telah lunas,aeasa tidak terima karena
ternyata RuKan tersebut tidak sesuai dengan bomsusite Planyang diberikan
pengembang pada saat tahap penawaran. Di depamérgl Rukan tersebut
yang seharusnya lepas pandang dan dapat diperguoake parkir kendaraan,
ternyata telah berdiri bangunan permanen untuk mggan mesin diesel yang
dilengkapi dengan cerobong asap (“Bangunan MesasdDi). Linawaty merasa
hak subjektifnya telah dilanggar dan tidak adaadikaik dari pihak pengembang
untuk memberitahukan hal itu sebelumnya.

Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memenangkaawhty dan
menyatakan pihak pengembang vyaitu PT. Sunter AgiRepl Estate
Development & Construction, telah melakukan Peruatlelawan Hukum.
Namun, putusan tersebut kemudian dibatalkan olelgd®#lan Tinggi yang
diperkuat pula oleh putusan Mahkamah Agung.

Penulis akan mencoba mengkritisi putusan Mahkamghng tersebut
dalam skripsi ini, untuk menjadi rujukan bahwa kagkan brosur dasite plan
dapat mengikat sebagai hak informasi konsumen expart sehingga terdapat
unsur Perbuatan Melawan Hukum. yang dilanggar olétakp pengembang
dimana hal tersebut menimbulkan kerugian besar pagibeli baik secara

materiil maupun immateriil.
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1.2. Pokok Permasalahan
Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dédéan belakang
tersebut diatas, terdapat beberapa permasalahgrnaikan dibahas oleh penulis,
yaitu antara lain:
1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen expart pada
saat tahap pratransaksi, transaksi, dan purnaksifisa
2. Apakah brosur da®ite Plandapat mengikat sebagai bagian dari hak
informasi konsumen pada saat penawaran sebuale iear?
3. Apakah pembangunan bangunan mesin diesel di deparalik Kantor
(RuKan) milik Linawaty Tjhang yang dilakukan olef.FSunter Agung
Real Estate Development & Construction sebagaikppgengembang
Apartemen Gading Mediterania Residences, dimanelis@nya tidak
tercantum di dalam brosur daBite Plan, merupakan Perbuatan

Melawan Hukum?

1.3. Tujuan Pendlitian
Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskana mpekulisan ini

memiliki tujuan-tujuan yang ungin dicapai. Tujuapdian tersebut, antara lain:

1.3.1. Tujuan Umum

Dewasa ini, seiring makin berkurangnya lahan yaagatl digunakan
untuk pembangunan rumah maupun bangunan lainnyaahruisusun menjadi
pilihan yang diminati oleh sebagian masyarakat,agianhal ini menyebabkan
semakin banyak munculnya para pengembang yang nfiegldomba untuk
membangun rumah susun dan menjualnya kepada miagtyaRumah susun
tersebut juga seringkali tidak hanya diperuntukkabagai hunian, tetapi juga
diperuntukkan sebagai bukan hunian, seperti pevkami restauran, pusat

perbelanjaan, pusat hiburan, dan lain-lain.
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Dalam menjual rumah susun yang dibangun terselmap &ali pihak
pengembang menggunakan berbagai macam cara untakuatecalon pembeli
merasa tertarik hingga pada akhirnya memutuskaokumembelinya. Dalam
perkembangannya, banyak pembeli yang merasa tudag gtau bahkan merasa
tertipu oleh pihak pengembang karena merasa babnguban yang telah dibeli
tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah digelasebelumnya atau tidak
sesuai dengan brosur daite Plan

Dalam skripsi penulis ini, penulis akan mencoba jglaskan sampai
sejauh mana hukum dapat memberikan perlindungdradap para pembeli
satuan rumah susun baik hunian maupun bukan hap@bila terjadi Perbuatan
Melawan Hukum yang dilakukan oleh pihak pengembaimsusnya dalam
kasus Linawaty Tjhang melawan PT. Sunter Agung Estdte Development &

Construction.

1.3.2. Tujuan Khusus

a. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum kaggumen apartemen
pada saat tahap pratransaksi, transaksi, dan pameaksi.

b. Untuk mengetahui apakah brosur ¢ite Plandapat mengikat sebagai bagian
dari informasi konsumen pada saat penawaran sepstemen.

c. Untuk mengetahui apakah pembangunan bangunan rdessel di depan
Rumah Kantor (RuKan) milik Linawaty Tjhang yang atilkan oleh PT.
Sunter Agung Real Estate Development & Constructs@ihagai pihak
pengembang Apartemen Gading Mediterania Residedteana sebelumnya
tidak tercantum di dalam brosur da&ite Plan, merupakan Perbuatan

Melawan Hukum.
1.4. Batasan Pendlitian
Penulis akan memberikan batasan pada skripsi imgade maksud agar
pengkajian dan analisis yang dilakukan menjadinlébkus. Pembahasan dalam

skripsi ini terbatas hanya pada kasus gugatan lahawjhang terhadap PT.
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Sunter Agung Real Estate Development & Constructitadi, penulis hanya
akan membahas kasus gugatan Linawaty Tjhang tgsiRillaSunter Agung Real
Estate Development & Construction dikaitkan dendgemmsep Perbuatan
Melawan Hukum dalam hukum perdata. Ketentuan daaty@an perundang-
undangan yang akan digunakan sebagai bahan kagiaditifikberatkan pada
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Isingaitu Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 imrdl99 tentang

Perlidungan Konsumen.

1.5. Definisi Operasional
Kerangka konsepsional merupakan kerangka yang rmaemggykan
hubungan antara konsep-konsep khusus yang inginakan ditelitt. Bagian
ini menjelaskan arti-arti atau teori dan konsepgy#rdapat dalam penelitian
yang masih kabur. Adapun hal-hal yang akan dijelasidalah sebagai berikut:
1. Condominiumadalah suatu pemilikan bangunan yang terdiri aagab-
bagian yang masing-masing merupakan suatu kesagaag dapat
digunakan dan dihuni secara terpisah, serta dimsicara individual
berikut bagian-bagian lain dari bangunan itu damaltadi atas mana
bangunan itu berdiri yang karena fungsinya digundd@sama, dimiliki
secara bersama-sama oleh pemilik bagian yang Kirsdcara individual
tersebut di atdd
2. Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkatdibaggun dalam
suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagéng distrukturkan
secara fungsional dalam arah horizontal maupunkaédan merupakan

satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dignnakan secara

12 Sperjono Soekant®engantar Penelitian Hukur@Jakarta: Ul Press, 1996), hal.132

13 Arie S. Hutagalunghid, hal. 3.
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terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang didepigdengan bagian
bersama, benda bersama, dan tanah betdama

3. Satuan Rumah Susun adalah bagian dari rumah sasuntyjuan dan
peruntukkan utamanya digunakan secara terpisalyaieteanpat hunian,
yang mempunyai sarana ke jalan umum

4. Tanah Bersama adalah sebidang tanah yang digurstkandasar hak
bersama secara tidak terpisah, yang di atasnyaribenshah susun dan
ditetapkan batasnya dengan persyaratan izin banffuna

5. Bagian Bersama adalah bagian dari rumah susun genijki secara
tidak terpisah untuk pemakaian bersama dalam sesatkan fungsi
dengan satuan rumah suSun

6. Benda Bersama adalah benda-benda yang bukan merugedgian
rumah susun tetapi dimiliki bersama serta tidagisah untuk pemakaian
bersam¥.

7. Brosur adalah alat promosi yang terbuat dari keyt@asg didalamnya
terdapat sejumlah informasi dan penawaran menggsaatau produk’,

8. Site plan adalah suatu perencanaan pembangunan secarayaingi
dikeluarkan oleh pihak pengembang sebagai sumidermasi bagi
konsumen.

% |bid, hal. 11.
!5 Ibid, hal. 12.
'® bid, hal. 14.
7 Ibid, hal. 15.
'8 bid, hal. 15.

19 “Brosur dan Pengertiannya”, <http://brosurkilatrdbrosurt, diakses pada tanggal 8
Agustus 2011, pukul 15.50 WIB.
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9. Pengembang adalah individu atau badan hukum yanmbaregun
bangunan rumah susun baik untuk kepentingan humiampun bukan
hunian.

10.Konsumen adalah setiap orang pemakai barang danjata yang
tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingarseindiri, keluarga,
orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak ulnt
diperdagangkaf’

11.Perbuatan Melawan Hukum adalah suatu perbuatankatdpaan yang
bertentangan dengan hak orang lain, atau berteamagengan kewajiban
hukum si pelaku, atau bertentangan baik denganskaao maupun
dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pangauidup
terhadap orang lain dan berfda.

12.Hak Subyektif adalah suatu ketentuan yang dihubamglengan orang
tertentu dan dengan cara demikian menjadi suatuek@mgan atau
ditinjau dari sudut yang lain yaitu suatu kewajiban

13.Gugatan adalah suatu tindakan yang dilakukan atelnasg atau lebih
untuk mengajukan permasalahan karena telah tesguiketa ke suatu
pengadilan.

14.Penggugat adalah seorang atau lebih yang melakgkaatan ke
pengadilan.

15.Tergugat adalah seorang atau lebih yang di gudatndsuatu gugatan di
pengadilan.

20 |ndonesiaUndang-Undang Tentang Perlindungan Konsumgt Nomor 8 Tahun 1999,
LN Tahun 1999 Nomor 42, TLN Nomor 3821, Pasal lkari

21 M.A. Moegni Djojodirdjo,Perbuatan Melawan Hukunijakarta: Pradnya Paramita, 1982),
hal. 26.

22 Rosa AgustinaPerbuatan Melawan Hukum(Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Indonesia, 2004), hal. 23.
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16.Kerugian materiil adalah kerugian yang terdiri daratu hal yang nyata-
nyata diderita dan dapat dinilai dari keuntungamgysseharusnya
diperoleh?®

17.Kerugian immateriil adalah kerugian yang tidak dapailai secara nyata
dan tidak dapat ditaksir secara jelas, akan teiaybiul akibat dari suatu
perbuatan seseoraf.

18.Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah Undanuigutg
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang R#uhgan

Konsumen.

1.6. Metode Pendlitian

Metodologi penelitian mencakup hal-hal sebagaikioériyaitu:

1.6.1. Bentuk Penelitian
Peneliti melakukan penelitian dengan bentuk yurid@matif yang
bertujuan untuk meneliti kepastian hukum berdasadtaidi kepustakaan dan

hukum positif yang ada.

1.6.2. Tipologi Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenaludeikan brosur dan
site plan sebagai hak informasi konsumen apartemen dikaitRarnbuatan
Melawan Hukum yang ditinjau dari Kitab Undang-Undaaukum Perdata dan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlinglun¢gonsumen
memiliki sifat deskriptif analitis, yang menggamken atau mendeskripsikan

masalah secara umum sesuai apa yang dapat ditanghapancaindera untuk

s Law Community. Perbuatan Melawan Hukum?”,

<http://wonkdermayu.wordpress.com/artikel/perbuatetawan-hukun¥, diakses pada tanggal 10
September, pukul 15.08 WIB.

% Ibid.
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kemudian dianalisis sesuai dengan konsep dan yaog ada dalam ketentuan

perundang-undangan.

1.6.3. Jenis Data dan M acam Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalala datkunder, yakni
data yang diperoleh tidak secara langsung darinzgoa melainkan melalui
bahan-bahan kepustakaan.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian iniup@kan bahan
hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangaalar® hal menjelaskan
bahan hukum primer tersebut, maka digunakan puilarbhukum sekunder yang
berupa buku, skripsi, tesis, jurnal, dan juga atdetikel yang diperoleh baik

dari media cetak, seperti surat kabar dan majatalipun dari internet.

1.6.4. Alat Pengumpulan Data

Terkait dengan penelitian ini, peneliti memanfaatkéat pengumpul data
yang berupa wawancara dan studi buku atau literdaur undang-undang,
terutama yang berhubungan dengan rumah susun,aeambiMelawan Hukum,

dan hukum perlindungan konsumen.

1.6.5. -“Metode Analisis Data
Peneliti menggunakan metode analisis data yangkukién secara
kualitatif. Metode yang digunakan ini merupakantsusaha untuk memahami

makna di balik tindakan atau kenyataan atau teneraoan yang ada.

1.6.6. Bentuk Hasil Penelitian
Laporan penelitian yang dihasilkan dari penelitian sesuai dengan

tipologi penelitiannya, yakni laporan dengan berdagkriptif-analitis.
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1.7. Sistematika Penulisan
Bab | Pendahuluan

Bab | berisi mengenai pendahuluan. Bab ini akan jeleskan
mengenai latar belakang masalah, pokok permasalahjaan penulisan yang
terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus, defiraperasional, batasan

penelitian, metode penelitian, dan sistematika [igsudari skripsi ini.

Bab Il  Tinjauan umum Perbuatan Melawan Hukum

Bab kedua akan membahas mengenai pengertiansiangamum
mengenai Perbuatan Melawan Hukum serta perkembaygaf®ada bab ini,
akan dibahas mengenai sejarah perkembangan Perbimwan Hukum,
pengertian dan ruang lingkup Perbuatan Melawan Hwkeori yang terdapat
pada Perbuatan Melawan Hukum, subjek Perbuatanwdaladukum, unsur-
unsur Perbuatan Melawan Hukum, kategorisasi Pabubtelawan Hukum,
pembatasan dalam Perbuatan Melawan Hukum, gantj sagnpai dengan
tanggung jawab yang terdapat pada Perbuatan Melewknm dan juga doktrin

mitigasi dalam hukum perdata.

Bablll Tinjauan Umum Perlindungan Hukum bagi Konsumen

Apartemen

Bab ketiga akan membahas pengertian-pengertian ymedmdungan
konsumen = serta perkembangannya, seperti pengerkansumen dan
perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsurhek, dan kewajiban
pelaku usaha, larangan bagi pelaku usaha, tangguwep pelaku usaha, dan
lebih khusus akan membahas mengenai perlindungkaonhdagi konsumen
apartemen pada saat tahap pratransaksi, transakpudnatransaksi, serta brosur

danSite Plansebagai bagian dari hak informasi konsumen.
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Bab 1V Analiss Putusan Mahkamah Agung Dalam Kasus Gugatan
Linawathy Tjhang terhadap PT. Sunter Agung Real Estate
Development & Construction
Bab ini akan berisi berisi gambaran umum kasus tgnghinawaty

Tjhang melawan PT. Sunter Agung Real Estate Dewatop & Construction,

bentuk-bentuk dan alasan-alasan Perbuatan Melaw&aoniHyang disampaikan

oleh Linawathy Tjhang selaku Penggugat kepada Biite® Agung Real Estate

Development & Construction, lalu akan dijelaskaa apja yang menjadi poin-

poin pembelaan yang dilakukan oleh PT. Sunter Adreal Estate Development

& Construction tersebut selaku pihak Tergugat, &tan ditinjau apakah unsur-

unsur Perbuatan Melawan Hukum terpenuhi dalam kesudan penulis akan

memberikan suatu pendapat apakah hakim pada tiMgdalkamah Agung telah
benar memberikan keputusan sesuai dengan pergenandang-undangan yang
berlaku.

BabV  Penutup

Pada Bab kelima penulis akan memberikan kesimpggampulan
dari penelitian yang dilakukan penulis serta saaan dari penulis dalam upaya
menghindari pihak-pihak pengembang yang tidak mkiniiikad baik sehingga
tidak ada lagi seseorang yang dilanggar hak sufrjgat pada saat membeli
satuan rumah susun, bahkan hingga menimbulkan ikerbgik materiil maupun
immateriil.
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BAB 2
TINJAUAN UMUM PERBUATAN MELAWAN HUKUM

2.1. Pengertian dan Ruang Lingkup Perbuatan Melawan Hukum

Suatu perbuatan bersifat melawan hukum apabila uptab tersebut
betentangan dengan hukum pada umumnya. Yang dighaRstbuatan Melawan
Hukum dalam hal ini adalah Perbuatan Melawan Hukdimdalam bidang
keperdataan. Sebab, Perbuatan Melawan Hukum dndaidang hukum pidana dan
Perbuatan Melawan Hukum oleh penguasa negara rRerailii, konotasi, dan
pengaturan hukum yang berbeda sama sekali.

Semula, banyak pihak yang meragukan apakah Parbbéglawan Hukum
memang merupakan suatu bidang hukum tersendirirgtaya merupakan keranjang
sampah, yaitu merupakan kumpulan pengertian-peagenukum yang berserak-
serakan dan tidak masuk ke salah satu bidang hykag sudah ada, yang berkenaan
dengan kesalahan dalam bidang hukum perdata. Bala pertengahan abad ke-19,
Perbuatan Melawan Hukum mulai diperhitungkan sebaghuah bidang hukum
tersendiri, baik di negara-negara Eropa Kontinentakalnya di Belanda dengan
istilah Onrechtmatige Daadatau di negara-negara Anglo Saxon dengan istilah
Tort.®

Dalam terminologi hukum, istilah Perbuatan Melavwdukum biasa disebut
juga dengan istilalort. Katatort berasal dari kata latitorquere atautortus dalam
bahasa Perancis, dan kaid itu sendiri sebenarnya tidak berbeda denganvisaiag
(salah), akan tetapi dalam bidang hukum, ketatersebut berkembang sedemikian
rupa sehingga memiliki pengertian sebagai suatwal&ean perdata yang bukan
berasal dari tindakan wanprestasi dalam suatu rgefa atau kontrak, sehingga
serupa dengan pengertian Perbuatan Melawan Hukung gesebutonrechmatige

daaddalam sistem hukum belanda atau di negara Eropértémtal lainny&®

% Munir Fuady,Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontempor@andung: Citra
Aditya Bakti, 2010), hal. 2.

Universitas Indonesia

Analisis perbuatan ..., Dita Putri Mahissa, FH Ul, 2012



17

Menurut Prof. Rosa Agustina, yang dapat dikataRambuatan Melawan

Hukum adalah:

“perbuatan yang melanggar hak (subjektif) orang &au perbuatan (atau
tidak berbuat) yang bertentangan dengan kewajibamunat undang-undang
atau bertentangan dengan apa yang menurut hukuek tertulis yang

seharusnya dijalankan oleh seorang dalam pergaidatengan sesama warga

masyarakat dengan mengingat adanya alasan penthenarut hukum?’

Menurut M.A. Moegni Djojodirjo, Perbuatan Melawdankum adalah:

“kealpaan berbuat, yang melanggar hak orang l@n bertentangan dengan
kewajiban hukum si pelaku, atau melanggar kesusidaupun bertentangan
dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam gargenasyarakat tentang

orang lain atau barang®

Beberapa definisi lain yang pernah diberikan teapa®erbuatan Melawan

Hukum adalah sebagai berikut.

1. Tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajibannijansdari kewajiban

kontraktual atau kewajibaguasi kontractualyang menerbitkan hak untuk
meminta ganti rugi.

Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yangakieatkan timbulnya
kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada shabwngan hukum,
dimana perbuatan atau tidak berbuat tersebut,mbarkipakan suatu perbuatan
biasa maupun bisa juga merupakan suatu kecelakaan.

Tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan blélum, kewajiban
mana ditujukan terhadap setiap orang pada umummye dgngan tidak

memenuhi kewajibannya tersebut dapat dimintakatusyamti rugi.

hal.7

26 wirdjono ProdjodikoroPerbuatan Melanggar HukuniBandung: Sumur Bandung, 1993),

%" Rosa Agustinalid, hal. 8.

% M.A. Moegni Djojodirdjo,lbid, hal. 26.
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4. Suatu kesalahan perdatav{l wrong) terhadap mana suatu ganti kerugian
dapat dituntut yang bukan merupakan wanprestabadep kontrak, atau
wanprestasi terhadap kewajibaust ataupun wanprestasi terhadap kewajiban
equitylainnya.

5. Suatu kerugian yang tidak disebabkan oleh wanmiestdadap kontrak, atau
lebih tepatnya, merupakan suatu perbuatan yanggmkeru hak-hak orang
lain yang diciptakan oleh hukum yang tidak terlaitidhubungan kontraktual.

6. Sesuatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu gaatadertentangan dengan
hukum melanggar hak orang lain yang diciptakan blgkum, dan karenanya
suatu ganti rugi dapat dituntut oleh pihak yanggikan.

7. Perbuatan Melawan Hukum bukan suatu kontrak, sejpgd kimia bukan

suatu fisika atau matematika.

Pasal utama yang memberikan pengertian mengenadudan Melawan
Hukum adalah Pasal 1365 KUH Perdata, dimana yamgkdiud dengan perbuatan
melanggar hukum adalah Perbuatan Melawan Hukum g#algukan oleh seseorang
yang karena salahnya telah menimbulkan kerugiandragg lain dan mewajibkan
orang itu untuk mengganti kerugian tersebut.

Dari ketentuan yang terdapat dalam pasal tersebatu Perbuatan Melawan
Hukum memiliki ruang lingkup yang sangat luas, kareyang dilanggar adalah
hukum. Mengenai hukum itu sendiri terdapat dua pagdn yang berbeda
mengenainya, yang satu berpendapat bahwa hukumancakup segala peraturan
yang berlaku di masyarakat baik tertulis maupuaktigértulis. Hal ini senada dengan
pendapat Prof. Wiryono yang menyebutkan bahwa R&buMelawan Hukum itu
adalah perbuatan yang langsung melanggar hukun yerbuatan yang tidak
diperbolehkan terhadap segala lapangan hukum. 8kalan pendapat lain

menyebutkan bahwa hukum itu hanya berupa peraterauis (aliran legisme’

29 Munir Fuady,lbid, hal. 3-4.
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2.2. Unsur-unsur Perbuatan M elawan Hukum

Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, suatu perbdéatakan merupakan
Perbuatan Melawan Hukum apabila memenuhi unsurrieghagai berikut.
2.2.1. Unsur Perbuatan

Secara klasik, yang dimaksud dengan perbuatanmdatilah Perbuatan
Melawan Hukum adalah:

1. Nonfeasanceyaitu merupakan tidak berbuat sesuatu yang diwajib&leh
hukum.

2. Misfeasance,yaitu merupakan perbuatan yang dilakukan secarahsal
perbuatan mana merupakan kewajibannya atau mempakauatan yang dia
mempunyai hak untuk melakukannya.

3. Malfeasanceyaitu merupakan perbuatan yang dilakukan padaHakypeya
tidak berhak untuk melakukannya.

2.2.2.Unsur Melawan Hukum

Suatu perbuatan dapat dikualifikasi sebagai kategelawan hukum apabila
memenuhi empat syarat.

1. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
Melanggar hak subjektif orang lain, berarti melaargggewenang khusus

yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Yuwdgmsi memberi arti

hak subjektif sebagai berikut:

(1) Hak-hak perorangan seperti kebebasan, kehormatarg baik;

(2) Hak atas harta kekayaan, hak kebendaan, dan hékirhaibnya®

Menurut Schut, karakteristik untuk hak subjektgeserang adalah:

1) Kepentingan yang mempunyai nilai tinggi terhadapgylaersangkutan.

% Taufan IsharmawanPerbuatan Melawan Hukum di Bidang Kedokteran (Makpek)
(Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2086). 20.

31 bid, hal. 5.

%2 Rosa Agustinalid, hal. 38.
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2) Pengakuan langsung terhadap kewenangan yang bleusamgleh suatu
peraturan perundang-undangan.
3) Suatu posisi pembukian yang kuat dalam suatu perkang mungkin

timbul 3

Suatu pelanggaran terhadap hak subjektif orangrhairupakan Perbuatan
Melawan Hukum apabila perbuatan itu secara langseetanggar hak
subjektif orang lain, dan menurut pandangan dewssdisyaratkan adanya
pelanggaran terhadap tingkah laku, berdasarkannhua&rtulis maupun tidak
tertulis yang seharusnya tidak dilanggar oleh peld&n tidak ada alasan

pembenar menurut hukutf.

. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku

Kewajiban hukum rechtsplichy diartikan sebagai kewajiban yang
diberikan oleh hukum terhadap seseorang, baikliternaupun tidak tertulis.
Jadi, bukan hanya bertentangan dengan hukum gerfuéttelijk- plich),
melainkan juga bertentangan dengan hak orang lamumt undang-undang
(wettelijk rech}. Oleh karena itu, istilah yang digunanakan urgkbuatan

Melawan Hukum adalabnrechtmatige dagdukanonwetmatige daat?

. Bertentangan dengan kesusilaan

Kaidah kesusilaan diartikan sebagai norma-normaalsa®n norma-
norma moral dalam masyarakat, sepanjang dalam ukadund masyarakat
diakui dan diterima sebagai norma hukum dalam Weparaturan-peraturan

hukum yang tidak tertulis.

33 Taufan Isharmawarbid, hal. 21.
34 Rosa Agustinalid, hal. 39.

% Munir Fuady,lbid, hal. 8.
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Tindakan yang melanggar kesusilaan yang oleh malsgatelah diakui
sebagai hukum tidak tertulis juga dianggap sebd&gmbuatan Melawan
Hukum. Oleh karena itu, apabila dengan tindakananggar kesusilaan
tersebut telah terjadi kerugian bagi pihak lain kan@ihak yang menderita
kerugian tersebut dapat menuntut ganti rugi berdasaPerbuatan Melawan
Hukum (Pasal 1365 KUH Perdata).

Sebagai pertimbangan ialah kasus antara Lindenbasu@ohen (1919),
Hoge Raad mengganggap tindakan Cohen untuk membocorkan iaahas
perusahaan dianggap sebagai tindakan yang bergantaiengan kesusilaan

sehingga dapat digolongkan sebagai Perbuatan MelBwium>°

4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dantikehtan (Patiha)

Dalam bertindak, setiap orang selain memikirkareképgan diri sendiri,
juga harus mementingkan kepentingan orang lainrdangikuti kepatutan,
ketelitian, dan kehati-hatian yang berlaku dalansyaeakat.

Yang termasuk dalam kategori bertentangan dengaattan adalah:

a. Perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentiggng layak;
b. Perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan lsabagi orang lain,

yang berdasarkan pemikiran yang normal perlu dagéin?’

Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatankaharusan dalam
pergaulan dalam masyarakat yang baik ini atau ysgbut dengan istilah
zorgvuldigheiduga dianggap sebagai suatu Perbuatan Melawanrflukadi,
jika seseorang melakukan tindakan yang merugikangtain, tidak secara
melanggar hukum tertulis, masih dapat dijerat denBarbuatan Melawan

Hukum karena tindakannya tersebut bertentangan agemginsip kehati-

% Ibid.

3" R. SetiawanPokok-pokok Hukum Perikata(Bandung: Binacipta, 1979), hal 82-83 seperti
dikutip Rosa Agustindpid, hal. 41.
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hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakaharsan dalam
masyarakat tersebut tentunya tidak tertulis, tethpkui oleh masyarakat
yang bersangkutaf?.

2.2.3. Unsur Kesalahan

Unsur kesalahan dalam suatu perbuatan sebenalaigauh berbeda dengan

unsur melawan hukum. Unsur kesalahan ini menekamleata kombinasi antara

kedua unsur sebelumnya yaitu unsur perbuatan dsur umelawan hukum, dimana

perbuatan harus memenuhi unsur-unsur melawan hukum.

Terdapat beberapa aliran yang berkembang mengeakala unsur kesalahan

perlu dipersyaratkan di samping unsur melawan hulantara lain:

a.

Aliran yang menyatakan cukup hanya unsur melaw&nrusaja

Aliran ini menyatakan bahwa dengan unsur melawakuimuterutama dalam
artinya yang sudah luas, sudah inklusif unsur lebsad di dalamnya sehingga
tidak diperlukan lagi unsur kesalahan terhadapusBatbuatan Melawan Hukum.

Di negeri Belanda aliran ini dianut misalnya ole&an\Oven.

. Aliran yang menyatakan cukup hanya unsur kesalahgn

Sebaliknya, aliran ini menyatakan bahwa dengan rurkesalahan, sudah
mencakup juga unsur perbuatan melawa hukum di dglamsehingga tidak
diperlukan lagi unsur melawan hukum terhadap sBatbuatan Melawan Hukum.
Di negeri Belanda, aliran ini dianut oleh Van Gougsfe

Aliran yang menyatakan diperlukan, baik unsur meal@aukum maupun unsur
kesalahan

Aliran ketiga ini mengajarkan bahwa suatu Perbudistawan Hukum harus
mensyaratkan unsur melawn hukum dan unsur kesakdialigus karena dalam
unsur melawan hukum saja belum tentu mencakup ukessalahan. Di negeri

Belanda, aliran ini dianut oleh Meyers.

38 Munir Fuadylbid, hal. 9.

%% bid, hal. 12.
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Oleh karena Pasal 1365 KUH Perdata mensyaratkanyadmsur kesalahan
(schulg dalam suatu Perbuatan Melawan Hukum, maka Inéd@mmesnganut aliran
yang ketiga. Perlu diketahui mengenai ruang linglag unsur kesalahan tersebut.
Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung esalahan sehingga dapat
dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika melmeunsur-unsur:

a. Ada unsur kesalahan, atau ada unsur kelalaiegligence, culpadan
b. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemedftyaardigingsgronyd seperti

keadaarovermachtmembela diri, tidak waras, dan lain-14fh.

2.2.4. Unsur Kerugian

Unsur kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum naiam unsur yang
harus dibuktikan dimana hal ini penting untuk meunkan ganti rugi yang akan
diberikan akibat dari terjadinya Perbuatan Melawakum. Menurut KUH Perdata,
kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum dapat bekapagian materiil dan
kerugian immateriil. Besarnya kerugian tidak ditéain oleh para pihak sendiri, akan
tetapi ditentukan oleh hakim atau pengadilan sedeagan keadaan para pihak.

Tujuan ganti rugi yang diberikan pada dasarnyaafdahengembalikan keadaan

seperti semula sebelum terjadinya Perbuatan Mel&u&nm.

DalamThe Law of Tortsehubungan dengan ganti rugi, maka kerugian dapat
dibagi menjadi:

a. Compensatory damageyaitu ganti rugi yang dipergunakan daldort pada
umumnya. Ganti rugi diberikan terhadap kerugiangyaiderita akibatort, dalam
arti yang dapat dinilai dengan uang. Ganti rugisébut sedapat mungkin
mengembalikan keadaan seperti semula sebelumiteretdrt.

b. Nominal damagesyaitu ganti rugi ini semata-mata untuk menunjukketwa
suatutort telah terjadi terhadap penggugat. Jadi dalam riatiapat diberikan

40 hid.
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sejumlah uang, walau bukan sebagai ganti rugi 8epafam compensatory
damages.

c. Examplary damagesyaitu ganti rugi yang diberikan disamping kerugigang
diderita, yakni ganti rugi yang bersifat hukumaawgpencegahan agart tersebut
tidak dilakukan lagi. Hal ini hanya berlaku bagrt tertentu, yaitu:trespass,
defamation(suatu pernyataan yang merusak reputasi atau harkaseseorang
dengan tujuan untuk merendahkan martabat orangldtam masyarakat atau
menyebabkan anggota-anggota masyarakat menjaulikaatadi menghindarkan

diri dari orang tersebut) danintimidation**

2.2.5. Unsur Kausalitas

Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukagese kerugian yang
terjadi juga merupakan syarat dari suatu Perbudetawan Hukum. Terdapat
beberapa teori kausalitas dalam teori hukum, ataamaeoricondition sine qua non
oleh Von Buri, dimana teori ini menjelaskan bahwtap kejadian sebelum adanya
akibat yang ditimbulkan merupakan keseluruhan sepabg seimbang yang
menyebabkan akibat tersebut muncul. Akan tetapii ted hampir sudah tidak
relevan lagi dalam dunia hukum karena tidak dapanjetaskan secara pasti apa
penyebab utama akibat hukum tersebut muncul. Sélaiteori condition sine qua
non memberikan sebab yang terlalu luas sehinggalsadithakim untuk menentukan
apakah sebab utama dari suatu kejddian

Selain teoricondition sine qua norterdapat pula teoadequate veroorzaking
yang dikenal dalam KUH Perdataduequate Veroorzakingdalah bahwa perbuatan
yang harus dianggap sebagai sebab dari akibat tyabhgl adalah perbuatan yang
seimbang dengan akibat. Sedangkan dasar untuk t&aanperbuatan yang

“1 Rosa Agustinalid. hal 81.
*2bid, hal. 122-123.

43 bid. hal .67.
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seimbang adalah perhitungan yang lalfaklenurut Hoge Raaddalam berbagai
arrest mulai tahun 1927, bahwa soal kausalitas harusledisi&an dengan
berpegangan pada ajar&dequate Veroorazakin(H.R 3 Februari 1927, Hoetlink
No 114, H.R 28 November 1947 dan H.R 19 Desemb47)10 Dengan adanya teori
ini maka lebih memudahkan hakim untuk menentukdmalseyang relevan dari
timbulnya suatu kejadian akibat Perbuatan Melawakuirh.

2.3. Pembatasan Dalam Perbuatan Melawan Hukum
2.3.1. Teori Relativitas

Teori Relativitas $chutznormtheor)e merupakan pembatasan dalam
Perbuatan Melawan Hukum. Teori ini berasal dariumklerman yang dibawa ke
negeri Belanda oleh Gelein Vitringa. Teori Reld#si atau teorschutznormini
mengajarkan bahwa agar seseorang dapat dimintakaggung jawabnya karena
telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka wdd&lp hanya menunjukkan
adanya hubungan kausal antara perbuatan yang kilakdengan kerugian yang
timbul. Akan tetapi, perlu juga ditunjukkan bahwarma atau peraturan yang
dilanggar tersebut dibuat memang untuk melinduaghit terhadap kepentingan
korban yang dilanggdf. Teori ini tidak hanya terbatas pada hukum tertfulisdang-
undang) saja, tetapi juga pada hukum tidak tertudisperti norma kepatutan, norma
kesusilaan, dan sebagainya. Contoh penerapans@uriznormni adalah putusan
Hoge RaadBelanda pada tanggal 17 Januari 1958.

Dalam kasus ini, seseorang telah bertindak selmhgdder gadungan dengan
bertindak dan membuka praktik seolah-olah sebagaaag dokter sebenarnya. Oleh
karena tindakan praktik dokter gadungan tersebwtkamsejumlah dokter yang
berpraktik di sekitar praktik dokter gadungan tbtdemenderita kerugian berupa

berkurangnya penghasilan. Dalam kasus tersebuty umslawan hukumnya terlihat

4 bid, hal. 124.
4% |bid. hal 67.

¢ Munir Fuady/bid, hal. 14.
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dengan jelas karena memang ada peraturan yangamglarang yang bukan dokter
berpraktik sebagai dokter. Dan juga jelas terbb&hwa karena tindakan melakukan
praktik dokter gadungan tersebut, para dokter #itaetempat praktiknya telah
berkurang pendapatannya. Akan tetapi, dengan meagguo teorschutznormHoge
Raad menolak gugatan ganti rugi tersebut, dengan alésdmwva peraturan yang
melarang orang yang bukan dokter berpraktik sebdglter mempunyai tujuan
untuk melindungi masyarakat yang akan menjadi kornthari praktik dokter ilegal
tersebut, bukan untuk melindungi pendapatan dédedalokter yang berpraktik di
sekitarnyd’ Dalam hal ini, jika seseorang melakukan suatu ymem, dapat
merupakan Perbuatan Melawan Hukum bagi korban ¥pitemungkin bukan
merupakan Perbuatan Melawan Hukum bagi korban Y.
Penerapan teoschutznormni sebenarnya sangat bermanfaat dalam kasus-
kasus tertentu karena alasan-alasan sebagai berikut
1. Agar tanggung gugat berdasarkan Pasal 1365 KUHaRetdlak diperluas secara
tidak wajar.
2. Untuk menghindari pemberian ganti rugi terhadapugaimana hubungan antara
perbuatan dengan ganti rugi hanya bersifat norrdatifkebetulan saja.
3. Untuk memperkuat berlakunya unsur “dapat dibayantkarseeability terhadap

hubungan sebab akibat yang bersifat kira-kpraximate causatiox'

Prof. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa kar&hiH Perdata tidak
memberikan indikasi tentang berlaku atau tidakiegai schutznormini, hakim tidak
harus bahkan tidak selamanya layak untuk meneraggkanini. Paling tidak, hakim
hanya cocok untuk menggunakan teori ini kasus asukdan menjadi pedoman bagi

hakim serta menjadi salah satu dari sekian baniakpanolong dalam mewadahi

47 bid, hal. 15.

8 |bid, hal. 15-16.
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eksistensi unsur keadilan dalam putusannya yangyangkut dengan Perbuatan

Melawan Hukunt?®

2.3.2. Dasar Pembenar

Selain teori relativitas atau teosichutznorm suatu Perbuatan Melawan
Hukum juga dapat dibenarkan dengan adanya dasdrgmem Dalam hukum pidana,
seseorang memiliki alasan pembenar dalam melakudtaiu perbuatan yang
seharusnya merupakan suatu tindak pidana. Alasarbeear yang demikian juga
adakalanya berlaku bagi Perbuatan Melawan Hukuemdaukum perdat®.Dengan
demikian, suatu perbuatan yang seharusnya merupkiktaria perbuatan yang
melawan hukum, oleh karena adanya alasan pembeisabtit menjadi tidak dapat
dihukum, dan menjadi suatu perbuatan yang benakuhiakukan.

Dasar pembenar ini tidak jauh berbeda dengan apg #lgelajari dalam
bidang hukum pidana, yaitu keadaan memakser(nacht, pembelaan terpaksa,

melaksanakan ketentuan undang-undang, dan meldsaparintah atasan.

2.3.2.1. Keadaan M emaksa (Overmacht)
Overmachtadalah salah satu paksaan atau dorongan yang dgsadagri luar
yang tidak dapat dielakkan atau harus dielakkabvermachtdalam hukum pidana

diatur pada Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum rfitfasedangkan dalam

“9 bid.
0 Rosa Agustinabid, hal. 43-44
*!bid, hal. 44.

°2 pasal 49 KUHPidana:

(1) Tidak dipidana, barang siapa melakukan tindakan betean terpaksa untuk diri sendiri
maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan laaia benda sendiri maupun orang lain,
karena ada serangan atau ancaman serangan yaia$) dekaf dan yang melawan hukum pada
saat itu.

(2) Pembelaan Terpaksa yang melampaui batas, yangulagglisebabkan oleh keguncangan jiwa
yang hebat karena serangan atau ancaman seramgidaktboleh dipidana.
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hukum perdata dapat dilihat pada Pasal 1245 KUIld&®Rar Pasal 1245 KUH Perdata
berbunyi sebagai berikut.
“Tidaklah biaya ganti rugi dan bunga, harus digaydi apabila lantaran
keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian sakgdija si berutang
beralangan memberikan atau berbuat sesuatu yargjilthan, atau lantaran

hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yalagaeg.®

Maksud dari Pasal 1245 KUH Perdata di atas adahlwé seorang debitur
tidak diwajibkan untuk membayar suatu ganti kemgiapabila terdapat alasan
Overmachtdalam hal dia gagal memenuhi prestasinya. PenbuM&awan Hukum
yang seringkali terjadi adalah Perbuatan Melawaikufu yang dilakukan dalam
bentuk noodtoestand®* Terdapat noodtoestandapabila kewajiban untuk tidak
melakukan suatu perbuatan karena melawan hukuaddikan oleh suatu lain atau
suatu kepentingan lain yang lebih tinggi tingkatniyaelanggaran terhadap orang lain
misalnya tidak melanggar hukum apabila mengances gitau keselamatan sendiri
atau orang lain. Contohnya adalah jika seorangr s dibajak dengan pistol dan
dipaksa menjalankan busnya dengan kecepatan damggitsehingga dia menabrak
mobil lain, maka dapat dikatakan bahwa tindakanrdwys tersebut dalam menabrak
mobil lain itu bukan Perbuatan Melawan Hukum kardreamelakukannya dengan
terpaksa®

Overmacht memiliki dua sifat, yaitu mutlak dan relat@vermachtbersifat
mutlak apabila setiap orang dalam keadaan terpak$zkukan suatu perbuatan yang
pada umumnya merupakan suatu Perbuatan Melawanmi#edangkaovermacht

bersifat relatif apabila seseorang melakukan Péabusielawan Hukum oleh suatu

*3 R. Subekti dan R. Tjitrosudibititab Undang-Undang Hukum Perdat@lakarta: Pradnya
Paramita, cet.ke 39, 2008)al. 325.

* Yang dimaksud dengamoodtoestandyaitu suatu keadaan memaksa yang timbul
disebabkan oleh konflik kewajiban-kewajiban.

> Munir Fuadylbid, hal. 154.
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keadaan dimana ia terpaksa melakukan perbuataebteérdemi kepentingan sendiri

atau menghindari kerugian atau risiko yang lebseb®

2.3.2.2. Pembelaan Terpaksa

Suatu Perbuatan Melawan Hukum dapat dibenarkanilagadrbuatan yang
dilakukannya tersebut merupakan pembelaan terpdRatam suatu pembelaan
terpaksa, seseorang disebut melakukan pembelgaaksar apabila orang tersebut
melakukan perbuatan yang terpaksa untuk membelaseindiri atau orang lain,
kehormatan atau barang terhadap serangan yangibibgang bersifat melawan
hukum. Setiap orang yang diserang orang lain bewh&ikk membela diri. Jika dalam
pembelaan tersebut dia terpaksa melakukan Perbikwan Hukum, maka sifat
melawan hukum dari perbuatan tersebut menjadi dnilamtuk menentukan bahwa
perbuatan tersebut merupakan pembelaan diri teapélesuslah ada serangan yang
ditujukan kepadanya dan pembelaan diri tersebuatktidoleh melampaui batas.
Sebagai contoh, seseorang diserang oleh orangnieimggunakan golok, untuk
membela diri ia memukul tangan orang. tersebut memaipn tongkat yang
dipegangnya hingga tangan orang yang menyerangrgabut patah. Perbuatan
orang tersebut bukan merupakan Perbuatan Melawduriikarena merupakan

pembelaan diri.

2.3.3.3. Melaksanakan Ketentuan Undang-Undang

Sifat melawan hukum suatu perbuatan dapat hilardpikp perbuatan yang
dilakukan tersebut merupakan pelaksanaan undarmgagndMisalnya, dalam hal
polisi yang menahan seorang tersangka maka ia tidplat dipersalahkan karena
menghilangkan kebebasan seseorang karena penateaasahut merupakan suatu
perbuatan melaksanakan undang-undang. Suatu pambb&trdasarkan peraturan

perundang-undangan atau berdasarkan wewenang yaegkan oleh undang-

*% Rosa Agustinalpid, hal. 45.

> Ibid.
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undang adalah melawan hukum apabila wewenang tergbbalahgunakan atau

dalam haldetournement de pouvoit

2.3.3.4. Meaksanakan Perintah Atasan

Seseorang yang melakukan suatu perbuatan kareafiukah perintah atasan
yang berwenang, tidak dapat dituntut atas suatlbudgan Melawan Hukum,
walaupun perbuatan yang dilakukan orang tersebutpakan suatu perbuatan yang
dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melahggam. Hal ini tidak menutup
kemungkinan bahwa pemerintah atau penguasa yandendan perintah tersebut
bertindak secara melawan hukum. Dalam praktik,aalgsembenar ini tidak begitu
diperhatikan, oleh karena pada umumnya yang digadgalah penguasa dan bukan

orang yang menerima perintah dari pengiasa.

2.4. Pertanggungjawaban Dalam Perbuatan Meawan Hukum

Perbuatan Melawan Hukum diatur di dalam Pasal E26apai dengan Pasal
1380 KUH Perdata. Pada dasarnya, KUH Perdata mahgakonsep
pertanggungjawaban berdasarkan kesalaliability based on fault dengan beban
pembuktian ada pada korban atau penderita. Hakjalan dengan Pasal 1865 KUH
Perdata yang menentukan bahwa setiap orang yangdatilkan bahwa ia
mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknyhriseraupun membantah
suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiveajibkan membuktikan
adanya hak atau peristiva terseffuDalam KUH Perdata, juga dimungkinkan
pertanggungjawaban pihak atau orang lain atas $Retbuatan Melawan Hukum
yang dilakukan oleh orang atau pihak lain.

Bentuk-bentuk tanggung jawab tersebut, yaitu:

%8 |hid, hal. 46
% bid, hal. 46.

50 hid, hal. 219.
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1. Tanggung jawab terhadap perbuatan orang lain daan@doarang di bawah
pengawasannya.
Pertanggungjawaban Perbuatan Melawan Hukum yamgndskan dalam Pasal
1367 ayat (1) KUH Perddta terdiri dari:
a. Tanggung jawab terhadap perbuatan orang lain, yhbagi lagi menjadi
sebagai berikut:

(1) Tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan al@hgeorang yang
menjadi tanggungannya;

(2) Tanggung jawab orang tua dan wali terhadap anak-belm dewasa
(Pasal 1367 ayat (2) KUH Perdata);

(3) Tanggung jawab majikan dan orang-orang yang merhgamga
terhadap orang yang dipekerjakannyan (Pasal 1361 @) KUH
Perdata);

(4) Tanggung jawab guru sekolah dan kepala tukang daghanurid dan
tukangnya (Pasal 1367 ayat (4) KUH Perdata).

b. Tanggung jawab terhadap barang dalam pengawasayan@ dibagi sebagai
berikut:

(1) Tanggung jawab terhadap barang pada umumnya (Ra6@layat (1)
KUH Perdata);

(2) - Tanggung jawab terhadap binatang, termasuk jugeameyang tidak
dipergunakan atau diawasi sendiri oleh pemilikngtagi juga oleh
orang lain seperti misalnya pembantunya (Pasal K888 Perdataf?

(3) Tanggung jawab pemilik terhadap ambruknya sebualurge karena
kelalaian dalam pemeliharaan atau cacat dalam peguban maupun
tataannya (Pasal 1369 KUH Perdata).

®1 pasal 1367 KUHPerdata: “Seorang tidak saja begtamgy jawab untuk kerugian yang
disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapijotgzk kerugian yang disebabkan karena perbuatan
orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau dikahaoleh barang-barang yang berada di bawah
pengawasannya.

2 Mariam Darus Badrulzaman.U.H.Perdata Buku Ill : Hukum Perikatan dengan
Penjelasan(Bandung: Alumni, Cet. Il, 2006), hal. 150.
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2. Perbuatan Melawan Hukum terhadap tubuh dan jiwausian
Berdasarkan Pasal 1370 KUH Perdata, dalam haldieggembunuhan dengan
sengaja atau kelalaiannya, maka suami atau istak,aorang tua korban yang
lazimnya mendapat nafkah dari pekerjaan korbamakeuntuk menuntut ganti
rugi kepada si pelaku. Jumlah ganti kerugian tersdiarus dinilai menurut

keadaan dan kekayaan kedua belah pifiak:

3. Perbuatan Melawan Hukum terhadap nama baik
Perbuatan Melawan Hukum terhadap nama baik diketeigan isitilah
penghinaan. Tanggung jawab ini diatur di dalam IPE382 sampai dengan Pasal
1380 KUH Perdata. Pasal 1372 KUH . Perdata menyatdlanva tuntutan
terhadap penghinaan adalah bertujuan untuk mendapétrugi dan pemulihan

nama baik, sesuai dengan kedudukan dan keadaapipaka

Walaupun di dalam KUH Perdata pertanggungjawabdandaPerbuatan
Melawan Hukum telah diatur sesuai dengan yang @laaikan di atas, tetapi secara
umum pertanggungjawaban dalam Perbuatan Melawanrhlu&rbagi menjadi dua,
yaitu:

1. Vicarious Liability

Vicarious Liability merupakan suatu pertangggungjawaban yang ditujukan
kepada seseorang yang bertanggung jawab atas lamngng bekerja di bawahnya,
walaupun orang yang dipertanggungjawabkan terseiglak melakukan suatu
Perbuatan Melawan Hukun¥icarious Liabilityini juga diimplementasikan di dalam
KUH Perdata, dimansicarious liability merupakan suatu pertanggungjawaban yang
dikenakan terhadap kerugian yang disebabkan olebug&n orang-orang yang
menjadi tanggungannya atau barang-barang yang deliadawah pengawasannya.
Dalam Pasal 1367 KUH Perdatécarious liability dapat dikenakan terhadap majikan

%3 Rosa Agustinalid, hal. 12.
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atau orang menguasakan sesuatu, yang bertanggual jarhadap kerugian yang
disebabkan oleh bawahan-bawahannya atau kuasasyedap guru dan kepala
tukang yang bertanggung jawab atas kerugian yasgpdbkan oleh muridnya atau
tukang-tukangnya; dan terhadap orang tua atau watig bertanggung jawab
terhadap kerugian yang ditimbulkan anak di bawalurugang berada di bawah
pengawasannya.

Vicarious Liability juga sering kali dijumpai di dalam permasalaharak
pidana korporasi. Tindak pidana korporasi dalam imal yaitu dimana suatu
perusahaan bertanggungjawab atas tindakan yarigkila oleh para karyawan atau
pegawainya, yang mengakibatkan kerugian bagi otamg sehingga perusahaan
tersebut dapat dituntut pidana di pengadilan. Tiantpidananya yaitu berupa denda
karena tidak dimungkinkan melakukan pidana pergéaa kurungan kepada sebuah
korporasi. Misalnya saja dalam bidang penebangan pencemaran lingkungan

hidup, ataupun juga perlindungan konsumen.

2. Strict Liability

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Perbultalawan Hukum
lazimnya membebankan tanggung jawab berdasarkaalakes ljability based on
fault), dimana pelaku diwajibkan untuk membayar gardi jika pelakunya bersalah
atas tindakan tersebut. Akan tetapi, sebenarnyairhukiga mengenal apa yang
disebut dengan tanggung jawab tanpa kesalalenilify without faul) atau yang
sering juga disebut dengan istilah tanggung jawabiak (strict liability). Tanggung
jawab mutlak ataustrict liability adalah suatu tanggung jawab hukum yang
dibebankan kepada pelaku Perbuatan Melawan Hukopatanelihat apakah yang
bersangkutan dalam melakukan perbuatannya itu meyapuunsur kesalahan
ataupun tidak. Dalam hal ini pelakunya dapat diakah tanggung jawab secara
hukum, meskipun dalam melakukan perbuatannya @tidiak melakukannya dengan

sengaja dan tidak pula mengandung unsur kelaldiakuranghati-hatian, atau
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ketidakpatutan® Oleh karena itu, tanggung jawab mutlak ini diselsebagai
tanggung jawab tanpa kesalahan. Kesalahan di smakdudkan sebagai kesalahan
dalam artian hukum dan bisa saja perbuatan tersebsih merupakan kesalahan
moral. Akan tetapi, banyak juga tanggung jawab agap perbuatan baik yang
disengaja maupun kelalaian, yang menggerogoti kiygam orang lain, kepentingan
mana dilindungi oleh hukum merupakan tanggung jateaipa kesalahan secara
hukum maupun secara mofal.

Di Indonesia, strict liability dikenal dan disebutkan di dalam Pasal 88
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlgmlundan Pengelolaan
Lingkungan Hidup® Berdasarkan pasal terseb@trict liability atau tanggung jawab
mutlak dapat digunakan dalam hal gugatan Perbud&awan Hukum oleh karena
kerugian yang disebabkan dari industri-industri eradyang menggunakan Bahan
Berbahaya dan Beracun (B3) yang berdampak besgveddimg terhadap lingkungan
hidup dan kepentingan umum. Dalam hal ini, penanggawab usaha dan/atau
kegiatan berkewajiban untuk membayar ganti rugaselangsung dan seketika pada

saat terjadinya pencemaran dan/atau pengrusakigiuhgan.

2.5. Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum
2.5.1. Bentuk-Bentuk Ganti Rugi

Akibat dari adanya Perbuatan Melawan Hukum adalabulnya kerugian
bagi korban. Kerugian tersebut harus diganti oliblalppihak yang dibebankan oleh

hukum untuk mengganti kerugian tersebut. Dalaar Aquillia salah satu undang-

8 Munir Fuadylbid, hal. 173.
% |bid, hal. 174.

% pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 TerRamindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup: “Setiap orang yang tindakannysahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan
B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, alan/ yang menimbulkan ancaman serius
terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutksks kerugian yang terjadi tanpa perlu
pembuktian unsur kesalahan.”
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undang yang berlaku di zaman Romawi, konsep gagtiini dapat terbaca dalam
chapterpertamanya, yang mengatur sebagai berikut.

Jika seseorang secara melawan hukum membunuh gdardak belian atau
gadis hamba sahaya milik orang lain atau binatangak berkaki 4 (empat) milik
orang lain, maka pembunuhnya harus membayar kepentdliknya sebesar nilai
tertinggi yang didapati oleh properti tersebut talalu. Ganti rugi tersebut menjadi
berlipat 2 (dua) jika pihak tergugat menolak tanmggujawabnya (Justinian,
1979:71)%’

Bentuk dari ganti rugi terhadap Perbuatan Melatakum yang dikenal oleh

hukum adalah sebagai berikut.

1. Ganti Rugi Nominal
Jika adanya Perbuatan Melawan Hukum yang seriusrtsgperbuatan yang
mengandung unsur kesengajaan, tetapi tidak menkafkerugian yang nyata
bagi korban, maka kepada korban dapat diberikaimdah uang tertentu sesuai
dengan rasa keadilan tanpa menghitung berapa segerfeuntungan tersebfit.

2. Ganti Rugi Kompensasi
Ganti rugi kompensasiCompensatory damagesnerupakan ganti rugi yang
merupakan pembayaran kepada korban atas dan séd@sgian yang benar-
benar telah dialami oleh pihak korban dari suatbbean Melawan Hukum. Oleh
karena itu ganti rugi seperti ini disebut juga gamgi aktual. Misalnya, ganti rugi
atas segala biaya yang dikeluarkan oleh korbanlakglan keuntungan/gaji, sakit
dan penderitaan, termasuk penderitaan mental sspegt, malu, jatuh nama baik,
dan lain-lain®

3. Ganti Rugi Penghukuman

57 |bid, hal. 133.
%8 |bid, hal. 134-135

% Ibid.
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Ganti rugi penghukumarP(@nitive damaggsmerupakan suatu ganti rugi dalam
jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian gyaebenarnya. Besarnya
jumlah ganti rugi tersebut dimaksudkan sebagai makubagi si pelaku. Ganti
rugi penghukuman ini layak diterapkan terhadap &&sisus kesengajaan yang
berat atau sadis. Misalnya diterapkan pada pengsanaatas seseorang tanpa rasa

perikemanusiaaff.

KUH Perdata mengatur kerugian dan ganti rugi datatmungannya dengan
Perbuatan Melawan Hukum dengan dua pendekatanasdisatkut.
1. Ganti Rugi Umum
Dalam hal ini, yang dimaksud dengan ganti rugi umaghalah ganti rugi yang
berlaku untuk semua kasus, baik untuk kasus-kasmprestasi kontrak, maupun
kasus-kasus yang berkenaan dengan perikatan laitemgzasuk karena Perbuatan
Melawan Hukum.
Ketentuan tentang ganti rugi yang umum ini oleh KW®drdata diatur dalam
bagian keempat dari buku ketiga mulai dari PasdBXampai dengan Pasal 1252.
Dalam hal ini untuk ganti rugi tersebut KUH Perdasacara konsisten
menggunakan istilah:
a. Biaya
Biaya adalah setiapostatau uang atau apapun yang dapat dinilai dengan
uang yang telah dikeluarkan secara nyata oleh pyfaailg dirugikan,
sebagai akibat dari wanprestasi dari kontrak agédagai akibat dari tidak
dilaksanakannya perikatan lainnya, termasuk penkadtarena adanya
Perbuatan Melawan Hukum. Misalnya, biaya perjalakansumsi, biaya
akta notaris, dan lain-laiff.
b. Rugi

bid, hal. 134-135.

" bid, hal. 137
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Rugi adalah keadaan berkurang nilai kekayaan knediébagai akibat
adanya wanprestasi dari kontrak atau sebagai atidadt dilaksanakannya
perikatan lainnya termasuk perikatan karena ad&grauatan Melawan
Hukum.?

Bunga

Bunga adalah suatu keuntungan yang seharusnyaoldipetetapi tidak
jadi diperoleh oleh pihak kreditur sebagai akibddéreya wanprestasi dari
kontrak atau sebagai akibat tidak dilaksanakanngekatan lainnya

termasuk perikatan karena adanya Perbuatan Melsiwiamm .

2. Ganti Rugi Khusus

Ganti rugi khusus adalah ganti rugi terhadap kamgang timbul dari perikatan-

perikatan tertentu, seperti:

a.

Ganti rugi untuk semua Perbuatan Melawan HukumalP&365 KUH
Perdata)

Ganti rugi untuk perbuatan yang dilakukan kepada@idain (Pasal 1366
dan Pasal 1367 KUH Perdata)

c. Ganti rugi untuk pemilik binatang (Pasal 1368 KUéfdrta)
d. Ganti rugi untuk pemilik gedung yang ambruk (P4889 KUH Perdata)

Ganti rugi untuk keluarga yang ditinggalkan olelarngy yang dibunuh
(Pasal 1370 KUH Perdata)

Ganti rugi karena orang telah luka atau cacat aaggadan (Pasal 1371
KUH Perdata)

Ganti rugi karena tindakan penghinaan (Pasal 1382 KUH Perdata}?

2 hid.

® Ibid.

" bid, hal. 137-138.
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2.5.2. Syarat-syarat Ganti Rugi
Persyaratan-persyaratan terhadap ganti rugi meKltt Perdata, khususnya
ganti rugi karena Perbuatan Melawan Hukum adalbagse berikut.
a. Komponen kerugian
Komponen dari suatu ganti rugi terdiri dari biagagi, dan bunga.
b. Starting pointdari ganti rugi
Starting pointatau saat mulainya dihitung adanya ganti rugi aidaebagai
berikut:
- Pada saat dinyatakan wanprestasi, debitur tetaplaneln kewajibannya,
ataupun
- Jika prestasinya adalah sesuatu yang harus dibeskgak saat dilampauinya
tenggang waktu dimana sebenarnya debitur sudaht dapanbuat atau
memberikan prestasi tersebut.
c. Bukan karena alasdarce majeure
Ganti rugi baru dapat diberikan kepada pihak korhi&a kejadian yang
menimbulkan kerugian tersebut tidak tergolong Kardaindakarforce majeure
d. Saat terjadinya kerugian
Suatu ganti rugi hanya dapat diberikan terhadapgian sebagai berikut.
- Kerugian yang telah benar-benar dideritanya.
- Terhadap kerugian karena kehilangan keuntungan pé&ugdapatan yang
sedianya dapat dinikmati oleh korban.
e. Kerugiannya dapat diduga
Kerugian yang wajib diganti oleh pelaku PerbuataeldWwan Hukum adalah
kerugian yang dapat diduga terjadinya. Maksudnyaatidbahwa kerugian yang
timbul tersebut haruslah diharapkan akan terjady patut diduga akan terjadi,
dugaan mana sudah ada pada saat dilakukannya RerbMelawan Hukum

tersebut’’

" bid, hal. 139-140.
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2.5.3. Doktrin Mitigasi Dalam Ganti Rugi
Terdapat doktrin mitigasi dalam hal ganti rugi yangnyatakan bahwa pihak
korban dari Perbuatan Melawan Hukum mempunyai kbamjuntuk mengurangi
atau menghilangkan ganti rugi jika ia dapat dan pamntuk melaksanakann{f.
Kelalaiannya yang menyebabkan kerugian menjadihldi@sar haruslah dipikul
sendiri oleh korban. Misalnya, seorang pengendareomyang tidak menggunakan
helm kemudian ditabrak sehingga menyebabkan fatdk sepenuhnya kerugian
dapat dibebankan kepada pihak penabrak karena aegadpengendara tersebut
menggunakan helm, kerugian yang dideritanya tidak degitu seriu§’
Pemberlakuan doktrin mitigasi terhadap suatu gaufi ini didasarkan atas
tiga teori dasar, yaitu:
a. Teori Kerugian yang Dapat Dielakkan
Teori ini mengajarkan bahwa jika suatu kerugianatiaielakkan oleh pihak yang
terkena kerugian, maka kerugian tersebut harusakkah dan pantas
membebankan kewajiban untuk mengelak kepada pihakak dari suatu
Perbuatan Melawan Hukum. Di negara-negara yang amergsistem hukum
Common Law usaha untuk mengelak dari kerugian tersebut na&erp suatu
tugas @uty), yakniduty to mitigate loss
b. Teori Memperhitungkan Keuntungan
Menurut teori ini, jika seseorang yang dirugikatape ia mendapat keuntungan
tertentu dari kejadian yang merugikannya, misaladggat menghemat biaya,
tenaga atau waktu, atau mendapat ganti rugi dexbsulain seperti dari asuransi,
maka keuntungan tersebut harus juga diperhitungledam penghitungan ganti
rugi sehingga jumlah ganti rugi yang diberikan Iséab dikurangi dengan
keuntungan yang diperoleh tersebut.

c. Teori Kelalaian Kontribusi

8 |bid, hal. 140.

" bid.
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Menurut teori ini, jika seseorang dirugikan olefatsutindakan, tetapi sebenarnya
dia sendiri ikut berkontribusi sehingga terjadi ugtan, maka pihak pelaku
Perbuatan Melawan Hukum tidak dapat dimintakan gang jawabnya secara
hukum. Dalam hal ini, tidak adanya usaha untuk regals suatu kerugian
sedangkan ia cukup mampu mencegahnya, maka habttrsama saja dengan

ikut berkontribusi terhadap kerugian tersefiut.

"8 |bid, hal.141-142.
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BAB 3
TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN
APARTEMEN

3.1. Pengertian Konsumen dan Perlindungan Konsumen
3.1.1. Konsumen
Konsumen merupakan istilah asing, dimana dalamassanggris berasal dari
kataconsumer dan bahasa Beland@ansumentSecara harfiah, konsumen memiliki
beberapa pengertian, yaitu:
1. Sebagai orang atau perusahaan. yang membeli bararigntti atau
menggunakan jasa tertentu;
2., Seseorang yang membeli barang dan/atau menggujaesean
3. Sesuatu atau seseorang yang menggunanakan jasdLtert
4. Sebagal sesuatu atau seseorang yang menggunakanpsusediaan atau

sejumlah baran&’

Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa teatiggembedaan antara
konsumen sebagai orang alami atau pribadi kodratigan konsumen sebagai
perusahaan atau badan hukum. Pembedaan ini penttng membedakan apakah
konsumen tersebut menggunakan barang tersebut dirinka sendiri atau untuk
tujuan komersiaf?

Pengertian konsumen secara umum adalah pemakajgy®n dan/atau

pemanfaat barang dan atau jasa untuk tujuan tefteBefinisi konsumen juga dapat

¥ Jon Sinclair (ed)Collins Cobuild English Language Dictionary{Glasgow: William
Collins & Co., 1998), hal. 303, seperti dikutip AlMasutionKonsumen dan HukurfJakarta: Pustaka
Sinar Harapan, 1995), hal. 71.

8 Abdul Halim BarkatulahHukum Perlindungan KonsumefBandung: Nusa Media, 2008),
hal. 7.

81 A.Z. Nasution Perlindungan Hukum Konsumen, Tinjauan Singkat UU 8\@ahun 1999-
LN 1999 No. 42Makalah Disampaikan Pada Diklat Mahkamah AgurgtuBMalang, 14 Mei 2001,
hal. 5, seperti dikutip Abdul Halim Barkatuldbijd, hal. 8.
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dipersempit, menjadi konsumen antara dan konsunidrir. akonsumen antara
merupakan istilah yang diberikan kepada konsumeg yaembayar barang dan/atau
jasa untuk diperdagangkan kembali. Dengan kata, lkimsumen antara dapat
dikatakan juga berperan sebagai pelaku usaha. @emtankonsumen akhir
merupakan konsumen yang membayar barang dan/a@awiauk keperluan sendiri
dan tidak untuk diperdagangkan kemi5ali.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pdsabngka 2,
pengertian konsumen adalah:

“setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yasgdia dalam masyarakat,

baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, ordam, maupun makhluk

hidup lain dan tidak untuk diperdagangk&h.”

Dari pengertian tersebut, dapat dilihat bahwa pdien konsumen yang
terdapat di dalam Undang-Undang Perlindungan Koesutermasuk ke dalam
pengertian konsumen akhir, dengan unsur-unsur aebagkut.

1. Orang (aturlijke persooi bukan badan hukum;
2. Barang dan/atau jasa atau produk;
3. Untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orangjai

4. Tidak untuk diperdagangkan kembali.

Pengertian Konsumen menurut Philip Kotler (2000dlach bukunya
Principles Of Marketingadalah semua individu dan rumah tangga yang me el
memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi grffad

Setiap negara memiliki pengertian konsumen yamigdaka-beda. Di Spanyol,

konsumen adalah tidak hanya individu (orang), tefaga suatu perusahaan yang

82 A.Z. Naustionbid, hal. 71.
8 |ndonesialndang-undang Perlindungan Konsumeasal 1 angka 2.
84 Adit Nobaka, “Pengertian Konsumen”,

<http://aditnobaka.wordpress.com/2010/10/08/pee#tonsumery¥, diakses pada tanggal 30
Oktober 2011, pukul 20.00 WIB.
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menjadi pembeli atau pemakai terakhir. Yang men&oksumen tidak harus terikat
dalam hubungan jual beli, sehingga dengan sendirikgnsumen tidak identik
dengan pembef?

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belandg&/{NBuku VI, Pasal
236), konsumen dinyatakan sabagai orang alamiahksbdimya adalah ketika
mengadakan perjanjian ia tidak bertindak selakungrgang menjalankan profesi
perusahaaff Pakar masalah konsumen di Belanda, Hondius, meujkan bahwa
para ahli hukum pada umumnya sepakat mengartikassukoen sebagai pemakai
terakhir dari benda dan jasaitéindelijke gebruiker van goederen en diengsten
Dengan rumusan tersebut, Hondius ingin membedakaaraa konsumen bukan
pemakai terakhir (konsumen antara) dengan konstenakhir®’

Di Prancis, berdasarkan doktrin dan yurisprudepang berkembang,
konsumen diartikan sebaghe person who obtains goods or services for peison
family purpose&® Dari definisi tersebut terkandung dua unsur, yaitu

1. Konsumen hanya orang, dan
2. Barang atau jasa yang digunakan untuk keperludadiratau keluarganya.

Di Australia, dalamTrade Pactices Act 1974&onsumen diartikan sebagai
seseorang yang memperoleh barang atau jasa tedengan persyaratan harganya
tidak melewati 40.000 dollar Australia. Artinyajagh tidak melewati jumlah uang
tersebut, tujuan pembelian barang atau jasa tertdak dipersoalkafi’

Di Amerika Serikat, pengertian konsumen meliputidem produk yang cacat
yang bukan hanya meliputi pembeli, melainkan jugengkai, bahkan korban yang

bukan pemakai memperoleh perlindungan yang sangadgrembeli.

8 Abdul Halim Barkatulahlbid, hal. 8.
8 Ibid.

¥ Ibid, hal. 9.

8 Ibid.

% Ibid.
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3.1.2. Perlindungan Konsumen

Setiap orang dalam keadaan apapun pasti menjadiuken untuk suatu
produk atau jasa tertentu. Keadaan yang universal pada beberapa sisi
menunjukkan adanya berbagai kelemahan pada konssemimgga konsumen tidak
mempunyai kedudukan yang aman. Oleh karena ittsdtaen membutuhkan adanya
suatu perlindungan hukum yang sifatnya juga unaters

Perlindungan konsumen adalah segala upaya untukjamien adanya
kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kapadsumen (Pasal 1 ayat (1)
Undang-Undang Perlindungan Konsumen). Berdasarkagegstian tersebut, dapat
dikatakan bahwa hukum perlindungan konsumen ad&@@dah hukum yang
mengatur perlindungan kepada konsumen.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999entang
Perlindungan Konsumen, maka diharapkan adanya ygeiadungan konsumen di
Indonesia yang selama ini dianggap kurang dipdwwati bisa menjadi lebih
diperhatikan. Pengaturan perlindungan konsumerkuktn dengan cara antara lain
sebagai berikut:

1. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang nmehgay akses dan
informasi, serta menjamin kepastian hukum;

2. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnyakdpentingan seluruh
pelaku usaha pada umumnya;

3. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa;

4. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari fralgaha yang menipu
dan menyesatkan;

5. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan, dan pengaerlindungan

konsumen dengan bidang-bidang perlindungan padamgitidang lainny&’

% Husni Syawali dan Neni Sri ImaniyatHukum Perlindungan KonsumeiiBandung:
Mandar Maju, 2000), hal. 7.
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Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1993drenPerlindungan
Konsumen menjadi tonggak sejarah perkembangan hplkuimdungan konsumen di
Indonesia. Walaupun demikian, sebelumnya telatbatiarapa rumusan hukum yang
melindungi konsumen yang tersebar dalam beberapdéupgn perundang-undangan,
seperti:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Penetdpamaturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahd Te#tang Barang
menjadi Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1966 Tentang Hygiene;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1982 Tentang Metrdlegal;
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajibddd&ferusahaan;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1982 Tentang Perindastr
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Ketersigkéin;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Laluasirtan Angkutan

Neo 0 kWD

Jalan;
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Perasarans
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Lingkantjdup®*

Lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen tetselga diikuti oleh
beberapa peraturan pelaksana pada tahun 20013 &xitar

1. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001 TentamtarB&erlindungan
Konsumen Nasional
Peraturan ini dikeluarkan sebagai pelaksanaanR#mal 43 Undang-Undang
Perlindungan Konsumen yang menetapka perlunya ysaratpemerintah
tentang Pembentukkan Badan Perlindungan Konsumesiomdd (BPKN).
Badan ini berfungsi memberikan saran dan pertimbarkgpada pemerintah

dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumadahesia.

91 Abdul Halim Barkatulahlbid, hal. 19-20.
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2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 TentangbiRaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen

Peraturan ini diterbitkan untuk melaksanakan ketamPasal 29 dan Pasal 30

Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam PasBP2Nomor 58

Tahun 2001 ini disebutkan tentang fungsi pembir@ah pemerintah yaitu

pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan pemggleaan perlindungan

konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumerpédiaku usaha serta
dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usS8e#in fungsi
pembinaan, terdapat pula fungsi pengawasan yaihgaveasan terhadap
penyelenggaraan perlindungan konsumen dan penekapamuan peraturan
perundang-undangannya dilaksanakan oleh pemerintasyarakat, dan
lembaga perlindungan konsumen swadaya masyrakat.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 Tentanthaga Perlindungan

Konsumen Swadaya Masyarakat

Peraturan Pemerintah ini dikeluarkan dalam rangiaksanaan Pasal 44

Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Adapun yantpkBud sebagai

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya MasyaralKM) adalah

lembaga non-pemerintah yang mempunyai kegiatan mgama perlindungan

konsumen. Tugas-tugas LPKSM yaitu antara lain:

a. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkarada&sn atas hak
dan kewajiban serta kehati-hatian konsumen dalangkosumsi barang
dan/atau jasa;

b. Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukan;

c. Melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalpaya mewujudkan
perlindungan konsumen;

d. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, asetn
menerima keluhan atau pengaduan konsumen;

e. Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan mkalyaexhadap

perlindungan konsumen.
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4. Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2001 Tentang rB&tmyelesaian

Sengketa Konsumen pada Pemerintah Kota Medan, Radeanbang, Jakarta
Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota SemgaKota Yogyakarta

Keputusan Presiden ini menunjukkan kewenanganifrelah kewenangan

mutlak atas pengadilan yang dapat mengadili seadd@tsumen. Keberadaan

Keputusan Presiden ini melengkapi pelaksanaan hulperiindungan

konsumen secara materiil dan forifil.

3.2. Hak dan Kewajiban Konsumen

3.2.1. Hak Konsumen
Hak-hak konsumen disebutkan di dalam Pasal 4 Untdeagng

Perlindungan Konsumen, yaitu:

“Hak konsumen adalah:

a.

Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan de#agonsumsi

barang dan/atau jasa;

Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atsau $esuai dengan
nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijaajik

Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur geeai kondisi dan

jaminan barang dan/atau jasa;

Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atam@atan/atau jasa
yang digunakan;

Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, geyaipenyelesaian
sengketa perlindungan konsumen secara patut;

Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsume

Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara bemar jdjur serta tidak

diskriminatif;

92 Widya Chalid, Perlindungan Konsumen E-Commerce Menurut UU No.aBufi 1999
Tentang Perlindungan Konsumen dan OECD Guidelir@snsumer Protection in the Content of
Electronic Commerce: Suatu Perbandingé&bepok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 300

hal. 26-29.
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h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dam/@enggantian,
apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidalaselengan perjanjian
atau tidak sebagaimana mestinya,

i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan plangundangan

lainnya.”?

Hak-hak konsumen sebagaimana disebutkan di dalasal Ra Undang-
Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut memiking lingkup yang lebih
luas dari pada hak-hak dasar konsumen sebagaineataan@a kali dikemukakan oleh
Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy di demangies pada tanggal 15 Maret
1962, yang terdiri atas:

1. Hak memperoleh keamanah¢ right to safe products

2. Hak mendapat informasihe right to be informed about produyts

3. Hak memilih {he right to definite choices in selecting prodicts

4. Hak untuk didengattige right to be heard regarding consumer intergdts

Keempat hak tersebut merupakan bagian dari Deklaflak-Hak Asasi
Manusia yang dicanangkan PBB pada tanggal 10 Deme®18, masing-masing
pada Pasal 3, 8, 19, 21, dan 26, yang oleh Organisansumen Sedunia
(International Organization of Consumers Union — I@Cditambahkan empat hak
dasar konsumen lainnya, yaitu:

1. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup;

2. Hak untuk memperoleh ganti rugi;

3. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen;

4. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersin sehat®

% Indonesialndang-Undang Perlindungan Konsumé&asal 4.

% Abdul Halim Barkatulahibid, hal. 21.
% Ahmadi Miru dan Sutarman YodoHukum Perlindungan Konsumen(Jakarta:

RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 39.

Universitas Indonesia

Analisis perbuatan ..., Dita Putri Mahissa, FH Ul, 2012



49

Setelah itu, Resolusi Perserikatan Bangsa-BangsaoN@9 Tahun 1985
Tentang Perlindungan Konsumei@Guidelines for Consumer Protectipnjuga
merumuskan berbagai kepentingan konsumen yang giéridungi, yang meliputi:

1. Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadegeh&tan dan
keamanannya,

2. Promosi dan perlindungan kepentingan ekonomi sksiraumen;

3. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumemkumemberikan
kemampuan mereka melakukan pilihan yang tepat sdslendak dan
kebutuhan pribadi;

4. Pendidikan konsumen;

5. Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif;

6. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen catmnisasi lainnya
yang relevan dan memberikan kesempatan kepadaisagatersebut untuk
menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilpotukan yang
menyangkut kepentingan mereKa.

Di samping itu, Masyarakat Erop&yropese Ekonomische Gemeenschap —
EEQ ) juga telah menyepakati lima hak dasar konsumaity gebagai berikut:

1. Hak perlindungan kesehatan dan keamamaoh{ op bescherming van zjin
gezendheid en veilighdid

2. Hak perlindungan kepentingan ekonomeght op bescherming van zijn
economische belanggn

3. Hak mendapat ganti rugiecht op schadevergoeding

4. Hak atas penerangare¢ht op voorlichting en vorming

5. Hak untuk didengarécht om te worden gehoxd’

% Abdul Halim Barkatulahlpid, hal. 22.

97 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodthid, hal. 40.
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Menilik hak-hak yang telah disebutkan sebelumnyakanpada dasarnya
secara keseluruhan dikenal 10 macam hak konsumeamadain sebagai berikut:

1. Hak atas keamanan dan keselamatan
Hak atas keamanan dan keselamatan ini dimaksudkémk umenjamin
keamanan dan keselamatan konsumen dalam pengdusraagy dan/atau jasa
yang diperolehnya, sehingga konsumen dapat tenhoteta kerugian apabila
mengonsumsi suatu produk.

2. Hak untuk memperoleh informasi
Hak atas informasi ini sangat penting karena tidemadainya informasi
yang disampaikan kepada konsumen, dapat juga nmemzalah satu bentuk
cacat produk, yaitu yang dikenal dengan cacatuksiratau cacat karena
informasi yang tidak memadai. Hak atas informasngygelas dan benar
dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gampangrbenar tentang
suatu produk karena dengan informasi tersebut, tkoes dapat memilih
produk yang diinginkan atau sesuai kebutuhannyada strhindar dari
kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk.
Informasi yang merupakan hak konsumen tersebugrisepengenal manfaat
kegunaan produk, efek samping atas penggunaan iprtaohggal kadaluarsa,
serta identitas produsen dari produk tersebut. rimfsi tersebut dapat
disampaikan baik secara lisan maupun secara sertdik yang dilakukan
dengan mencantumkan pada label yang melekat padesk® produk,
maupun melalui iklan-iklan yang disampaikan olebdosen, baik melalui
media cetak maupun media elektronik.
Informasi ini dapat memberikan dampak yang sigaifikintuk meningkatkan
efisiensi dari konsumen dalam memilih produk serteeningkatkan
kesetiaannya terhadap produk tertentu, sehinggan ak@&mberikan
keuntungan bagi perusahaan yang memenuhi kebutydnanBengan
demikian, pemenuhan hak ini akan menguntungkan kansumen maupun
produsen.

3. Hak untuk memilih
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Hak untuk memilih dimaksudkan untuk memberikan kelsan kepada
konsumen untuk memilih produk-produk tertentu sesudengan
kebutuhannya, tanpa ada tekanan dari pihak luardaBarkan hak untuk
memilih ini, konsumen berhak memutuskan untuk mémb&au tidak
terhadap suatu produk, demikian pula keputusankumemilih baik kualitas
maupun kuantitas jenis produk yang dipilihnya.

Hak memilih yang dimiliki oleh konsumen ini hanydaajika ada alternatif
pilihan dari jenis produk tertentu. Jika suatu podikuasai secara monopoli
oleh suatu produsen atau dengan kata lain tidakiétlian lain, maka dengan
sendirinya hak untuk memilih ini tidak akan berfang

. Hak untuk didengar

Hak untuk didengar ini merupakan hak konsumen tidak dirugikan lebih
lanjut, atau hak untuk menghindarkan diri dari kgaa. Hal ini dapat berupa
pertanyaan tentang berbagai hal yang berkaitan atergroduk-produk
tertentu apabila informasi yang diperoleh tentamgdpk tersebut kurang
memadai. Hak ini dapat pula berupa pengaduan af@sya kerugian yang
telah dialami = akibat penggunaan sautu produk ataerupa
pernyataan/pendapat tentang suatu kebijakan pemateripang berkaitan
dengan kepentingan konsumen. Hak ini dapat dis&apabaik secara
individu , maupun secara kolektif, baik yang disaikan secara langsung
maupun diwakili oleh suatu lembaga tertentu, migaimelalui YLKI.

. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup

Hak ini merupakan hak yang sangat mendasar karengangkut hak untuk
hidup. Dengan demikian, setiap orang (konsumer)deuntuk memperoleh
kebutuhan dasar (barang dan/atau jasa) untuk m&ahpekan hidupnya
secara layak.

. Hak untuk memperoleh ganti kerugian

Hak atas ganti kerugian ini dimaksudkan untuk mérkah keadaan yang
telah menjadi rusak akibat adanya penggunaan batanfatau jasa yang

tidak memenuhi harapan konsumen. Hak ini sangakaiterdengan

Universitas Indonesia

Analisis perbuatan ..., Dita Putri Mahissa, FH Ul, 2012



52

penggunaan produk yang telah merugikan konsumehk Yang berupa
kerugian materil, maupun kerugian yang menyangkiut (@akit, cacat,
kematian) konsumen. Untuk memperoleh hak ini hanedalui prosedur
tertentu baik di luar maupun di dalam pengadilan.

7. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen
Hak ini dimaksudkan agar konsumen memperoleh pehgah maupun
keterampilan yang diperlukan agar dapat terhindar #erugian akibat
penggunaan produk. Dengan pendidikan konsumenbtgrseonsumen akan
dapat menjadi lebih kritis dan teliti dalam memilfuatu produk yang
dibutuhkan.

8. Hak memperoleh lingkungan hidup yang bersih daatseh
Hak ini sangat penting bagi setiap konsumen dagklingan. Hak untuk
memperoleh lingkungan bersih dan sehat serta hakkumemperoleh
informasi tentang lingkungan ini diatur dalam Ungldsndang Nomor 23
Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup sebagaimarah tdlubah dengan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perligalun dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup.

9. Hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan riai y@ng diberikannya
Hak ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen dkerugian akibat
permainan harga secara tidak wajar karena daladekeaertentu, konsumen
dapat saja membayar suatu barang yang jauh lelggitdari pada kegunaan
atau kualitas dan kuantitas barang dan/atau jasgdiperolehnya.

10.Hak untuk mendapatkan upaya penyelesaian hukum peog)

Hak ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan komsumgang telah

dirugikan akibat penggunaan produk dengan melalui hukum®®

Dari hak-hak yang telah disebutkan di atas, dajdtatd bahwa masalah

kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumermpakanuhal yang paling

%8 bid, hal. 41-47.
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pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Bamag/atau jasa yang
penggunaannya tidak memberikan kenyamanan, terlafinyang tidak aman atau
membahayakan keselamatan konsumen, jelas tidak lagtuk diedarkan dalam
masyarakat. Selanjutnya, untuk menjamin bahwa sbatang dan/atau jasa dalam
penggunaannya akan nyaman, aman, maupun tidak rhag@d@n konsumen
penggunanya, maka konsumen diberikan hak untuk hhetrarang dan/atau jasa
yang dikehendakinya berdasarkan atas keterbuk&ammiasi yang benar, jelas, dan
jujur. Jika terdapat penyimpangan yang merugikanskmen berhak untuk didengar,
memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan yang lalhpensasi, sampai ganti
rugi.*®
Betapa pentingnya hak-hak konsumen sehingga migahpemikiran yang

berpendapat bahwa hak-hak konsumen merupakan ‘agnkeempat hak asasi
manusia”’, yang merupakan kata kunci dalam konskgki asasi manusia dalam

perkembangan di masa-masa yang akan datang.

3.2.2. Kewajiban Konsumen
Selain memperoleh hak, konsumen juga memiliki kéwaaj yang harus
dipenuhi. Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Koesumengatur bahwa:
“Kewajiban konsumen adalah:
a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan pltos@emakaian atau
pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keaman&eskielamatan;

b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembéba@rang dan/atau jasa;

% Gunawan Widjaja dan Ahmad Yariukum Tentang Perlindungan Konsumédakarta:
Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal. 30.

190 Jimly Asshiddigie, “Dimensi Konseptual dan ProsefluKemajuan Hak-Hak Asasi
Manusia Dewasa ini, Perkembangan ke Arah PengeHgln Asasi Manusia Generasi Keempat”,
Paper Diskusi Terbatas tentang Perkembangan Peamkilengenai Hak Asasi Manusia, Institute for
Democracy and Human Right§lakarta: The Habibie Center, 2002), hal. 12egeplikutip Abdul
Halim Barkatulah,lbid, hal. 24. Dasar pemikiran adanya generasi keemmgiathak asasi manusia
adalah bahwa untuk masa yang akan datang konsepda@sk manusia tidak saja dalam konteks
hubungan vertikal antara rakyat dengan negarapitel@lam hubungan horizontal, sesama warga
masyarakat, dalam hal ini antara konsumen dan pesdikarena praktik ekspoitasi tidak saja dalam
hubungan vertikal tetapi juga dalam hubungan hat&lo

Universitas Indonesia

Analisis perbuatan ..., Dita Putri Mahissa, FH Ul, 2012



54

c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa pentigdn konsumen
secara patut'®*

Adanya kewajiban konsumen membaca atau mengikitinpg informasi
dan prosedur pemakaian dan pemanfaatan barangalajdaa demi keamanan dan
keselamatan merupakan hal yang penting. Adapunngeryg kewajiban ini karena
seringnya pelaku usaha telah menyampaikan perimgsg¢aara jelas pada suatu
produk, namun konsumen tidak membaca peringatarg ytetah disampaikan
kepadanya. Dengan pengaturan kewajiban ini, makab@aekan konsekuensi pelaku
usaha tidak bertanggung jawab, jika konsumen yaagsabgkutan menderita
kerugian akibat mengabaikan kewajiban terséfut.

Masalah pemenuhan kewajiban konsumen dapat tejilklaaperingatan yang
disampaikan pelaku usaha tidak jelas atau tidakgomaang perhatian konsumen
untuk membacanya. Contohnya adalah pada kasus HR &qSons Inc V Cox,
dimana pengadilan berpendapat bahwa konsumen tdiglat menuntut jika
peringatannya sudah diberikan secara jelas dars.tég@mun, jika produsen tidak
menggunakan cara yang wajar dan efektif untuk memgkikasikan peringatan itu
sehingga menyebabkan konsumen tidak membacanya,a niet -itu tidak
menghalangi pemberian ganti kerugian pada konsuyeeny telah dirugikah®
Mengenai kewajiban konsumen untuk beritikad baiél iu hanya tertuju pada
transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hakbmutsaja disebabkan karena bagi
konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsaillai pada saat

melakukan transaksi dengan produsen. Berbeda depgiku usaha dimana

191 |ndonesialUndang-Undang Perlindungan Konsuméasal 5.
192 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodthid, hal. 48.

103 Jerry J. Phillips,Products Liability (St. Paul Minnesota: West Publishing Company,
1993), hal. 217., seperti dikutip Ahmadi Miru damt&man Yodolbid, hal. 49.
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kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dairggjak barang diancang atau
diproduksi oleh produseff?

Kewajiban konsumen untuk membayar sesuai dengaai tikar yang
disepakati dengan pelaku usaha merupakan hal yamarusnya demikian.
Kewajiban konsumen untuk mengikuti upaya penyed@sahukum sengketa
perlindungan konsumen secara patut, dianggap setaggang baru karena sebelum
diundangkannya Undang-Undang Perlindungan Konsuhzenpir tidak dirasakan
adanya kewajiban secara khusus seperti ini dalakage perdata. Sementara itu,
dalam kasus pidana, tersangka atau terdakwa lemyzak dikendalikan oleh aparat
kepolisisan dan/atau kejaksaan.

Adanya kewajiban seperti ini yang diatur di dalammdBing-Undang
Perlindungan Konsumen dianggap tepat karena keavgjimi adalah untuk
mengimbangi hak konsumen untuk mendapatkan upaysel@saian sengketa
perlindungan konsumen secara patut. Hak ini akanjadelebih mudah diperoleh
jika konsumen mengikuti upaya penyelesaian sengketara patut. Hanya saja
kewajiban konsumen ini tidak cukup untuk maksudedbut jika tidak diikuti oleh

kewajiban yang sama dari pelaku usfia.

3.3. Pelaku Usaha
Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Perlinduri§amsumen, pelaku
usaha adalah:
“setiap perseorangan atau badan usaha, baik yamgriuk badan hukum
maupun bukan badan hukum 'yang didirikan dan berdkddan atau

melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Rgpirizionesia, baik

104 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodthid, hal. 49.
105 |bid.

108 1hid, hal. 50.
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sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian gdenggaraan kegiatan

usaha dalam berbagai bidang ekonotfi.”

Sama halnya dengan konsumen, setiap pelaku usethpuga memiliki hak
dan kewajiban, ditambah dengan larangan-larangaa ssggung jawab yang tidak
boleh dilakukan bagi setiap pelaku usaha. Hak, kbam larangan, dan tanggung
jawab bagi pelaku usaha adalah sebagai berikut.

3.3.1. Hak Pelaku Usaha

Untuk menciptakan kenyamanan berusaha bagi paaiypasaha dan sebagai
keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepadsaukwen, para pelaku usaha juga
diberikan hak sebagaimana diatur pada Pasal 6 \gAdadang Perlindungan
Konsumen.

“Hak Pelaku Usaha adalah:

a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuali dengaepieatan
mengenai  kondisi dan nilai tukar barang dan/atasa jayang
diperdagangkan;

b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari kadakonsumen
yang beritikad tidak baik;

c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya thndgpenyelesaian
hukum sengketa konsumen;

d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila tidak tétb secara hukum
bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh fzamdan/atau jasa
yang diperdagangkan;

e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan plngundangan

lainnya.™®®

197 IndonesialUndang-Undang Perlindungan Konsumé&asal 1 ayat (3).

108 |hid, Pasal 6.
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Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesagiad kondisi dan
nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdaganghkeenunjukkan bahwa pelaku
usaha tidak dapat menuntut lebih banyak jika konblisang dan/atau jasa yang
diberikan kepada konsumen tidak atau kurang menrmadaurut harga yang berlaku
pada umumnya atas barang dan/atau jasa yang saaem [praktik yang biasa
terjadi, suatu barang dan/atau jasa yang kualitaselyih rendah daripada barang
yang serupa, maka para pihak akan menyepakati lyarga lebih murah. Dengan
demikian, yang paling penting dalam hal ini addlatga yang wajar”’

Mengenai hak pelaku usaha yang disebutkan padaf Hyric, dan d,
sesungguhnya merupakan hak-hak yang lebih banydlulinengan dengan pihak
aparat pemerintah dan/atau Badan Penyelesaian &an¢glonsumen/Pengadilan
dalam tugasnya melakukan penyelesaian sengketaaluviehak-hak tersebut,
diharapkan perlindungan konsumen tidak mengabalegentingan pelaku usaha.
Kewajiban konsumen dan hak-hak pelaku usaha yaspdikan pada huruf b, c, dan
d tersebut adalah kewajiban konsumen mengikuti aipagnyelesaian sengketa.
Mengenai hak-hak yang diatur dalam  ketentuan penatyperundang-undangan
lainnya, yaitu seperti hak-hak yang diatur di daleimdang-Undang Perbankan,
Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan PegsainUsaha Tidak Sehat,
Undang-Undang Pangan, dan undang-undang laiffiya.

3.3.2. Kewajiban Pelaku Usaha

Sebagai konsekuensi dari hak konsumen yang tetdbulkan sebelumnya,
maka pelaku usaha dibebankan kewajiban-kewajibBagsémana diatur di dalam
Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagkit.

“Kewajiban Pelaku Usaha adalah:

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

109 Abdul Halim Barkatulahlbid, hal. 37.

119 Ahmadi Miru dan Sutraman Yodthid, hal. 51.
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b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujengenai kondisi dan
jaminan barang dan/atau jasa, serta memberikarlpsap penggunaan,
perbaikan, dan pemeliharaan;

c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara berarjujur, serta
tidak diskriminatif;

d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diprodu#tan/atau
diperdagangakan berdasarkan ketentuan standarbarstng dan/atau jasa
yang berlaku;

e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguiiathu mencoba
barang dan/atau jasa tertentu, serta memberi jantiaa/atau garansi atas
barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;

f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau jasa pen@gaapabila barang
dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tiseguai dengan

perjanjian.*'*

Kewajiban pelaku usaha beritikad baik dalam melakukegiatan usaha
merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hpkyganjian. Ketentuan tentang
itikad baik ini diatur di dalam Pasal 1338 ayat RRJH Perdata, dimana dinyatakan
bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikall. ISedangkarArrest Hoge
Raaddi Belanda memberikan peranan tertinggi terhatead baik dalam tahap pra
perjanjian, bahkan kesesatan ditempatkan di batikatdibaik, bukan lagi pada teori
kehendak. Begitu pentingnya itikad baik tersebefhirsgga dalam perundingan-
perundingan atau perjanjian antara para pihak, &dxdlah pihak akan berhadapan
dalam suatu hubungan hukum khusus yang dikuashiitkad baik dan hubungan
khusus ini membawa akibat lebih lanjut bahwa kdsklah pihak itu harus bertindak
dengan mengingat kepentingan-kepentingan yang wajapihak lain. Bagi masing-
masing calon pihak dalam perjanjian terdapat sketuajiban untuk mengadakan

penyelidikan dalam batas-batas yang wajar terhagdmk lawan sebelum

11 |ndonesiayndang-Undang Perlindungan Konsuméasal 7.
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menandatangani kontrak, atau masing-masing pihakshaenaruh perhatian yang
cukup dalam menutup kontrak yang berkaitan dertijadibaik**?

Putusan Pengadilan Inggris yang menyatakan bahafilapprang memiliki
pengetahuan khusus (ahli) memberikan keterangaadiephak lain dengan maksud
mempengaruhi pihak lain supaya menutup perjangggannya, maka ia wajib untuk
berhati-hati bahwa keterangan-keterangannya adb&@lafr dan dapat dipercaya, juga
terkait dengan itikad baik. Asas sikap berhati-batsebut merupakan perkembangan
asas itikad baik. Berdasarkan sikap hati-hati dalpemjanjian tersebut dapat
disimpulkan adanya beberapa kewajiban seperti kearameneliti, kewajiban untuk
memberi keterangan, kewajiban untuk membatasi kemugkewajiban untuk
membantu perubahan-perubahan dalam pelaksanaamnjj@ery kewajiban untuk
menjauhkan diri dari persaingan, kewajiban untukmeléhara mesin-mesin yang
dipakai dan sebagainya. Rumusan tersebut dimaksudk&uk menggambarkan
hubungannya dengan kewajiban berhati-hati di lesyapjian serta untuk mencegah
kesalahpahaman tentang pengertian itikad Baik.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dapettatiui bahwa
itikad baik lebih ditekankan pada pelaku usahar@ameliputi semua tahapan dalam
melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat @arfilahwa kewajiban pelaku
usaha untuk beritikad baik dimulai sejak baran@rdiang atau diproduksi sampai
pada tahap purna penjualan. Sebaliknya, konsumeyahdiwajibkan beritikad baik
dalam hal melakukan transaksi pembelian barangattanjasa. Hal ini tentu saja
disebabkan oleh kemungkinan terjadinya kerugiani agsumen dimulai sejak
barang dirancang atau diproduksi oleh produsenakpelisaha), sedangkan bagi
konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produdienulai pada saat

melakukan transaksi dengan produSén.

12 3.M. van Dunne dan van der Burght, Berbuatan Melawan HukunDewan Kerja Sama
limu Hukum Belanda Dengan Indonesia, Proyek Hukwerd&a, (Ujung Pandang, 1988), hal. 15.,
seperti dikutip Ahmadi Miru dan Sutarman Yodlmid, hal. 53.

113hid, hal. 54.
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Mengenai kewajiban pelaku usaha yaitu memberikéornmasi yang benar,
jelas, dan jujur serta memberi penjelasan pengguneabaikan, dan pemeliharaan,
disebabkan oleh informasi disamping merupakan rakskmen, juga disebabkan
oleh ketiadaan informasi atau informasi yang tidakmadai dari pelaku usaha
merupakan salah satu jenis cacat produk (cacatniafg) yang akan sangat
merugikan konsumen. Pentingnya penyampaian infarrgang benar terhadap
konsumen mengenai suatu produk agar konsumen fdih terhadap gambaran
mengenai suatu produk tertentu. Penyampaian infrteghadap konsumen tersebut
dapat berupa representasi, peringatan, maupun pangpa instruksi*> Dengan
demikian, kewajiban-kewajiban pelaku usaha yandudidalam Undang-Undang
Perlindungan Konsumen tersebut dibuat untuk mesk#pt suatu budaya tanggung
jawab pada diri setiap pelaku usaha.

3.3.3. Larangan Bagi Pelaku Usaha
Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mangakengenai
perbuatan-perbuatan yang dilarang bagi setiap pelsiha, yaitu:
(1) “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau meragamjkan barang
dan/atau jasa yang:

a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standa@r digersyaratkan
dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, a&to, dan jumlah
dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalaeh ésau etiket
barang tersebut;

c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan,judatah dalam

hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;

114 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodthid, hal. 54.

11%hid, hal. 55.
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d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewatano kemanjuran
sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atéerdeggan barang
dan/atau jasa tersebut;

e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisisgggengolahan,
gaya mode, atau penggunaan tertentu sebagaimayetakan dalam
label atau keterangan barang dan/atau jasa teysebut

f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalanellaktiket,
keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang/atku jasa
tersebut;

g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau janglkektu
penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas beresaiput;

h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara haabagaimana
pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;

I. Tidak memasang label atau membuat penjelasan bgestgmemuat
nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netimpksisi, aturan
pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, namaldaat pelaku
usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yaagurut
ketentuan harus dipasang/dibuat;

J..~ Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk gengan barang
dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuamdpagiundangan
yang berlaku.

(2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yesag, rcacat atau
bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasirsdeagkap dan
benar atas barang dimaksud.

(3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan sfadaa pangan
yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, detgataapa memberikan

informasi secara lengkap dan benar.
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(4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada Byata( ayat (2)
dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasabuérserta wajib
menariknya dari peredaraft®

Substansi isi pasal ini pada intinya adalah larangeemproduksi barang
dan/atau jasa, dan larangan memperdagangkan baaargfau jasa yang dimaksud.
Larangan-larangan yang dimaksudkan ini pada hakykamenurut Nurmadijito yaitu
untuk mengupayakan agar barang dan/atau jasa yangddr di masyarakat
merupakan produk yang layak edar, seperti asal-usudlitas sesuai dengan
informasi pengusaha baik melalui label, etikegiikldan lain-lairt’

Berbeda dengan produk-produk lainnya, terhadapbayang berupa sediaan
farmasi mendapat perlakuan khusus karena apab@adpgenis ini rusak, cacat atau
bekas dan tercemar, maka barang tersebut dilanastods diperdagangkan walaupun
disertai dengan informasi lengkap dan benar tentsargng tersebut. Sedangkan,
barang selain barang sediaan farmasi tetap dgpatddigangkan asal disertai dengan
informasi yang lengkap dan benar atas barang ter5€b

Larangan-larangan tersebut adalah untuk membepkdmdungan terhadap
kesehatan/harta konsumen dari penggunaan baramgrdéwmalitas yang di bawah
standar atau kualitas yang lebih rendah daripalda marga yang dibayar. Dengan
adanya perlindungan yang demikian, maka konsunuzk takan diberikan barang
dengan kualitas lebih rendah daripada harga yamaydinya atau yang tidak sesuai
dengan informasi yang diperolehnya.

118 |ndonesiaPyndang-Undang Perlindungan Konsumémasal 8.

17 Nurmadiito, Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang-undangataten Perlindungan
Konsumen di Indonesiagdalam Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, Penjnmt Hukum
Perlindungan Konsumer{Bandung: Mandar Maju, 2000), hal. 18, sepetutip Ahmadi Miru dan
Sutraman Yodolbid, hal. 65.

118 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodthid, hal. 66.

" pid.
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Beberapa ketentuan lain mengenai larangan-larargay pelaku usaha
tertuang di dalam Pasal 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18%,dan 17 Undang-Undang
Perlindungan Konsumen. Larangan-larangan bagi pelakha yang diatur di dalam

pasal-pasal tersebut yaitu sebagai berikut.

“Pasal 9:

(1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikamgiklienkan suatu

barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan&ttahsolah:

a.

- O

a4 ¥

K.

barang tersebut telah memenuhi dan/atau memilitongan harga,
harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau ntedentu,
karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;

barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;

barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkdataianmemiliki
sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, kegatu tertentu,
ciriciri kerja atau aksesori tertentu,

barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusafaag mempunyai
sponsor, persetujuan atau afiliasi;

barang dan/atau jasa tersebut tersedia;

barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;

barang tersebut merupakan kelengkapan dari baeatentu;

barang tersebut berasal dari daerah tertentu;

secara langsung atau tidak langsung merendahkangbdan/atau jasa
lain;

menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti antaak
berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sajapintampak
keterangan yang lengkap;

menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang lgstn

(2) Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud padélayharang untuk

diperdagangkan.
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(3) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap (By dilarang
melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanaangadan/atau jasa

tersebut.*?°

Larangan terhadap pelaku usaha tersebut di dalandangrUndang
Perlindungan Konsumen, membawa akibat bahwa pedaagatas larangan tersebut
dikualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum. &aojdari pengaturan ini menurut
Nurmadjito adalah untuk mengupayakan terciptangiédotperdagangan dalam rangka
menciptakan iklim usaha yang sehat. Ketertibareberissebagai bentuk perlindungan
konsumen = karena larangan itu untuk memastikan bahpvaduk yang
diperjualbelikan dalam masyarakat dilakukan dengara tidak melawan hukum,
seperti praktik menyesatkan pada saat menawarkampnomosikan, mengiklankan,
memperdagangkan atau mengedarkan produk barangtalapasa yang palsu, atau
hasil dari suatu kegiatan pembajakah.

Selanjutnya, Pasal 10 Undang-Undang Perlindungansifmen mengatur
bahwa:

“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atayaagaditujukan untuk

diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikemgiklankan atau

membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesat&agenai:

a. harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;

b. kegunaan suatu barang dan/atau jasa;

c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugs ssuatu barang

dan/atau jasa;

d. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yaagalikan;

e. bahaya penggunaan barang dan/atau j8a.”

120 |ndonesialUndang-Undang Perlindungan Konsuméasal 9.
121 Nurmadiito,lbid, seperti dikutip Ahmadi Miru dan Sutarman Yottid, hal. 91.

122 IndonesiaUndang-Undang Perlindungan Konsumé&asal 10.
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Sama dengan ketentuan Pasal 9, Pasal 10 ini juggamgkut larangan yang

tertuju pada perilaku pelaku usaha yang tujuannyangmpayakan adanya

perdagangan yang tertib dan iklim usaha yang sgive memastikan produk yang

diperjualbelikan dalam masyarakat dilakukan derggaa tidak melawan hukutf®

Ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Perlindungan Koesumenyatakan

bahwa:

“Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukatalmecara obral atau

lelang, dilarang mengelabui/ menyesatkan konsumeeganh;

a.

menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolahtelzh memenuhi
standar mutu tertentu;

menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolafidék mengandung
cacat tersembunyi;

tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkaglainkan dengan
maksud untuk menjual barang lain;

tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentuadan/jumlah yang
cukup dengan maksud menjual barang yang lain;

tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentudstam jumlah cukup
dengan maksud menjual jasa yang lain;

menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasalwsabmelakukan

Obraln 124

Pasal 11 ini menyangkut larangan yang selain diaujypada perilaku pelaku

usaha, juga merupakan larangan yang ditujukan mada-cara penjualan yang

dilakukan oleh pelaku usah&.

Ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Perlindungan Koesumenyatakan

bahwa:

123 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodthid, hal. 92.

124 IndonesialUndang-Undang Perlindungan Konsuméasal 11.

125 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodthid, hal. 93.
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“Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atengiklankan
suatu barang dan/atau jasa dengan harga atalkhastis dalam waktu dan
jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidagrmaksud untuk
melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yhtayvarkan,

dipromosikan, atau diiklankarf®

Pasal 12 ini menyangkut larangan yang tertuju paefdaku pelaku usaha,
sebagaimana pasal-pasal sebelumnya, yaitu tertlaat kegiatan menawarkan,
mempromosikan, atau mengiklankan barang dan/atai dangan harga atau tarif
khusus padahal pelaku usaha tersebut tidak berchakstuk melaksanakannya.
Pelaku usaha dilarang melakukan hal tersebut umiekghindari kekacauan tertib
perdagangan dan iklim usaha yang tidak sehatnapsey melindungi konsumen dari
kegiatan menyesatkan. Perilaku yang tidak benagrsafu dengan sendirinya akan
dikualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum ataugapat dituntut melakukan
wanprestast?’

Ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Perlindungan Koesudinyatakan
bahwa:

(2) “Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan,raengiklankan
suatu barang dan/jasa dengan cara menjanjikan pemigdiah berupa
barang dan/atau jasa lain secara cuma-cuma dengsudh tidak
memberikannya atau memberikan tidak sebagaimargdigmnjikannya.

(2) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikanna¢gagiklankan
obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat hie¢ge, dan jasa
pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pembeaidiah berupa

barang dan/atau jasa laifi®”

128 |ndonesialUndang-Undang Perlindungan Konsumé&asal 12.
127 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodabid, hal. 95.

128 IndonesialUndang-Undang Perlindungan Konsuméasal 13.
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Pasal 13 ini menyangkut larangan yang tertuju gada-cara penjualan yang
dilakukan melalui sarana penawaran, promosi, a¢gagiglanan, disamping larangan
yang tertuju pada pelaku usaha yang mengelabuinetayesatkan konsuméft.

Ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Perlindungan Koesudinyatakan
bahwa:

“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atayaagaditujukan untuk

diperdagangkan dengan memberikan hadiah melala eadian, dilarang

untuk:

a. tidak melakukan penarikan hadiah setelah batasuyelttg dijanjikan;

b. mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa;

c. memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang digmjik

d. mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilaiiahadyang

dijanjikan.”™*°

Pada intinya, ketentuan Pasal 14 ini berisi larangang ditujukan pada
perilaku pelaku usaha dalam menawarkan barnagtdarjgsa yang diperdagangkan
dengan janji memberikan hadiah melalui cara undigang bertujuan untuk
menertibkan perdagangan dalam rangka menciptakemukaha yang sehat dan agar
perilaku pelaku usaha tersebut tidak dikualifikasiksebagai Perbuatan Melawan
Hukum. Selain itu, maksud lain dari Pasal 14 initiyaagar pelaku usaha tidak
melakukan cara-cara penjualan yang dapat mengelatau menyesatkan
konsumert!

Ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Perlindungan Koesudinyatakan

bahwa:

129 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodthid, hal. 96.
130 IndonesiaUndang-Undang Perlindungan Konsumé&asal 14.

131 Ahmadi Miru dan Sutarman Yoddbid, hal. 98.
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“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau yasg dilarang
melakukan dengan cara pemaksaan atau cara laindaed menimbulkan
gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsurén

Ketentuan Pasal 15 ini juga sama dengan maksudgianayang disebutkan
dalam Pasal 14, yaitu larangan yang tertuju padéake pelaku usaha dan cara-cara
penjualan yang tidak benar dilakukan oleh pelakahas Dalam pasal ini, yang
membedakan hanyalah mengenai cara yang dilakukein pélaku usaha yang
bersangkutan, yaitu cara paksaan yang menempataisi (konsumen menjadi
lemah®*?

Ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Perlindungan Koesudinyatakan
bahwa:

“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/ataun@talui pesanan

dilarang untuk:

a. tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan weakigelgesaian sesuai

dengan yang dijanjikan;

b. tidak menepati janji atas suatu pelayanan danfatstasl ***

Larangan dalam Pasal 16 ini menjadikan perbuatiak tmenepati pesanan
dan/atau tidak menepati kesepakatan waktu penyatesasuai dengan apa yang
dijanjikan, termasuk tidak menepati janji atas syslayanan dan/atau prestasi, tidak
saja dapat dituntut berdasarkan wanprestasi, t@igi dapat dituntut atas dasar
Perbuatan Melawan Hukut

Ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Perlindungan Koesudinyatakan
bahwa:

132 |ndonesialUndang-Undang Perlindungan Konsuméasal 15.
133 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodthid, hal. 99.
134 IndonesialUndang-Undang Perlindungan Konsumé&asal 16.

135 Ahmadi Miru dan Sutarman Yoddbid, hal. 101.
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(1) “Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi ilgamg:

a. mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantit@sary kegunaan
dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatitu penerimaan
barang dan/atau jasa;

b. mengelabui jaminan/garansi terhadap barang darj&gau

c. memuat informasi yang keliru, salah, atau tidalatepengenai barang
dan/atau jasa;

d. tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaiaratg dan/atau
jasa;

e. mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tamaEn syang
berwenang atau persetujuan yang bersangkutan;

f. melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan pangrandangan
mengenai periklanan.

(2) Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peaed&lan yang telah

melanggar ketentuan pada ayat{1)

Pasal 17 ini merupakan pasal yang secara khusugilkdih pada perilaku
pelaku usaha periklanan yang mengelabui konsumenalunheiklan yang
diproduksinya. Menurut Ari Purwadi, mengelabui kem&n melalui iklan dapat
terjadi dalam bentuk pernyataan yang salah, peaagagang menyesatkan, dan iklan

yang berlebihah®”

3.3.4. Tanggung Jawab Pelaku Usaha
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlirmlunigonsumen

mengatur dalam Pasal 19 dan Pasal 28 sebagai theriku

138 IndonesialUndang-Undang Perlindungan Konsumé&asal 17.

137 Ari Purwadi, Perlindungan Hukum Konsumen dari Sudut Periklagndalam Majalah
Hukum TRISAKTI, Fakultas Hukum Trisakti, Jakartap.Ne1/Tahun XXI/Januari/1996, hal. 8, seperti
dikutip Ahmadi Miru dan Sutarman Yodinid, hal. 102.
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“Pasal 19:

(1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberi ganti rtag kerusakan,
pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat raesgisi barang
dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;

(2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) degpt pengembalian
uang atau penggantian barang dan/atau jasa yaergisetau setara
nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pesmbsantunan yang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-unmdgagg berlaku;

(3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam waktu julfjuhari setelah
tanggal transaksi;

(4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada(dyatan ayat (2)
tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutamideerdasarkan
pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur &bsal,

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) darfytidak berlaku
apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalaersebut

merupakan kesalahan konsumen.”

“Pasal 28:
Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalaHamdpugatan ganti rugi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 2P akal 23 merupakan

beban dan tanggung jawab pelaku usaffa.”

Sebelum adanya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1989@&ri@ Perlindungan
Konsumen, digunakan Pasal 1365 KUH Perdata dalamggogat tindak pelaku
usaha yang menyebabkan kerugian pada konsumen.k Uddépat meminta
pertanggungjawaban pelaku usaha, pihak konsumeuns hdapat membuktikan
terlebih dahulu bahwa kesalahan ada di pelaku uglsakonsumen yang dirugikan

gagal membuktikan, maka pihak pelaku usaha diangidak bersalah, dan gugatan

138 IndonesialUndang-undang Perlindungan Konsumémsal 19 dan Pasal 28.
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ditolak. Sedangkan, untuk dapat membuktikan keaalglang dilakukan oleh pelaku
usaha yang menyebabkan kerugian pada pihak konshok@mlah hal yang mudah
karena yang mengetahui seluk beluk proses procadalah pelaku usaha, bukan
konsumen®
Oleh karena itu, dalam Undang-undang Nomor 8 Tahff9 Tentang

Perlindungan Konsumen, beban pembuktian ini dikahk sehingga menjadi
kewajiban dasar pelaku usaha untuk membuktikan halamidak bersalah. Bila
pelaku usaha tidak dapat membuktikan, maka peladahai tersebut dianggap
bersalah dalam menyebabkan kerugian pada pihakukwrs Pelaku usaha harus

bertanggung jawab atas semua kerugian yang di&iamsiimert:*°

3.4. Konsumen Apartemen
3.4.1. Perlindungan Hukum bagi Konsumen Apartemen

Dewasa ini, masyarakat lebih tertarik untuk tirlgda sebuah apartemen
karena tempatnya yang strategis dan lebih efisMemun, pada kenyataannya,
banyak terjadi- pengaduan konsumen dalam hal peambelnit apartemen ini.
Sebagian besar dikarenakan ulah pihak pengembamgdyanggap merugikan pihak
pembeli, seperti iklan atau promosi yang berlehilk@terlambatan serah terima unit
apartemen, realisasi pembangunan fasilitas umumn fakslitas sosial, pengaduan
tentang materi PPJB berat sebelah, dan lain-laengBn adanya hal-hal tersebut,
tentu para konsumen membutuhkan adanya suatu gevtyan hukum untuk
melindungi hak-haknya sebagai konsumen.

Adapun hal yang dapat dilakukan pertama kali yaitungan mengetahui
tahap-tahap transaksi konsumen agar dapat dengaahmumemahami akar
permasalahan dan mencarikan jalan pemasalahannyssamping itu, dengan

memahami tahap-tahap transaksi konsumen, penyuswadn undang-undang yang

139 Abdul Halim Barkatulahlbid, hal. 83.

1491hid, hal. 84.
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khusus untuk melindungi konsumen lebih mudah derab*** Sama halnya dengan
konsumen pada umumnya, dalam praktik sehari-hargapat beberapa tahapan
transaksi konsumen apartemen, yaitu sebagai berikut

1. Tahap pratransaksi;

2. Tahap transaksi; dan

3. Tahap purnatransak&f

3.4.1.1. Tahap Pratransaksi Konsumen
Pada tahap pratransaksi, transaksi (pembelian, epe@an, peminjaman,
pemberian hadiah komersial, dan sebagainya) belemadt. Konsumen masih
mencari keterangan dimana barang dan/atau jasaukelmunya dapat ia peroleh,
berapa harga dan apa pula syarat-syarat yang iais hgenuhi, serta
mempertimbangkan berbagai fasilitas atau kondisi lansaksi yang ia inginkan.
Pada tahap ini, informasi tentang barang dan/atsa nemegang peranan penting.
Informasi yang benar dan bertanggung jawalofmative informatioh merupakan
kebutuhan pokok konsumen sebelum ia dapat mengasubiu keputusan untuk
mengadakan, menunda, atau tidak mengadakan tramsadiskebutuhan hidupnya.
Informasi yang setengah benar, menyesatkan, apafaginasi yang menipu, dengan
sendirinya menghasilkan keputusan yang dapat merlkeant kerugian materiil atau
bahkan mungkin membahayakan kesehatan tubuh a@kginsumen:?
Informasi barang dan/atau jasa dapat diperoleh utnes dari berbagai
sumber dan dalam berbagai bentuk, seperti:
1. Labell/etiket pada produk;
2. Kegiatan meningkatkan penjualan dengan menggungkemflet, brosur,

leaflets selebararsite plan dan sebagainya;

141 Az, NasutionKonsumen dan HukurfJakarta: CV. Muliasari, 1995), hal. 38.
142 pid

143hid, hal. 39.
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3. Kegiatan hubungan kemasyarakatan dengan upacatarappengguntingan
pita, pelepasan produk (ekspor) perdana, penggua@yerahan hadiah atau
sumbangan; dan

4. Periklanan atau lain-lain cara-cara memperkenalkaroduk pada
konsumen**

Di antara berbagai bentuk informasi tersebut, ytergenting yang perlu
mendapat perhatian karena dapat menjadi sumberapalaman informasi bagi
konsumen apartemen adalah informasi pada brteaflets selebaran, dasite plan
Sebuah site plan adalah suatu perencanaan pembangunan secara ang Yy
dikeluarkan oleh pihak pengembang sebagai sumlp@masi bagi konsumerSite
plan dapat dikonkritkan melalui beberapa media, sepadgket gedung, foto dan
gambar, video, dan juga media periklanan lain sepsssur dan pamflet. Kerugian
yang dialami oleh konsumen khususnya konsumen epart yaitu disebabkan
karena tergiur oleh iklan atau brosur ataupite planyang diberikan oleh pihak
pengembang. Sedangkan, iklan atau brosur atasifriplantersebut tidak selamanya
memuat informasi yang benar karena pada umumnyayahamenonjolkan
kelebihannya saja dan menutup-nutupi kelemahatifiya.

Salah satu contoh kasus yang diakibatkan oleh moyamg berlebihan dari
sebuah brosur yaitu kasus antdemizal dkk vs PT. Kentanih Super International.
Perkara bermula dari Janizal dkk, Penggugat pabanta990 membaca iklan
Perumahan Taman Naragong Indah yang dikelola ol&h Kentanik Super
International (Tergugat) dengan fasilitas pemaraingan rekreasi yang dicantumkan
dalam brosur seluas kurang lebih 1,2 Ha. Berdasailkan itu, para Penggugat
tertarik membeli rumah tersebut melalui BTN, tetaydasilitas yang dijanjikan
dirubah menjadi rumah yang akan dipasarkan. Hameresahkan para Penggugat

dan tindakan Tergugat dikualifikasi sebagai cidargi. Tergugat dalam jawabannya

144bid, hal. 40.

145 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodthid, hal. 55.
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mengajukan rekonpensi menuntut kerugian yang diseiva
pemberitahuan/pemberitaan dalam berbagai suratr kgdyay dapat dikategorikan
sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Pengadilan N&gerudian menolak gugatan
Penggugat yang kemudian diperkuat oleh Pengadilanggil’ dan mengamobil
pertimbangan hukum Pengadilan Negeri menjadi pbeigan sendiri. Penggugat
yang dalam gugatan rekonpensi menjadi Tergugatikdin untuk membayar ganti
rugi karena dianggap telah melakukan perbuatan rhulierupa pencemaran nama
baik. Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalputusan Pengadilan
Negeri dan Pengadilan Tinggi tersebut. Mahkamahn@§gmemutuskan gugatan
Penggugat tidak dapat diterima dan menolak rekasipgang menyatakan bahwa
Penggugat asal (Tergugat Rekonpensi) telah melakBkgbuatan Melawan Hukum.
Pertimbangan hukum Mahkamah Agung terhadap gugetainadalah bahwa karena
sarana rekreasi pemancingan bukan merupakan dasiitnum atau sosial, maka
kepadadevelopertidak dapat dibebankan untuk membangun fasiligkseasi dan
pemancingan tersebut. Pertimbangan Mahkamah Aga@md menolak gugatan
Penggugat selanjutnya adalah bahwa Penggugat mskberikan perincian ganti
rugi yang didasarkan pada kekecewaan akibat proyaog) berlebihan. Oleh karena
itu, maka ganti rugi tidak dapat dikabulkdfiDalam kasus ini, terlihat bahwa Hakim
Mahkamah Agung menolak gugatan hanya karena Peagdidak memberikan
perincian ganti rugi.

Terdapat pula kasus lain yang cukup serupa denganskantara Linawaty
Tjhang dengan PT. Sunter Agung Real Estate Devedap& Construction, yaitu
kasus antara Dewi Widjajanti dan PT. Putra Alvitat®ma. Dalam kasus ini, Dewi
Widjajanti (Penggugat) tertarik pada iklan yangadiarkan oleh PT. Putra Alvita
Pratama (Tergugat), sehingga Penggugat membeliasebumah Type Harvard
berikut tanah di kota Legenda, Bekasi. Penggudah tmembayar uang tanda jadi
kepada Tergugat melalui transfer bank. KemudiamgBegat menerima surat dari

Tergugat yang menegaskan bahwa Penggugat harusksaredkan akad Kredit

146 pytusan Mahkamah Agung RI Nomor 3138 K/Pdt..1994.
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Kepemilikan Rumah (KPR) dan harus mencari sendaniBsebagai penyandang
dana KPR-nya. Berdasarkan Keputusan PengadilanriNégjearta Selatan Nomor
103/Pdt.G/1997/PN.Jak-Sel, informasi yang diperok@msumen melalui brosur
tersebut dapat menjadi alat bukti yang dipertimkangoleh hakim dalam gugatan
konsumen terhadap pihak pengembang. Dalam pertgabaya, hakim menyatakan
bahwa di dalam brosur tentang penawaran pembeliaralr tersebut, tidak ada
ketentuan yang mewajibkan pembeli rumah dan tanatuku mencari dan
mendapatkan sendiri Bank selaku penyandang KPRyagDleh karena itu, Majelis
Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa Tergutdt teelakukan Perbuatan
Melawan Hukumi*’ Tetapi, putusan tersebut kemudian dibatalkan daiagkat
banding, kasasi, maupun peninjauan kentli.

Menurut teori kontrak modern, infomasi yang terdagiadalam brosur atau
site plandapat dianggap sebagai janji-janji pra-kontrakirsgda. mempunyai akibat
hukum apabila janji-janji tersebut diingkaf?. Oleh karena itu, informasi yang ada di
dalam brosur atasite plan tersebut secara yuridis sebenarnya mengikat bagi
konsumen dan juga pihak pengembang. Apabila datéonnasi tersebut bersumber
pada dokumen resmi yang dikeluarkan Pemerintahabasgtempat, konsumen dapat
menuntut tidak hanya pada pihak pengembang, tetgpikepada Pemerintah Daerah
selaku institusi yang mengeluarkan dokumen tersekedangkan apabila informasi
tersebut dikeluarkan secara sepihak oleh pihakeehbgng, konsumen tetap dapat
menuntut kepada pihak pengembang dengan konstiuksim Perbuatan Melawan
Hukum (Pasal 1365 KUH Perdata). Namun, dewas&ameradaan informasi brosur
atau site plan apartemen selain sebagai sumber informasi bagsuwan, pihak
pengembang secara sepihak juga membatasi tanggwa) dengan mencantumkan

kata-kata bahwa fungsi brosur hanya terbatas seb&E#gamasi, bukan merupakan

147 pytusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Non3Pd0G/1997/PN.Jak-Sel.
148 pytusan Peninjauan Kembali Nomor 251 PK/Pdt/2002

149 SuharnokoHukum Perjanjian Teori dan Analisa Kas\(@akarta: Kencana Prenada Media
Group, Cet. ke 5, 2008), hal. 2.
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ketentuan yang bersifat mengikal. Mengenai adanya klausul tersebut, pihak
pengembang juga tetap bertanggung jawab apabilaidiamia mengingkari janiji-
janji yang ada di dalam brosur daite plan Hal ini dikarenakan dengan adanya
klausul tersebut, memperlihatkan bahwa telah atkadittidak baik dari pihak
pengembang sejak dikeluarkannya brosur daa plan Selain itu, klausul ini
mengesampingkan ketentuan Pasal 19 Undang-UndarigdBagan Konsumen,
dimana setiap pelaku usaha harus bertanggung jataalkerugian konsumen karena
membeli dan menggunakan barang yang = diperdagangkdan juga
mengesampingkan Pasal 8 ayat (1) huruf f mengemandgan bagi pelaku usaha
untuk memproduksi atau memperdagangkan barangtdarjasa yang tidak sesuai
dengan janji yang dinyatakan di dalam label, etiketerangan, iklan, atau promosi
penjualan barang dan/atau jasa tersebut. Dengarkidanpihak pengembang tetap
dapat dimintakan pertanggungjawabannya dengantaddidak adanya klausul yang
menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan yang terdaplaiam brosur dasite plan
bukan ketentuan yang bersifat mengikat.

Untuk menghadapi trik-trik pihak pengembang semaitajjkonsumen harus
bersikap proaktif dan juga kritis, seperti:

1. Cari informasi sebanyak mungkin tentang segalaatesyang berhubungan
dengan apartemen yang akan dibeli, seperti stamshi bonafiditas
pengembang, dan lain-lain.

2. Bersikap aktif dalam menerima informasi dalam bknklan atau brosur
perumahan. Artinya, apa saja informasi yang tidakrdumkan dalam iklan
tersebut. Bila diperlukan sepanjang memungkinkanktikan kebenaran
klaim iklan tersebut.

3. Simpan iklan atau brosur apartemen tersebut, apabil kemudian hari
pengembang inkar janji, konsumen memiliki bukti ukntnenuntut realisasi

janji-janji pengembang tersebut.

150 sudaryatmoKiat Menghindari Perumahan Bermasalafdakarta: Piramedia, 2004), hal.
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4. Periksa segala kelengkapan dokumen administradeinean apartemen,
seperti Surat Izin Penunjukkan Penggunaan Tand@P{8§| nomor sertipikat
tanah, dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), karena:

a. Adanya SIPPT memberi kepastian bagi konsumen bdbkeasi yang
dijanjikan pengembang sesuai dengan Rencana Umuta Raana
(RUTR) Pemerintah Daerah setempat.

b. Nomor sertipikat tanah memberi kepastian bagi komsu bahwa
pengembang sudah menguasai tanah tempat apartdcaendéoangun
baik secara yuridis mauputle facto Pastikan bahwa sertipikat tanah
tersebut atas nama pengembang, bukan atas nanangzno.

c. Adanya IMB memberi kepastian bagi konsumen bahwdunbe
dibangunnya apartemen semata-mata karena alasatanaem, bukan
karena aspek administrasi perizinan.

5. Jangan melakukan pembayaran uang muka atau cicgdabelum

menandatangani PPJB unit apartertién.

3.4.1.2. Tahap Transaks

Pada tahap ini, transaksi antara konsumen dan peis&ha sudah terjadi,
dimana para pihak menyepakati apa yang menjaddaakkewajiban masing-masing
pihak. Kesepakatan ini kemudian dapat dituangkagiakem suatu perjanjian tertulis.
Tetapi, kesepakatan tidak harus dituangkan ke ddbemtuk tertulis, kecuali
dikehendaki oleh para pihak atau diwajibkan olefafpean yang berlaku (Misalnya
jual beli tanah harus dibuat secara tertulis olejalfat Pembuat Akta Tanah).
Keunggulan dari kesepakatan yang dibuat tertutletek pada pembuktiannya. Bila
terjadi sengketa, maka kesepakatan yang dibuataséegdulis akan lebih mudah
dibuktikan dibanding kesepakatan yang tidak dilseaara tidak tertulis

151 sudaryatmoHukum dan Advokasi KonsumegBandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999),
hal. 57-58.
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Dalam transaksi pembelian apartemen, pengaduarukmms yang biasanya
terjadi, yaitu konsumen tidak diberi kesempatan p®mari dokumen perjanjian
pengikatan jual beli rumah, substansi perjanjiamgyberat sebelah, terdapat klausul
dalam formulir pemesanan yang isinya membatasigtamg jawab pengembarnty}
Oleh karena itu, untuk menghindari hal-hal terseltonsumen dapat melakukan
cara-cara, seperti:

1. Sebelum menandatangani PPJB apartemen, konsumenyakin dan benar-
benar memahami materi perjanjian tersebut.
2. Apabila materi PPJB apartemen kurang jelas/membigigan, konsultasikan

dengan ahli hukum atau lembaga konsumen seteftipat.

3.4.1.3. Tahap Purnatransaksi

Tahap ini merupakan realisasi dari tahap trans&ksla tahap ini para pihak
harus melaksanakan semua kewajiban yang telahatlisesebelumnya. Seringkali
para pihak memiliki pemahaman yang berbeda mengsngerjanjian. Adanya
perbedaan pemahaman akan menimbulkan perbedadsipana/ang pada akhirnya
akan menimbulkan konflik. Penyebab konflik biasamyanyangkut tiga hal, yakni
harga, kualitas dan kegunaan produk, serta laypmara juaf:>

Dalam jual beli satuan unit apartemen, konsumentepan telah selesai
menyelesaikan transaksi jual beli dengan pihak @eabgng. Namun, pada tahap ini
pun, masih terdapat hal-hal yang mengecewakan keo#susehingga mereka
mengajukan pengaduan. Pengaduan-pengaduan tersedperti hadiah yang
dijanjikan tak kunjung direalisasikan, pembangurasilitas umum dan fasilitas

152 Wibowo Tunardy, “Tahapan-Tahapan Transaksi Ankamasumen dan Pelaku Usaha”,
<http://www.tunardy.com/tahapan-tahapan-transaktifa-konsumen-dan-pelaku-usahadliakses
pada tanggal 7 Oktober 2011, pukul 12.17 WIB.

153 SudaryatmoKiat Menghindari Perumahan Bermasalatfal. 17.
154 SudaryatmotHukum dan Advokasi Konsuméral. 59.

155 Wibowo Tunardy)bid.
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sosial direalisir pengembang sudah kabur, masadgipikasi, banjir, tidak adanya
sarana transportasi yang memadai, dan lain*f4in.

Untuk menghindari hal-hal tersebut, konsumen dapelakukan cara-cara
seperti:

1. Sebelum menandatangani berita acara serah terithapartemen, periksa
dengan teliti bahwa unit apartemen yang akan theerkonsumen sudah
sesuai dengan apa yang diatur dalam PPJB, iklarhrdsur apartemen.

2. Apabila pembayaran atau cicilan apartemen’ suda#isJukonsumen berhak
mendapatkan bukti kepemilikan dalam bentuk sedifippecahan unit

apartemert®’

Selain memahami tahapan-tahapan transaksi konsurhekum juga
memberikan perlindungan lain, yaitu konsumen ap®ete dapat mengajukan
beberapa upaya hukum apabila merasa dirugikanpittetk pengembang. Mengenai
upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen aparteaiean dijelaskan dalam
subbab berikutnya.

34.2. Bentuk Upaya Hukum dalam Melakukan Advokasi Konsumen
Apartemen Melalui Instrumen Hukum Perdata
3.4.2.1. Somas
Sebelum secara formal mengajukan gugatan perdapargadilan, tahapan
yang bukan merupakan suatu keharusan tetapi kadaaig efektif dalam
menyelesaikan sengketa konsumen adalah dengan ukateksomasi (teguran)
kepada pihak calon tergugat. Tujuan somasi selanmsibteguran, juga memberi
kesempatan terakhir kepada tergugat untuk berbestuatu dan/atau untuk
menghentikan suatu perbuatan sebagaimana tuntuia@k goenggugat. Cara

menyampaikan somasi dapat disampaikan secara uterdlam bentuk secara

156 SudaryatmoKiat Menghindari Perumahan Bermasalatfal. 17.

157 SudaryatmotHukum dan Advokasi Konsuméal. 59.
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langsung mengirimkan somasi tertulis kepada piledénctergugat. Selain itu dapat
juga dilakukan secara terbuka dengan cara mempsikén somasi di media massa
cetak. Contoh somasi terbuka yaitu kasus Baskel HKalapa Gading yang
dipublikasikan di Koran Kompas pada tanggal 30 M602'*® Somasi dapat
dilakukan secara individual maupun Kolektif. Tetag@lam konteks advokasi
kepentingan publik, akan lebih efektif apabila sendilakukan secara terbuka dan

dilakukan secara kolektif.

3.4.2.2. Gugatan Konvensional

Jauh sebelum adanya Undang-Undang PerlindunganuKurs beberapa
sengketa konsumen sudah ada yang dibawa ke peargaldélam hal ini, konsumen
memberikan kuasa kepada pengacara untuk selanjdemgan surat kuasa tersebut,
pengacara mewakili kepentingan konsumen selama ediggulilan. Kelemahan
gugatan konvensional dalam menyelesaikan sengketssumen di- bidang
apartemen, yaitu:

1. Dari segi biaya perkara. Nilai nominal dalam semgkensumen apartemen
kadang tidak terlalu besar. Apabila harus disekasake pengadilan dengan
prosedur konvensional, dapat dimungkinkan biayalkufiteracara (meliputi
ongkos perkara dan biaya pengacara) lebih besandifigkan dengan nilai
nominal sengketa itu sendiri.

2. Dari segi lamanya waktu penyelesaian sengketanbpényelesaian sengketa
dengan gugatan konvensional, untuk tiga tingkatadian dari Pengadilan
Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung,ngatiepat dibutuhkan
waktu lima tahun. Khusus untuk konsumen apartem@manya waktu
penyelesaian sengketa menjadi kendala dalam helk skngketa (apartemen)

sudah banyak mengalami perubafian.

18 Sudaryatmokiat Menghindari Perumahan Bermasalatal. 37-38.

159hid, hal. 40.
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3.4.2.3. Gugatan Kelompok (Class Action)

Dalam beberapa kasus sengketa di bidang aparterseperti tidak
direalisasikannya fasilitas sosial dan fasilitasumm konsumen sebagai korban
bersifat massal. Apabila diselesaikan melalui pditga dengan prosedur
konvensional, akan menjadi tidak praktis. Solusiragalah dengan mekanisme
gugatan perwakilanclass actio, dimana gugatan secara formal cukup diwakili
beberapa korban sebagai wakil kelas. Sehinggajlapplyatan dikabulkan dan telah
mempunyai kekuatan hukum tetap, korban lain yancprse formal tidak ikut
menggugat dapat langsung menuntut ganti rugi berkias putusan pengadilan
tersebut:®

Dari peraturan perundang-undangan yang ada, unéutarpa kali secara
eksplisit kataclass actionterdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen
Dalam penjelasan Pasal 46 ayat (1) huruf b disabubblahwa undang-undang ini
mengakui gugatan kelompok atelass action Gugatan kelompok atatlass action
harus diajukan oleh konsumen yang benar-benar idangdan dapat dibuktikan
secara hukum, salah satu diantaranya adalah traksaksi®* Namun demikian,
walaupun secara eksplisit mengakui gugatan kelongtaiclass action Undang-
Undang Perlindungan Konsumen tidak memberikan [gsge lebih lanjut tentang
definisi gugatan kelompok at@iass actiordan juga prosedur bagaimana mekanisme
mengajukan gugatan kelompok atdass actiontersebut. Pada akhirnya, tanggal 26
April 2002, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Reaat MA Nomor 1 tahun
2002 tentang Acara Gugatan Kelompok.

3.4.2.4. Gugatan Legal Standing
Salah satu sumber dari munculnya pengaduan konsaadedah banyaknya
iklan atau pameran apartemen yang lebih bernuaresauasif dibandingkan

kandungan informasinya. Bahkan, dalam beberapashddh menjurus ke arah

189 hid, hal. 41.

%1 1pid.
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manipulatif dan potensial merugikan konsumen. Dalaerespon fakta tersebut,
lembaga konsumen mempunyai hak gugat untuk meraajgigatanegal standing
dengan tuntutan agar iklan/pameran/brosur apartéemsabut ditarik dari peredaran
atau dihentikart® Lembaga konsumen yang dimaksud yaitu Lembagan@erigan
Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang memenydrias yaitu berbentuk
badan hukum atau yayasan yang dalam anggaran yasarenyebutkan dengan
tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersedmdlah untuk kepentingan
perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegsg¢suai dengan anggaran
dasarnya®: Dalam praktik peradilan di berbagai negéegal standinchanya relevan
dan lebih dikenal dalam konteks litigasi untuk ni@sskepentingan publik, seperti

kasus konsumen, lingkungan, buruh, dan lain-lain.

3.4.25. Penyelesaian  Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen (BPSK)

Badan ini dibentuk di setiap Daerah Tingkat 1l @a$9 Undang-Undang
Perlindungan Konsumen) dan badan ini mempunyai @aegagnggota dari unsur
pemerintah, konsumen dan pelaku usaha. Setiap Unesjumlah tiga orang atau
sebanyak-banyaknya lima. orang, untuk konsumen Kandan diberhentikan oleh
Menteri- (Perindustrian dan Perdagangan). Keanggoiaa terdiri dari ketua
merangkap anggota, wakil ketua merangkap anggotamiggota dibantu oleh sebuah
sekretariat. Dalam penyelesaian sengketa konsuibentdk majelis yang terdiri dari
sedikitnya tiga orang dan dibantu oleh seorangtganiPasal 54 ayat (1) dan (2)
Undang-Undang Perlindungan Konsumen). Putusan ggatyhkan majelis BPSK
bersifat final dan mengikat (Pasal 54 ayat (3) Uwddndang Perlindungan
Konsumen). BPSK wajib menjatuhkan putusan selamaitga 21 hari sejak gugatan
diterima (Pasal 55 Undang-Undang Perlindungan Kmesy). Keputusan BPSK

wajib dilaksanakan pelaku usaha dalam jangka waktari setelah putusan diterima,

1821hid, hal. 46.

183 IndonesialUndang-Undang Perlindungan Konsum@asal 46 ayat (1) huruf c.
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atau apabila ada keberatan maka mengajukan gu@efmda Pengadilan Negeri
dalam jangka waktu 14 hari. Pengadilan Negeri yaegerima keberatan penuntut
umum memutuskan perkara tersebut (Pasal 58 Undadgfg Perlindungan
Konsumen). Keberadaan Badan Penyelesaian Sengketasuen (BPSK)
diharapkan mampu memberikan konsultasi perlindurigarsumen, menjembatani
terhadap setiap sengketa konsumen didaerahnya daptt melaksanakan tugas-
tugas lain yang telah menjadi kewenangannya dalaanenma pengaduan dan
menyelesaikan sengketa konsumen baik secara KamisilMediasi maupun

Arbitrase.
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BAB 4
ANALISISPUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DALAM KASUS GUGATAN
LINAWATY TIHANG MELAWAN PT. SUNTER AGUNG REAL ESTATE
DEVELOPMENT & CONSTRUCTION

4.1. Kasus Posis Perkara Gugatan Linawaty Tjhang melawan PT. Sunter
Agung Real Estate Development & Construction

Perkara bermula ‘pada tahun 2002, PT. Sunter Agumegl HREstate
Development & Construction mengadakan sebuah pamapartemen di Gading
Mediterania Residence. PT. Sunter Agung Real E8lat@lopment & Construction
merupakan sebuah perusahaan di bidang properti tgdeidyg memiliki sebuah nama
besar dan diakui oleh masyarakat luas, sehinggapsetasyarakat yang ingin
membeli produk propertinya pasti akan mempercaghiva produk properti tersebut
akan sesual dengan yang ditawarkan. Hal inilah yaegyebabkan Linawaty Tjhang
tertarik untuk membeli suatu produk yaitu Rumah tarfRuKan) yang dikatakan
sangat strategis dengan fasilitas lengkap, yang akendukung untuk melakukan
suatu bisnis atau usaha sehingga dapat mendatarighartungan yang besar.
Linawaty Tjhang kemudian memesan RuKan tersebuad@®T. Sunter Agung Real
Estate Development & Construction, yang dibuktid@ngan Surat Bukti Pemesanan
Tanah dan Bangunan tertanggal 10 Mei 2002. Linawgityang telah melakukan
pembayaran atas RuKan tersebut berupa tanda jadigh@an, uang muka, angsuran,
dan pelunasan kepada PT. Sunter Agung Real Estateldpment & Construction.
Dengan adanya pelunasan tersebut, terhitung sajejgal 8 Juni 2004, Linawaty
Tjhang merupakan pemilik sah atas RuKan tersebot RIB. Sunter Agung Real
Estate Development & Construction berjanji akan yeeahkan RuKan tersebut
kepada Linawaty Tjhang pada bulan Juli 2004.

Pada saat PT. Sunter Agung Real Estate Developgné€anstruction ingin
menyerahkan RuKan tersebut kepada Linawaty Tjhaimgwaty Tjhang menolak
dan merasa sangat keberatan dengan keadaan Ruikahutekarena tidak sesuai

dengan penjelasan dasite plan yang diberikan PT. Sunter Agung Real Estate
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Development & Construction. Di halaman depan Rul&sebut yang seharusnya
lepas pandang dan dapat dipergunakan untuk parkitdcaan, ternyata telah berdiri
bangunan permanen untuk menyimpan mesin diesel glggngkapi dengan

cerobong asap (bangunan mesin diesel). Dalam ih&Tn Sunter Agung Real Estate
Development & Construction tidak pernah memberikainu sebelumnya dan/atau
meminta izin kepada Linawaty Tjhang bahwa di halardapan RuKan miliknya

akan dibangun Bangunan Mesin Diesel. Oleh karenaSfter Agung Real Estate
Development & Construction mendirikan bangunan meksesel di halaman depan
RuKan tersebut, Linawaty Tjhang mengajukan gugk&Rengadilan Negeri Jakarta

Utara atas dasar Perbuatan Melawan Hukum.

4.1.1. Gugatan Penggugat

Dalam gugatan tersebut, Linawaty Tjhang (Penggugehyatakan bahwa
kondisi RuKan tidak sesuai dengan brosur siéa plandari PT. Sunter Agung Real
Estate Development & Construction (Tergugat), dism@ergugat telah secara itikad
tidak baik mendirikan bangunan mesin diesel di hala depan RuKan tersebut.
Dalam hal ini, Tergugat tidak pernah meminta ifiavtamemberitahukan sebelumnya
kepada Penggugat. Penggugat telah berusaha beskafihreminta Tergugat agar
permasalahan tersebut diselesaikan dengan ba#lpi tshmpai dengan gugatan ini
diajukan, Tergugat tidak memberikan tanggapan apapi dalam gugatan ini,
Penggugat telah membuat perincian pembayaran géatgdilakukan Penggugat atas
RuKan tersebut, sebagai bukti bahwa Penggugattagalabeli yang beritikad baik
karena telah melunasi semua pembayaran atas R@&ain itu, Penggugat juga
membuat perincian kerugian yang dialaminya akilmbypatan Tergugat yang telah
mendirikan bangunan mesin diesel tersebut di halatepan RuKan miliknya, yaitu:

1. Hilangnya kesempatan Penggugat untuk menikmati, dRuR/28 terhitung

sejak bulan Juli 2004, dengan perincian sebag#iter

Hak Rukan R/28 yang telah dilunasi Penggugat seld®sd.245.575.625,-

(satu milyar dua ratus empat puluh lima juta liraaus tujuh puluh lima ribu

enam ratus dua puluh lima rupiah);
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2. Kerugian yang diderita Penggugat, akibat perbual@rgugat, telah
kehilangan kesempatan menikmati, mempergunakanmdatenjalankan
usaha. Kegiatan tersebut tidak dapat dinilai dengpapun juga. Guna
kepastian hukum, dengan ini Penggugat menentukatu sulai untuk itu
sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah);

Dengan demikian, seluruhnya kerugian yang diderdéa Penggugat adalah
sebesar Rp. 6.245.575.625,- (enam milyar dua mtysat puluh lima juta
lima ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus duaspuima rupiah).

4.1.2. Ekseps Tergugat

Atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan ekgapgipada intinya adalah
menyatakan Penggugat mengajukan gugatan yang jetiek pada subjek hukum,
kontradiktif dalam beberapa posita dan petitum taugaserta Penggugat tidak
mempunyai kapasitas untuk menggugat dan gugatak terkualitas. Di dalam
jawaban Tergugat, gugatan Penggugat dianggap bieikkialitas karena unit RuKan
tersebut bukanlah unit bangunan yang terpisah sendilainkan suatu satu kesatuan
dengan unit ruko lainnya maupun dengan unit hulagnmya yang dikenal umum
dengan nama Apartemen Gading Mediterania Residedads di setiap ruko tidak
ada lahan parkir yang dikhususkan untuk pemilik tuko karena Apartemen Gading
Mediterania Residences mempunyai konsep di seggprdunit ruko adalah fasilitas
umum, sehingga secara keseluruhan unit-unit RuKanApgertemen Gading
Mediterania Residences tidak mempunyai lahan paeégara khusus yang terletak
langsung di depan unit RuKan. Berdasarkan hal latselergugat menganggap

bahwa gugatan Penggugat tidak berkualitas.

4.1.3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara

Mejelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalpmtusannya No.
120/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Ut.,, mengabulkan gugatan ey untuk sebagian dan
menyatakan Tergugat terbukti melakukan Perbuatatawéem Hukum, atas dasar

beberapa pertimbangan, yaitu:
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“Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Nopember 2006 elidajtelah

melakukan peninjauan di tempat terhadap objek s#agkersebut dan

ternyata telah berdiri mesin diesel di depan/hatamakan/rukan milik

Penggugat tersebut yang sangat mengganggu danrdegkya nikmat

Penggugat sebagai pemilik Ruko/rukan tersebut karen

- Tidak adanya lepas pandang di depan ruko/rukank nitenggugat
tersebut;

- Tidak ada lahan parkir untuk Penggugat dalam mamjan aktifitas
berusaha;

- Tidak ada ijin yang diketahui oleh Penggugat pad pembayaran uang
muka ke-1.”

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta terselaut keadaan seperti

tersebut telah diuraikan maka menurut hemat Malédikim bahwa Tergugat

telah:

- Mendirikan bangunan permanen mesin diesel di dep#wo/rukan
RK/28/J milik Penggugat tanpa.ijin;

- Atas perbuatan tersebut maka Penggugat sangatikdinugarena di
samping tidak sesuai dengaite plandan brosur yang telah diberikan
oleh Tergugat oleh karena itu Tergugat telah médakuPerbuatan
Melawan Hukum.”

“Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti T-3 s/d Trd@mbuktikan bahwa

mesin diesel tersebut bukan hanya terletak di depéo/rukan milik

Penggugat, akan tetapi alat-alat penunjang mesaselditersebut tidak

diberitahukan terlebih dahulu kepada Penggugat atergmikian menurut

hemat Majelis Hakim Tergugat telah melakukan pedouanelawan hukum.*

“Menimbang, bahwa mengenai bukti T-20 s/d T-21 sarnglas di dalam

brosur dan site plan tersebut tidak ada bangunamrdeesel yang terletak di

depan ruko/rukan RK/28/J milik Penggugat hal idagebahwa Tergugat

sebagai penjual beritikad tidak baik telah melakukeserbuatan melawan

hukum yang sangat merugikan Penggugat.”
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Terhadap hasil putusan tersebut, kemudian Tergugagajukan banding ke

Pengadilan Tinggi Jakarta.

4.1.4. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta dalam patnya No.
428/PDT/2007/PT.DKI, membatalkan putusan PengadiNegeri Jakarta Utara
tersebut, dimana Majelis Hakim memutus untuk hamgmerima eksepsi Tergugat
dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat nagteifNiet Onvantkelijke
Verklaard. Dalam hal ini, Majelis Hakim menerima eksepsirgugat karena
menganggap bahwa dalam gugatan Penggugat terdamaadiktif antara beberapa
posita dan petitum sehingga gugatan tidak dapeatimid. Hal ini dapat terlihat dalam
pertimbangannya, yaitu:

“Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat yargplat pada ad.2

bahwa gugatan Penggugat kabur (obscuur libel), &Blag Tinggi

berpendapat bahwa eksepsi tersebut dapat dibenddw@rditerima karena

ternyata petitum gugatan Penggugat yang terselds p#.2,3 dan No.6

kontradiktif (bertentangan) dengan posita gugatengBugat sehingga

gugatan Penggugat menjadi kabur (obscuur libel).”

Kemudian, terhadap hasil putusan Pengadilan Tingmkarta tersebut,
Penggugat mengajukan kasasi pada tanggal 16 J08. Zenggugat berpendapat
bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta tidapat dalam menerapkan
hukum sehingga Penggugat meminta Majelis Hakim Matdh Agung untuk

membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakartaltetse
4.1.5. Putusan Mahkamah Agung

Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam putusannya Neb92K/Pdt/2008,
menolak permohonan kasasi Penggugat, yang daffstdilalam pertimbangannya,

yaitu:
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“Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatanehters Mahkamah
Agung berpendapat :

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapanhalikan, karena Judex
facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jakarta dalamusannya tanggal 26
Pebruari 2008 No. 428/PDT/2007/PT.DKI. tidak satednerapkan hukum;
Bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta dalam putusannyseliat telah
memberikan pertimbangan yang cukup dan benar dalangambil putusan
yaitu antara posita dan petitum gugatan Penggugraiapat kontradiksi,
sehingga gugatan tersebut menjadi kabur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersébuitas, lagipula
ternyata bahwa putusan Judex facti dalam perkardidak bertentangan
dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohkasasi yang

diajukan oleh Pemohon Kasagiinawaty Tjhang tersebut harus ditolak.”

Dalam hal ini, penulis tidak sepakat dengan putuSEhkamah Agung
tersebut. Menurut pendapat penulis, Majelis Hakendadilan Tinggi Jakarta telah
keliru karena hanya mempertimbangkan eksepsi darakp Tergugat tanpa
mempertimbangkan pokok perkara yang menjadi subistaarmasalahan untuk
memutus perkara ini. Putusan Pengadilan Negerirtdak#tara yang menyatakan
Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum telahaselengan kategori unsur-
unsur Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan PasalKi3Bl Perdata. Oleh karena
itu, penulis akan menguraikan unsur-unsur Perbudatawan Hukum tersebut
untuk menunjukkan bahwa pendirian' bangunan mesesetli yang dilakukan

Tergugat dapat dikategorikan sebagai Perbuatanvidel&ukum.

4.2. Analisis Unsur Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kasus Gugatan
Linawaty Tjhang Melawan PT. Sunter Agung Real Estate Development &
Construction

Linawaty Tjhang dalam kasus ini mengajukan gug&®arbuatan Melawan

Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, yangibgirb
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“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kamnugpada orang
lain, mewajibkan orang yang karena salahnya metkarbikerugian itu,

mengganti kerugian tersebdf®

Untuk menentukan perbuatan PT. Sunter Agung Reatd&BDevelopment &
Construction termasuk tindakan Perbuatan Melawakubitharuslah didasari kepada
unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang terdapktnd Pasal 1365 KUH
Perdata. Suatu perbuatan dikatakan termasuk Parbid¢lawan Hukum apabila
memenuhi semua unsur dalam Pasal 1365 KUH Perdptbila salah satu unsur
tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut bukan grnBerbuatan Melawan Hukum
sehingga konsekuensinya adalah gugatan tersebuis hdinyatakan ditolak.
Penjabaran dan analisis unsur-unsur dalam Pas8IK36l Perdata akan dijelaskan

sebagai berikut.

4.2.1. Adanya Suatu Perbuatan

Yang dimaksud perbuatan dalam hal ini adalah P&bulslelawan Hukum
yang dilakukan oleh pelaku. Secara umum perbuatiamencakup berbuat sesuatu
(dalam arti aktif) dan tidak berbuat sesuatu (dakmmi pasiff®°, misalnya tidak
berbuat sesuatu, padahal pelaku mempunyai kewajibdtum untuk berbuat,
kewajiban-itu timbul dari hukum dan ada pula kebaji yang timbul dari suatu
kontrak. Dalam Perbuatan Melawan Hukum ini harusiiddk ada unsur persetujuan
atau kata sepakat serta tidak ada pula unsur kamgpdiperberbolehkan seperti yang
terdapat dalam suatu perjanjian kontrak.

Dalam kasus Linawaty Tjhang melawan PT. Sunter Agieal Estate
Development & Construction, dapat dilihat bahwadagat perbuatan aktif yang
dilakukan oleh PT. Sunter Agung Real Estate Devatg & Construction, yaitu

164 R. Subekti dan R. TjitrosudibioKitab Undang-Undang Hukum PerdatgJakarta:
Pradnya Paramita, Cet. ke 39, 2008), hal. 346.

185 Mariam Darus BadrulzamarK.U.H. Perdata Buku Ill: Hukum Perikatan dengan
Penjelasan(Bandung: Alumni, cet.2, 2006) hal. 146-147.
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dengan membangun sebuah bangunan mesin diesdadidradepan RuKan milik
Linawaty Tjhang. Pembangunan bangunan mesin diesgtbut dilakukan secara
sadar oleh PT. Sunter Agung Real Estate Develop@&e@onstruction, sehingga
unsur adanya perbuatan terpenuhi dalam kasus Lipaylzang melawan PT. Sunter

Agung Real Estate Development & Construction ini.

4.2.2. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum
Perbuatan yang dilakukan itu harus melawan hukuepe® yang telah
dijelaskan sebelumnya bahwa setelah adamsest Hoge Raadntaralindenbaum v.
Cohenpada tanggal 31 Januari 1919, unsur melawan hukanikan dalam arti
seluas-luasnya, sehingga meliputi hal-hal sebaggai.
a. Perbuatan tersebut melanggar undang-undang;
b. Perbuatan tersebut melanggar hak subjektif oramgyang dilindungi
hukum;
c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hsekpetaku;
d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusteaalé zedgn
e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap baik daksyarakat untuk
memperhatikan kepentingan orang 4.

Kelima syarat di atas bukanlah syarat kumulatiflam&an syarat alternatif.
Sehingga, apabila salah satu syarat tersebut td#npenaka perbuatan seseorang
dapat memenuhi unsur melawan hukum.

Dalam kasus Linawaty Tjhang melawan PT. Sunter AgiReal Estate
Development & Construction ini, setidaknya ada tigéegorisasi melawan hukum
yang terpenuhi dalam kasus ini, yaitu melanggarangelindang, melanggar hak
subyektif orang lain, dan bertentangan dengan kbamhukum si pelaku.

166 Rosa Agustinabid, hal. 117.
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4.2.2.1. Melanggar undang-undang

Sudah menjadi kewajiban hukum suatu subjek hukurntukurmenaati
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehisgtap perbuatan subjek
hukum yang melanggar ketentuan peraturan perundaggnrgan yang berlaku dapat
dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum apafldk ada dasar pembenar dan
dasar pemaaf terhadap subjek hukum tersebut unélikkaokan Perbuatan Melawan
Hukum. Seperti yang kita ketahui bahwa dasar pearbdsn dasar pemaaf atas suatu
perbuatan yang dinyatakan melanggar undang-unddaly tlinyatakan limitasinya
secara jelas dalam undang-undang. Oleh karenapé#lila suatu subjek hukum tidak
memiliki dasar pemaaf dan dasar pembenar untuk koled@ perbuatan yang
melanggar undang-undang, maka jelas perbuatan tatdakan subjek hukum
tersebut dapat dinyatakan sebagai Perbuatan Meldwiamm.

Dalam kasus Linawaty Tjhang melawan PT. Sunter fgieal Estate
Development & Construction ini, PT. Sunter AgungaREstate Development &
Construction menawarkan sebuah produk propertigegefRRuKan kepada Linawaty
Tjhang melalui brosur dasite planyang menyatakan bahwa tidak ada bangunan
mesin diesel yang harus terletak di halaman depafaR milik Linawaty Tjhang
tersebut. Pada dasarnya, janji-janji dari pihakgeembang yang tercantum dalam
brosur-brosur maupusite planyang diedarkan sebagai iklan, menurut teori klasik
hukum kontrak tidak dapat dituntut pertanggungjaavedya karena janji-jan;ji
tersebut adalah janji-janji pra-kontrak yang tidekcantum dalam pengikatan jual
beli. Dengan demikian, menurut teori klasik hukuontkak, konsumen apartemen
tidak dapat menuntut ganti ruf’

Akan tetapi, teori kontrak yang modern cenderungukinmenghapuskan
syarat-syarat formal bagi kepastian hukum dan lebienekankan kepada
terpenuhinya rasa keadilan. Konsekuensinya, pihakg ymengundurkan diri dari
perundingan tanpa alasan yang patut, bertangguwabjatas kerugian yang diderita
oleh pihak lain, jika pihak yang terakhir ini telanembuka rahasia dagang,

187 Suharnokolbid, hal. 2.
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mengeluarkan biaya atau menanamkan modal kareneayserdan menaruh
pengharapan terhadap janji-janji yang diberikamamigbroses perundingan. Demikian
pula menurut teori kontrak yang modern, janji-jgmg-kontrak dalam brosur ataupun
site planiklan perumahan mempunyai akibat hukum jika jéaniii ini diingkari

Di negara-negara maju yang menganut sistawil law, seperti Prancis,
Belanda, dan Jerman, pengadilan memberlakukantasasbaik bukan hanya dalam
tahap penandatanganan dan pelaksanaan kontralpi tgtga dalam tahap
perundinganthe duty of good faith in negotiatigrsehingga janji-janji pra-kontrak
mempunyai akibat hukum dan dapat dituntut ganiijika janji tersebut diingkart®

Tetapi, beberapa putusan pengadilan di Indonediak tmenerapkan asas
itikad baik dalam proses negosiasi karena menenit klasik, jika suatu perjanjian
belum memenuhi syarat hal tertentu, maka belum sa@du perjanjian sehingga
belum lahir suatu perikatan yang mempunyai akibakum bagi para pihak.
Akibatnya, pihak yang dirugikan oleh karena percpgda janji-janji pihak lawan
menjadi tidak terlindungi dan tidak dapat diturganti rugi’

Asas itikad baik diatur di dalam Pasal 1338 ayatKBH Perdata, yang
berbunyi:

“setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itb.”

Dalam kasus ini dapat dilihat bahwa PT. Sunter AguReal Estate
Development & Construction tidak menjalankan asi&ad baik tersebut karena di
dalam brosur damsite planyang dikeluarkan oleh PT. Sunter Agung Real Estate
Development & Construction, dinyatakan bahwa tidala bangunan mesin diesel
yang harus terletak di halaman depan RuKan milikabiaty Tjhang. Tetapi
kemudian, pada saat penyerahan kepemilikan RuKasehwt, telah terdapat

bangunan mesin diesel di halaman depan RuKan, dinteh ini tidak pernah

168 |hid.
169 pid, hal. 3.

0 1pid.
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diberitahukan sebelumnya kepada Linawaty Tjhang d&h. Sunter Agung Real

Estate Development & Construction pun tidak penmgminta izin kepada Linawaty

Tjhang untuk mendirikan bangunan mesin diesel etseDalam hal ini, terdapat

ketidaksesuaian antara brosur ddte plandengan waktu penyerahan kepemilikan
RuKan. Oleh karena itu, menurut penulis, perbuateemdirikan bangunan mesin

diesel di halaman depan RuKan yang dilakukan olEhSeinter Agung Real Estate

Development & Construction telah melanggar undamgang dengan tidak

menerapkan asas itikad baik, dimana asas itikdddiaiur di dalam Pasal 1338 ayat
(3) KUH Perdata. Selain itu, hal ini pun juga dipet dengan pertimbangan putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Mengenai asas itikad baik juga diatur di dalam Pas@ndang-Undang
Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa keavajgelaku usaha adalah
beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usahasgea harus memberikan
informasi yang benar, jelas, jujur mengenai konbiessang dan/atau jasa. Oleh karena
itu, PT. Sunter Agung Real Estate Development & Sboiction juga melanggar isi
pasal ini dimana seharusnya PT. Sunter Agung Resahtd= Development &
Construction sebagai pelaku usaha harus beritilkeakl dan memberikan informasi
yang jujur mengenai kondisi barang yang dijualnya.

Selain melanggar Pasal 7 Undang-Undang Perlindurig@msumen, PT.
Sunter Agung Real Estate Development & Construgtiga. melanggar Pasal 8 ayat
(1) huruf f Undang-Undang Perlindungan Konsumengyarenyatakan bahwa setiap
pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memgend&an barang dan/atau jasa
yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakanndldddel, etiket, keterangan, iklan,
atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tdrselaln karena PT. Sunter Agung
Real Estate Development & Construction mendirikangunan mesin diesel dimana
hal tersebut tidak tercantum di dalam brosur si#é® plan yang digunakan sebagai
alat promosi penjualan RuKan tersebut, maka PT.teBuAgung Real Estate
Development & Construction melanggar isi pasal 8elain itu, PT. Sunter Agung

Real Estate Development & Construction tidak memnypudasar pemaaf dan dasar
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pembenar untuk melanggar asas itikad baik ini,rggfa kategori melanggar undang-

undang ini terpenuhi.

4.2.2.2. Melanggar hak subjektif orang lain

Melanggar hak subyektif orang lain yaitu melanggawenang khusus yang
diberikan oleh hukum kepada seseorang, atau pedasmgterhadap tingkah laku yang
berdasarkan hukum tertulis maupun tidak tertulisupakan suatu perbuatan yang
tidak boleh dilanggar dan tidak ada alasan pemb@eaurut hukum. Yurisprudensi
memberi arti hak subjektif sebagai berikut.

(1) Hak-hak perorangan seperti kebebasan, kehormatarg baik;

(2) Hak atas harta kekayaan, hak kebendaan, dan hékirainnya'’

Dalam kasus gugatan Linawaty Tjhang melawan PT.teé8uAigung Real
Estate Development & Construction ini, dapat dilihahwa hak subjektif Linawaty
Tjhang sebagai konsumen apartemen yang beritikaki aitu hak atas harta
kekayaannya, telah dilanggar oleh PT. Sunter Agdegl Estate Development &
Construction yang dengan tidak patut dan tanpanseserta tanpa sepengetahuan
Linawaty Tjhang sebagai pemilik RuKan melakukan dséan bangunan mesin

diesel di halaman depan RuKan tersebut.

4.2.2.3. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku

Kewajiban hukum rechtsplichy merupakan kewajiban yang diberikan oleh
hukum terhadap seseorang, baik tertulis maupuk teféulis. Dalam kasus gugatan
Linawaty Tjhang melawan PT. Sunter Agung Real [Est&8tevelopment &
Construction ini, menurut penulis, PT. Sunter AgiReal Estate Development &
Construction telah melanggar kewajiban hukumnyauyaielanggar isi Perjanjian

Pengikatan Jual Beli, dimana tercantum dengan fdagva letak RuKan harus lepas

171 Rosa Agustinabid, hal. 38.
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pandang dan tidak ada bangunan permanen mesin didsalaman depan RuKan
tersebut.

Berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, digtiowa suatu perjanjian
yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-gndbaagi para pihak yang
membuatnya. Hal ini berarti perjanjian tersebut gikeat dan merupakan kewajiban
hukum para pihak yang mengadakan perjanjian uneekaati isi perjanjian tersebut.
Oleh karena itu, Perjanjian Pengikatan Jual Baiseeut adalah mengikat bagi
Linawaty Tjhang dan PT. Sunter Agung Real Estatgeldmment & Construction
sebagai para pihak yang mengadakan perjanjianbtdrsian kedua belah pihak
memiliki kewajiban hukum untuk menaati apa yandutiai dalam perjanjian. Oleh
karena PT. Sunter Agung Real Estate Developmenbt&stuction telah mendirikan
bangunan mesin diesel dimana bangunan tersebktsae@rusnya ada sesuai dengan
isi Perjanjian Pengikatan Jual Beli, maka PT. SuAtping Real Estate Development
& Construction dapat dikatakan telah melanggar kieaa hukumnya untuk menaati
isi perjanjian tersebut.

Dengan demikian berdasarkan alasan dan analisasad] jelas bahwa terdapat
unsur melawan hukum dalam perkara ini, yaitu mejangundang-undang,
melanggar hak subjektif orang lain dan bertentandangan kewajiban hukum

pelaku.

4.2.3. Terdapat Unsur Kesalahan

Kesalahan mencakup dua pengertian, yakni kesaldakm arti luas dan
kesalahan dalam arti sempit. Kesalahan dalam w8 bila terdapat kealpaan dan
kesengajaan; sementara kesalahan dalam arti sérapyta berupa kesengajaan.
Kesengajaan terjadi bilamana seorang yang akankuoiela perbuatan tertentu
mengetahui jika ia melakukan perbuatan tersebutanadan merugikan orang lain,
akan tetapi walaupun tetap mengetahui akibat tetsebtetap melakukan perbuatan
tersebut.

Dalam kasus gugatan Linawaty Tjhang melawan PT.teBuAgung Real

Estate Development & Construction ini, terdapatwrnesengajaan dari PT. Sunter
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Agung Real Estate Development & Construction sebpifak pengembang, yaitu
mendirikan bangunan mesin diesel di halaman depda®R PT. Sunter Agung Real
Estate Development & Construction menyadari bahwh tarsebut tidak sesuai
dengan brosur dasite planRuKan Gading Mediterania Residences dan tentu saja
akan sangat potensial berakibat merugikan Linawgdtgng karena bangunan mesin
diesel tersebut berada di halaman depan RuKannwydikDengan demikian unsur

kesalahan terpenuhi dalam kasus ini.

4.2.4. AdanyaKerugian Yang Timbul

Kerugian tersebut berupa kerugian yang materituyerugian yang diderita
atau keuntungan yang seharusnya diperoleh, dan g¢agmat berupa kerugian
immateriil yaitu kerugian yang tidak dapat dinilsecara nyata dan tidak dapat
ditaksir secara jelas, akan tetapi timbul akibat slaatu perbuatan seseorarfg.

Dalam kasus gugatan Linawaty Tjhang melawan PTteBuAgung Real
Estate Development & Construction ini; keberadaamgbnan mesin diesel di
halaman depan RuKan menimbulkan kerugian baik miat@upun immateriil bagi
Linawaty Tjhang sebagai pemilik RuKan. Kerugian endt yang dialami oleh
Linawaty Tjhang dikarenakan hilangnya kesempatatukurmenikmati RuKan
terhitung sejak bulan Juni 2004, dengan perinciaituyhak RuKan yang telah
dilunasi Linawaty Tjhang sebesar Rp. 1.245.575:6@&tu miliar dua ratus empat
puluh lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribuaen ratus dua puluh lima rupiah).
Sedangkan kerugian immateriil yang dialami olehalaaty Tjhang, yaitu hilangnya
kesempatan untuk menikmati dan ~mempergunakan Ruldatam rangka
menjalankan usaha. Tetapi, untuk kerugian immatdogsarnya kerugian tidak
ditentukan oleh para pihak sendiri, akan tetagrditkan oleh hakim atau pengadilan
sesuai dengan keadaan para pihak. Dengan adanygigketersebut, maka dengan

demikian unsur adanya kerugian terpenuhi dalamskasu Mengenai kerugian ini

172 Law Community, Perbuatan Melawan Hukum,

<http://wonkdermayu.wordpress.com/artikel/perbuatetawan-hukun¥, diakses pada tanggal 10
September, pukul 15.08 WIB.
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juga terdapat dalam pertimbangan putusan Pengabliégeri Jakarta Utara yang
pada intinya adalah PT. Sunter Agung Real Estateeldpment & Construction
sebagai penjual yang tidak beritikad baik telah akakan Perbuatan Melawan

Hukum yang sangat merugikan Penggugat.

4.2.5. Adanya Hubungan Kausalitas Antara Perbuatan dan Kerugian

Hubungan kausalitas adalah suatu hubungan sebbht akitara suatu hal
dengan hal yang lain. Dalam kasus Perbuatan Melad#dum harus dibuktikan
apakah kerugian yang muncul tersebut adalah bébatayang ditimbulkan oleh
perbuatan pelaku.

Dalam kasus gugatan Linawaty Tjhang melawan PT.teBuAgung Real
Estate Development & Construction ini, perbuatan Biinter Agung Real Estate
Development & Construction yang mendirikan bangunsesin diesel di halaman
depan RuKan tanpa seizin serta sepengetahuan Lliynawl@ang sebagai pemilik
RuKan, menimbulkan kerugian baik materiil maupunmaeriil bagi Linawaty
Tjhang. Dengan demikian, unsur kausalitas antarbupéan dan kerugian terpenuhi

dalam kasus ini.

Berdasarkan analisis dan penjabaran terhadap -unsur -Perbuatan
Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata makatdahithat bahwa pendirian
bangunan mesin diesel di halaman depan RuKan rhillawaty Tjhang yang
dilakukan oleh PT. Sunter Agung Real Estate Devetag & Construction termasuk
suatu Perbuatan Melawan Hukum.

Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam kasus ini bedagrat bahwa Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta dalam putusannigd tmemberikan pertimbangan
yang cukup dan benar dalam mengambil putusan yaitlapat kontradiksi antara
posita dan petitum gugatan Penggugat, sehinggatagudarsebut menjadi kabur.
Tetapi, Majelis Hakim Mahkamah Agung tidak melihedhwa Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Jakarta dalam memberikan pertigéanya, sama sekali tidak

menyentuh pokok perkara atau substansi dari kasudlajelis Hakim Mahkamah
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Agung seharusnya juga melihat pertimbangan yangriidn oleh Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dalam memberikaminbangannya, Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah melakyseninjauan ke Apartemen
Gading Mediterania Residences dan terbukti memammarbtelah berdiri sebuah
bangunan mesin diesel di halaman depan RuKan tdrsshingga hal tersebut tidak
sesuai dengan brosur daie plan yang diberikan PT. Sunter Agung Real Estate
Development & Construction dan oleh karena itu Blinter Agung Real Estate
Development & Construction telah melakukan Perbusalawan Hukum.

Berdasarkan pertimbangan Mejelis Hakim Pengadiddarda Utara tersebut,
seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa perkardapat melihat bahwa memang
benar PT. Sunter Agung Real Estate Development A&stoction sebagai Tergugat
mendirikan bangunan mesin diesel tersebut di halatdepan RuKan tanpa adanya
izin serta sepengetahuan Linawaty Tjhang sebagagdegat, sehingga melanggar
undang-undang, hak subjektif Linawaty Tjhang, dagaj bertentangan dengan
kewajiban hukum PT. Sunter Agung Real Estate Dewetmt & Construction.
Tetapi, hal ini tidak dipertimbangkan oleh Majekwakim dimana Majelis Hakim
hanya mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentanyad@ntradiksi antara posita
dan petitum gugatan. Hal ini dapat terlihat darsihautusan Pengadilan Tinggi
Jakarta, dimana Majelis Hakim menyatakan gugatargdregat tidak dapat diterima
(Niet Onvantkelijke Verklaajd Ini berarti, Majelis Hakim dalam mengadili tidak
melihat ke dalam pokok perkara dan hanya melihatoadan formilnysaja.

Dengan demikian, Majelis Hakim Mahkamah Agung dalamamberikan
putusannya seharusnya mempertimbangkan lebih jeufimpangan-pertimbangan
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dagejbenar-benar memeriksa
apakah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakartahtdb@nar dalam menerapkan
hukum. Hal ini disebabkan karena Tergugat telalarsegelas beritikad tidak baik
dengan mendirikan bangunan mesin diesel di haladegran RuKan dimana hal
tersebut tidak tercantum di dalam brosur maugitenplanRuKan tersebut, sehingga

tentu saja hal ini sangat merugikan Penggugat sepagbeli yang beritikad baik.
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BAB 5
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Dalam tahap pratransaksi, konsumen mendapatkanniag mengenai
barang dan/atau jasa yang ingin dibelinya untukapea kali. Biasanya,
sumber informasi tentang barang dan/atau jasabigrsédapatkan konsumen
melalui brosur,site plan selebaran, iklan media elektronik, dan lain-lain.
Dalam tahap transaksi, jual beli barang dan/ataa jalah terjadi diantara
konsumen dan pelaku usaha, dan dalam tahap pursaits, transaksi telah
terjadi dan pelaksanaanya telah diselenggarakdanD@hap-tahap transaksi
ini, apabila terjadi permasalahan, hukum memberganindungan dengan
cara konsumen dapat mengajukan upaya-upaya hukapertis somasi,
gugatan perdata konvensional, gugatkass action gugatanlegal standing
dan menyelesaikan sengketa melalui Badan PenyateSangketa Konsumen
(BPSK). Dalam mengajukan upaya hukum ini, konsumpartemen dapat
mengajukan ganti rugi, dimana apabila pihak pengemglerbukti bersalah,
konsumen apartemen dapat memperoleh ganti rugbigrsyang besarnya
ditentukan oleh hakim.

2. Secara vyuridis, informasi yang terdapat di dalarostor atausite plan
mengikat sebagai hak informasi konsumen, diman@hgliga dinyatakan di
dalam teori kontrak modern bahwa brosur &iéei planmerupakan janji-jan;ji
pra-kontrak. Oleh karena merupakan janji-janji koatrak, maka brosur atau
site plantersebut mempunyai akibat hukum apabila janjitjan;j diingkari,
dan konsumen apartemen dapat menuntut ganti rofprmasi di dalam
brosur dansite planjuga tetap dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak
pengembang walaupun terdapat klausul pembatasgguag jawab secara
sepihak, dimana pihak pengembang sering berkeigale mengatakan bahwa

fungsi brosur ataupusite planhanya terbatas sebagai informasi dan bukan
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merupakan ketentuan yang bersifat mengikat, sehinggra konsumen
apartemen tidak dapat memperoleh ganti rugi yangestnya.

. Mengenai kasus gugatan Linawaty Tjhang melawanRihiter Agung Real
Estate Development & Construction, perbuatan Phte8ulAgung Real Estate
Development & Construction yang mendirikan bangumagsin diesel di
halaman depan RuKan milik Linawaty Tjhang, menyutusan Pengadilan
Negeri Jakarta Utara merupakan Perbuatan Melaw&arhluPerbuatan PT.
Sunter Agung Real Estate Development & Construcjioga telah memenubhi
unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum berdasarkaml PEE65 KUH
Perdata. Perbuatan tersebut melawan hukum karehagben tersebut telah
melanggar undang-undang, melanggar hak subjektidviaty Tjhang, dan
bertentangan dengan kewajiban hukum PT. Sunter d\gBeal Estate
Development & Construction sebagai pelaku. Terdap& unsur kesalahan
karena adanya kesengajaan dari PT. Sunter AgunigdR&ste Development
& Construction untuk mendirikan bangunan mesinealiésrsebut, dimana hal
itu tidak sesuai dengan brosur daie plan RuKan Gading Mediterania
Residences. Adanya kerugian yang timbul yaitu ledean bangunan mesin
diesel di halaman depan RuKan menimbulkan keruiggak materiil maupun
immateriil bagi Linawaty Tjhang sebagai pemilik RarK Perbuatan PT.
Sunter Agung Real Estate Development & Construcfiang mendirikan
bangunan mesin diesel di halaman depan RuKan tes®an serta
sepengetahuan Linawaty Tjhang sebagai pemilik RuKaenimbulkan
kerugian baik materiil maupun immateriil bagi Lir@y Tjhang, sehingga
terdapat hubungan kausalitas antara perbuatanetagin. Oleh karena itu,
unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam kasugelah terpenuhi.
Namun demikian, majelis hakim Pengadilan Tinggi ddahkamah Agung
berpendapat lain, dimana Pengadilan Tinggi dan lladah Agung tanpa
memperhatikan pokok perkara memutuskan bahwa gudBaggugat tidak
dapat diterima dengan alasan terdapat kontradiitara posita dan petitum di

dalam gugatan Penggugabbécuur libel), sehingga putusan Pengadilan
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Tinggi dan Mahkamah Agung tersebut merugikan Lirtgvlghang sebagai
pembeli yang beritikad baik.

5.2. Saran

1. Agar tidak terjadi lagi permasalahan-permasalaledand tahap pratransaksi,
transaksi dan purnatransaksi tersebut, maka piblagkumen apartemen dapat
lebih teliti dalam memahami PPJB, dan periksa dengditi bahwa unit
apartemen yang akan diterima konsumen sudah s@sougan apa yang diatur
dalam PPJB, iklan, dan brosur apartemen.

2. Oleh karena brosur dasite plandapat mengikat sebagai sebuah hak informasi
konsumen dan juga mempunyai akibat hukum apabllanhdiingkari, maka
pihak konsumen sebaiknya menyimpan brosurstenplantersebut sebagai
barang bukti apabila suatu saat unit apartemen g#nginya tidak sesuai
dengan apa yang telah tercantum di dalam brosusit@plantersebut. Pihak
pengembang juga sebaiknya mengetahui bahwa setrggnjan yang telah
dibuat adalah mengikat bagi para pihak yang merkgawtya sesuai dengan
Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Oleh sebab itgilseya apabila setiap
pengembang apartemen mengeluarkan brosur atasfen plan perlu
diperhatikan bahwa informasi yang terdapat di dalaosur dansite plan
haruslah memuat hal yang sesuai dengan kondisiteapam agar tidak
merugikan konsumen.

3. Apabila konsumen apartemen mengajukan gugatanittetkagan adanya
ketidaksesuaian antara kondisi unit apartemen yéngjinya dengan brosur
dansite planapartemen tersebut, maka sebaiknya setiap MajalkénHbaik
dalam Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, mauplahkamah Agung
dalam memberikan putusannya sebaiknya disertai asergertimbangan-
pertimbangan yang jelas dan sesuai dengan hukum larlaku. Hal ini
untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi setiaskaren apartemen dan
juga agar pihak pengembang tidak semena-mena deasansebagai pihak

yang selalu menang dalam setiap persidangan. Stlaiantuk menghindari
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terjadinya kekeliruan penerapan hukum oleh Majélskim baik dalam

Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun MalatarAgung, maka

sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeak gionsumen dapat
terlebih dahulu memberikan pengaduan ke YLKI, dinati sana akan
dilakukan mediasi terlebih dahulu sehingga kemumgkiadanya perdamaian
dapat terjadi.
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PUTUSAN
No. 2559 K/Pdt/2008
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai

berikut dalam perkara :

LINAWATY TIJHANG, bertempat tinggal di Jalan Janur Kuning IV WJ

2/1, Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading, Jakarta Utara, dalam hal

ini memberi kuasa kepada Heri Suryadi, SH.MH, Herfian, SH., Lisa

Delima Situmeang, SH., Bonaparte, SH., Army Mulyanto, SH, para

Advokat, berkantor di Jalan Danau Poso Nomor 157 Bendungan Hilir

Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Juli 2008 ;

Pemohon Kasasi, dahulu Penggugat/Terbanding ;

melawan:

PT.SUNTER AGUNG REAL ESTATE DEVELOPMENT &

CONSTRUCTION, berkedudukan di Blok M2 No.7, Komplek

Podomoro Sport Centre, Sunter Agung, Jakarta Utara dalam hal ini

memberi kuasa kepada Yuliana, SH.MH, Muliadi, SH.MH., Abdul

Sujadi, SH., para Advokat beralamat di Jalan Danau Agung |l blok D-

12 No.13 Sunter Agung Podomoro, Jakarta Utara ;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa
sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat
sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dimuka persidangan
Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Tergugat adalah suatu badan hukum (Perusahaan) yang sangat
berpengalaman dan telah mempunyai nama besar dalam bidang property
(perumahan), serta diakui oleh masyarakat luas. Sehingga setiap
masyarakat (konsumen/calon pembeli) percaya dan yakin bahwa setiap
pembelian produk property pasti akan sesuai dengan yang ditawarkan
oleh Tergugat kepada para konsumen ;

2. Dengan reputasi Tergugat yang sangat profesional tersebut, pada suatu
pameran yang diadakan oleh Tergugat di Gading Mediterania Residence,

Tergugat menawarkan kepada Penggugat suatu produk yaitu Rukan yang

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No.2559 K/Pdt/2008
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sangat strategis dengan fasilitas lengkap, yang mendukung untuk

melakukan usaha (bisnis) sehingga dapat mendatangkan keuntungan

yang besar kepada Penggugat ;

Dengan adanya penawaran dan penjelasan tersebut, Penggugat sangat

tertarik, sehingga Penggugat memesan rumah Kantor (Rukan) kepada
Tergugat, sesuai surat Bukti Pemesanan Tanah & Bangunan tertanggal 10
Mei 2002, dengan perincian sebagai berikut :
Data Tanah dan Bangunan :
- Lokasi Perumahan : Gading Mediterania Residence (Kelapa Gading) ;
- Blok : Rukan;
- Kavling Nomor . R-28;
- LT/LB : 84,83/220, 70 M2 (2 Yz lantai) ;
- Hargajual : Rp.1.245.575.625,- (satu milyar dua ratus empat
puluh lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu
enam ratus dua puluh lima rupiah) ;
Jadwal Pembayaran :
- Tanda jadi pembelian Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal
10 Mei 2002 ;

- Uang muka kesatu, tanggal jatuh tempo 10 Mei 2002, sebesar
Rp.104.557.563,- ;

- Uang muka kedua, tanggal jatuh tempo 10 Juni 2002, sebesar
Rp.124.557.563,- ;

Sisa Pembayaran :

- Sisa pembayaran Rp.996.450.500,- (sembilan ratus sembilan puluh

enam juta empat ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) ;

. Terhadap Rukan dengan Kode Unit RK/028/J (*Unit R/28), Penggugat

telah melakukan pembayaran berupa, tanda jadi pembelian, uang muka,
angsuran dan pelunasan kepada Tergugat dengan perincian sebagai
berikut :

Pembayaran yang telah dilakukan

Penggugat atas Rukan Unit R-28

No.

Jenis pembayaran Tanggal Jumlah Keterangan

Pembayaran

[Tanda jadi pembelian | 10 Mei 2002 | Rp.20.000.000,- Tanda terima tanggal 10 Mei
2002

Uang Muka | 17 Mei 2002 | Rp.104.557.563,1 Tanda terima No.027 tanggal
(pertama) 17 Mei 2002

Dokumen ini diunduh dari situs http://putusan.mahkamahagung.go.id, sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung Rl nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144)
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bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tida_xk dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum.

Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hul

bungi pARE Sigaperbuatanuus peBita Putri Mahissa, FH Ul, 2012
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3. |Uang Muka Il (Kedua) |10 Juni 2002 | Rp.124.557.563,1 Tanda terima  No.00077
tanggal 10 Juni 2002
4. JAngsuran | 10 Juli 2002 | Rp.41.519.188,1 Tanda terima No. 00454
tanggal 10 Juli 2002
5. |Angsuran I 18 Agustus | Rp.41.519.188, Tanda terima No. 00805
2002 tanggal 18 Agustus 2002
6. JAngsuran lll 10 September Rp.41.519.188,{ Tanda terima No. 00454
2002 tanggal 10 September 2002
7. |Angsuran IV 10 Oktober | Rp.41.519.188,{ Tanda terima No. 01065
2002 tanggal 10 Oktober 2002
8. |AngsuranV 13 Nopember| Rp.41.519.188,{ Tanda terima No. 01552
2002 tanggal 13 Nopember 2002
9. |Angsuran VI 16 Desember| Rp.41.519.188,{ Tanda terima No. 01580
2002 tanggal 16 Desember 2002
10. JAngsuran VII 21 Januari | Rp.41.519.188,1 Tanda terima No. 01829
2003 tanggal 21 Januari 2003
11. JAngsuran VI 20 Pebruari | Rp.41.519.188,{ Tanda terima No. 02103
2003 tanggal 20 Pebruari 2003
12. Angsuran IX 20 Maret Rp.41.519.188,- Tanda terima No. 02142
2003 tanggal 20 Maret 2003
13. |Angsuran X 23 April 2003| Rp.41.519.188,4 Tanda terima No. 02499
tanggal 23 April 2003
14. |Angsuran XI 22 Mei 2003| Rp.41.519.188,{ Tanda terima No. 02815
tanggal 22 Mei 2003
15. |Angsuran XI| 24 Juni Rp.41.519.188,4 Tanda terima No. 03105
2003 tanggal 24 Juni 2003
16. |Angsuran XIlII 22 Juli 2003 Rp.41.519.188,- Tanda terima No. 03357
tanggal 22 Juli 2003
17. /Angsuran XIV 22 Agustus | Rp.41.519.188,41 Tanda terima No. 03500
2003 tanggal 22 Agustus 2003
18. JAngsuran XV 23 September - Rp.41.519.188,4 Tanda terima No. 03762
2003 tanggal 23 September 2003
19. Angsuran XVI 21 Oktober | Rp.41.519.188,1 Tanda terima No. 03934
2003 tanggal 21 Oktober 2003
20. JAngsuran XVII 13 Nopember| Rp.41.519.188,4 Tanda terima No. 04064
2003 tanggal 13 Nopember 2003
21. Angsuran XVIII 10 Desember| Rp.41.519.188,1 Tanda terima No. 04099
2003 tanggal 10 Desember 2003
22. JAngsuran XIX 12 Januari Rp.41.519.188,{ Tanda terima No. 04432
2004 tanggal 12 Januari 2004
23. |Angsuran XX 10 Pebruari | Rp.41.519.188,- Tanda terima No. 04631
2004 tanggal 10 Pebruari 2004
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24. Angsuran XXI 10 Maret Rp.41.519.188,{ Tanda terima No. 04807
2004 tanggal 10 Maret 2004
25. JAngsuran XXIl dan 07 Mei 2004| Rp.41.519.188,4 Tanda terima No. 052119
IAngsuran XXIII tanggal 07 Mei 2004

5. Oleh karena Penggugat telah melakukan pelunasan tersebut di atas,
secara hukum terhitung sejak tangal 8 Juni 2004, Penggugat adalah
sebagai pemilik sah atas Rukan Unit R/28 tersebut di atas. Dengan
adanya pelunasan tersebut, Tergugat berjanji akan menyerahkan Rukan
Unit R/28 milik Penggugat sekitar bulan Juli 2004 ;

6. Pada saat Rukan Unit R/28 akan diserah terimakan oleh Tergugat kepada
Penggugat, Penggugat sebagai pembeli beritikad baik menolak dan
sangat keberatan dengan keadaan Rukan yang telah dibayar lunas
karena:

- Keadaan Rukan Unit R/28 tidak sesuai dengan penjelasan dan site
plan yang diberikan Tergugat, di depan (halaman) Rukan milik
Penggugat seharusnya lepas pandang dan dapat dipergunakan untuk
parkir kendaraan, ternyata telah berdiri bangunan permanen untuk
menyimpan mesin diesel yang dilengkapi dengan cerobong asap
(“Bangunan Mesin Diesel’) ;

- Dengan itikad tidak baik, Tergugat tidak pernah memberitahukan dan
atau meminta ijin kepada Penggugat, bahwa di depan (halaman)
Rukan milik Penggugat akan dibangun Bangunan Mesin Diesel) ;

7. Tindakan Tergugat tersebut diatas, merupakan perbuatan melawan hukum
karena :

7.1. Tergugat secara tidak patut, tanpa adanya ijin dan sepengetahuan
Penggugat, telah melakukan tindakan ceroboh vyaitu melakukan
pembangunan bangunan mesin diesel di depan (halaman) Rukan
tersebut, yang tidak sesuai dengan penjelasan (Site Plan) dan
penawaran pada saat Penggugat melakukan pembayaran uang
tanda pembelian ;

7.2. Tergugat telah menyalah gunakan kepercayaan dari Penggugat,
yang antara lain tidak pernah memberikan progres report dalam
melakukan pembangunan Rukan R/28, dan atau suatu perjanjian
tentang pengalihan Rukan tersebut dari Tergugat kepada Penggugat,
misalnya pengikatan jual beli yang ditindak lanjuti dengan Akta Jual

Beli Rukan tersebut ;
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7.3. Secara patut seharusnya Tergugat mengetahui, bahwa dengan
dibangun bangunan mesin diesel di depan (halaman) Rukan milik
Penggugat, kelak tindakan tersebut sangat potensial dapat
mendatangkan kerugian kepada Penggugat serta mengganggu
kegiatan Penggugat dalam menjalankan kegiatan usaha (bisnis)
pada Rukan tersebut ;

7.4. Tergugat telah merusak hak subyektif Penggugat, sebagai pemilik
sah Rukan tersebut, yang telah diperoleh berdasarkan ketentuan
hukum yang berlaku ;

8. Terhadap perbuatan melawan hukum tersebut diatas, Penggugat telah
berusaha berkali-kali meminta Tergugat agar permasalahan tersebut
diselesaikan dengan baik. Akan tetapi sampai dengan gugatan ini
diajukan, Tergugat tidak memberikan tanggapan apapun ;

Demi kepastian hukum, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik

dalam menjalankan kewajibannya sebagai Penjual, padahal Penggugat

telah melakukan pembayaran pelunasan atas Rukan R/28 , sehingga surat
bukti pemesanan tanah dan bangunan tertanggal 10 Mei 2002 adalah
batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun ;

9. sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat,
Penggugat menuntut ganti kerugian, biaya dan bunga kepada Tergugat
secara tunai dan sekaligus setelah adanya putusan pengadilan yang
mempunyai kekuatan hukum tetap dengan perincian sebagai berikut :

1. Hilangnya kesempatan Penggugat untuk menikmati, Rukan R/28
terhitung sejak bulan Juli 2004, dengan perincian sebagai berikut :

Hak Rukan R/28 vyang telah dilunasi Penggugat sebesar
Rp.1.245.575.625,- (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta lima
ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) ;

2. Kerugian yang diderita Penggugat, akibat perbuatan Tergugat, telah
kehilangan kesempatan menikmati, mempergunakan dalam menjalankan
usaha. Kegiatan tersebut tidak dapat dinilai dengan apapun juga. Guna
kepastian hukum, dengan ini Penggugat menentukan suatu nilai untuk
itu sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) ;

Dengan demikian, seluruhnya kerugian yang diderita oleh Penggugat

adalah sebesar Rp. 6.245.575.625,- (enam milyar dua ratus empat puluh

lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima

rupiah). Dan kerugian di atas, Penggugat berhak meminta bunga sebesar
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20 % (dua puluh persen) per tahun terhitung sejak gugatan ini didaftarkan

di Pengadilan Negeri Jakarta Utara sampai dengan dibayar lunas ;

10.Karena Tergugat telah melakukan perbuatan, sebagai gugatan ini tidak
ilusoir, Penggugat mohon peletakan sita jaminan (conservatoir beslag)
terhadap :

- Bidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak
dan dikenal pada Blok M2 No.7 (komplek Podomoro Sport Centre)
Sunter Agung, Jakarta Utara ;

11.Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, guna
menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar
Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari secara tunai dan sekaligus
kepada Penggugat, apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan yang
mempunyai kekuatan hukum tetap atas perkara ini ;

12.Karena gugatan ini telah memenuhi Pasal 180 HIR mohon kiranya bahwa
putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan,
banding, maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;

Bahwa berdasarkan alasan dan dasar tersebut diatas, mohon kiranya
yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
guna menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah atas Unit RK/028/J (Unit
R/28), pada Gading Mediterania (Kelapa Gading), Jakarta Utara luas
LT/LB, 84, 83/220, 70 M2 (2 "% lantai) ;

3. Menyatakan Surat Bukti Pemesanan Tanah dan Bangunan tertanggal 10
Mei 2002 adalah batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun ;

4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

5. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga ;

6. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian baik materiil maupun
immateriil kepada Penggugat, secara tunai dan sekaligus setelah adanya
putusan Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap
sebesar Rp. 6.245.575.625,- (enam milyar dua ratus empat puluh lima juta
lima ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah). Berikut
bunga sebesar 20 % (dua puluh persen) per tahun terhitung sejak gugatan
ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara sampai dengan dibayar
lunas ;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar wuang paksa sebesar

Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari secara tunai dan sekaligus
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kepada Penggugat apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan yang
mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini ;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada
bantahan, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara
ini;
Apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara
berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan
eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Tentang perbuatan hukum oleh subyek hukum ;

Bahwa suatu perbuatan hanya dapat dilakukan oleh subyek hukum yaitu
manusia/orang dan Badan Hukum ;

Bahwa gugatan Penggugat yang menyebutkan bahwa : “.......... kami S*S
Associates (Advokat-Konsultan Hukum) bertindak untuk dan atas nama
Linawaty Tjhang untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Bahwa dari kalimat ini dapat diketahui, Penggugat adalah Kantor Hukum dan
bukan subyek hukum, dikarenakan Kantor Hukum adalah benda yang tidak
dapat melakukan suatu perbuatan hukum, maka gugatan yang diajukan oleh
bukan subyek hukum harus dinyatakan tidak diterima ;

Bahwa disamping itu S*S Associates (Advokat-Konsultan Hukum) bertindak
untuk mewakili siapa ?, apakah S*S Associates (Advokat-Konsultan Hukum)
dapat mewakili Linawaty Tjhang ?, bukankah perbuatan hukum hanya dapat
dilakukan oleh subyek hukum yaitu manusia/orang dan Badan Hukum. Oleh
karena Penggugat yang mengajukan gugatan yang tidak jelas, maka mohon
gugatan ini dinyatakan tidak diterima ;

Tentang gugatan kabur (obscuur libel) ;

Bahwa adanya kontradiktif dalam beberapa posita dalam gugatan maupun
petitum, adapun kontradiktif tersebut adalah sebagai berikut:
1. Posita angka 3 halaman 2 dalam gugatan Penggugat, yang intinya
menyatakan :
Jadwal Pembayaran :
- Tanda jadi pembelian Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal
10 Mei 2002 ;
- Uang muka kesatu, tanggal jatuh tempo 10 Mei 2002, sebesar
Rp.104.557.563,- ;
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Uang muka kedua, tanggal jatuh tempo 10 Juni 2002, sebesar
Rp.124.557.563,- ;

Sedangkan dalam posita angka 4 halaman 3 pada tabel angka 2
dinyatakan Penggugat melakukan pembayaran uang muka | (pertama)
pada tanggal 17 Mei 2002, dengan jumlah uang sebesar Rp.104.557.563,-
dengan tanda terima No.027 tanggal 17 Mei 2002 ;

2. Pada posita angka 5 halaman 5 dan posita angka 7.4 halaman 6 gugatan
Penggugat menyatakan sebagai pemilik yang sah atas Rukan Unit R/28,
sejak tanggal 8 Juni 2004, tanpa adanya pernyataan dalam petitum
gugatan, sedangkan dalam Posita angka 6 halaman yang sama
Penggugat baru menyatakan akan serah terima Rukan yang telah dibayar
lunas ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti adanya kontradiktif dan dalil-dalil

gugatan Penggugat sehingga sudah sepantasnya Majelis Hakim yang

memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menolak gugatan

Penggugat atau setidak-tidaknya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima

(Niet Onvantkelijke Verklaard) ;

Tentang Penggugat tidak punya kapasitas untuk menggugat dan

gugatan tidak berkualitas ;

Bahwa sangat jelas obyekiif jual beli yang dilakukan antara Penggugat dan
Tergugat adalah 1 (satu) unit Ruko GMR No.RK/28/J, dan berdasarkan
konsep dari pembangunan unit Ruko tersebut adalah bukan merupakan unit
bangunan yang terpisah tersendiri, melainkan suatu satu kesatuan dengan
unit ruko lainnya maupun dengan unit hunian lainnya, yang dikenal umum
dengan nama Apartemen Gading Mediterania Residences, yang meliputi
semua fasilitas yang ada di Apartemen adalah milik bersama, seperti kolam
renang, loby lift, tempat parkir mapun genset ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas jelas terbukti, 1 (satu) unit Ruko GMR
No.RK/28/J, di Apartemen Gading Mediterania Residences, yang ditawarkan
oleh Tergugat adalah unit ruko yang menjadi satu kesatuan dengan unit ruko
lainnya maupun unit hunian lainnya, seperti contoh bahwa di setiap ruko tidak
ada lahan parkir yang dikhususkan untuk pemilik unit ruko, karena Apartemen
Gading Mediterania Residences, mempunyai konsep disetiap depan unit ruko
adalah fasilitas umum berupa : Koridor jalan untuk berjalan kaki dan jalan
umum untuk kendaraan, sehingga semua fasilitas termasuk parkir kendaraan

maupun genset adalah milik bersama, sehingga secara keseluruhan unit-unit
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rukan di Apartemen Gading Mediterania Residences, tidak mempunyai lahan
parkir secara khusus yang terletak langsung dimuka unit ruko ;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat jelas tidak
berkualitas dan Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat,
maka mohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Jakarta Utara yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, untuk
menolak dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya atau

setidak-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvantkelijke Verklaard) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara
telah mengambil putusan, yaitu putusannya No. 120/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Ut.,
tanggal 11 April 2007 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan ;

- Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian baik materiil
maupun immateriil kepada Penggugat, secara tunai dan sekaligus
setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang mempunyai
kekuatan hukum tetap sebesar Rp. 6.245.575.625,- (enam milyar
dua ratus empat puluh lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu
enam ratus dua puluh lima rupiah), berikut bunga sebesar 6 %
(enam persen) per tahun terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di
Pengadilan Negeri Jakarta Utara sampai dengan dibayar lunas ;

- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini sebesar Rp.464.000,- (empat ratus enam puluh empat
ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan
Tergugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan
oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusannya No. 428/PDT/2007/
PT.DKI. tanggal 26 Pebruari 2008 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat ;
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- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 11
April 2007 No. 120/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Ut., yang dimohonkan
Banding tersebut ;

MENGADIL| SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet

Onvantkelijke Verklaard) ;

- Menyatakan bahwa sita jaminan sebagaimana tersebut pada Berita
Acara Sita Jaminan tertanggal 26 Desember 2006 No.
120/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Ut. jo No.121 CB/2006/PN.JKT.UT yang
dibuat oleh Sukardi Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Utara
adalah tidak sah dan tidak berharga serta harus diangkat ;

- Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara
dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding
sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada
Penggugat/Terbanding pada tanggal 08 Juli 2008 kemudian terhadapnya
oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 9 Juli 2008 diajukan permohonan kasasi secara
lisan pada tanggal 16 Juli 2008 sebagaimana ternyata dari akta permohonan
kasasi No.120/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Ut. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan
Negeri Jakarta Utara, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi
yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri tersebut pada tanggal 28 Juli 2008 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 20
Juli 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding
diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Jakarta Utara pada tanggal 11 Agustus 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-
alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama,
diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam
undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal

dapat diterima ;
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Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon
Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:
Judex facti telah keliru memberikan Pertimbangan mengenai eksepsi
gugatan kabur :

1. Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Judex

facti karena telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan eksepsi
(Termohon Kasasi) yang mendalilkan gugatan Pemohon Kasasi telah
kabur, sebagaimana dipertimbangkan pada alinea 3 halaman 6 yang
menyebutkan :
“‘Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat yang tersebut pada ad.2
bahwa gugatan Penggugat kabur (obscuur libel), Pengadilan Tinggi
berpendapat bahwa eksepsi tersebut dapat dibenarkan dan diterima
karena ternyata petitum gugatan Penggugat yang tersebut pada No.2,3
dan No.6 kontradiktif (bertentangan) dengan posita gugatan Penggugat
sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur (obscuur libel) ;

2. Pertimbangan hukum Judex facti tersebut di atas patut untuk
dikesampingkan dan dibatalkan karena :

2.1. Judex facti telah keliru serta salah memahami posita dan petitum
gugatan Pemohon Kasasi dalam perkara a quo. Bahwa dalam posita
dan petitum yang telah diuraikan dalam gugatan Pemohon Kasasi
tidak kontradiktif dan tidak kabur karena dalam petitum angka 2
gugatan Pemohon Kasasi menerangkan bahwa Pemohon Kasasi
adalah sebagai pembeli yang beritikad baik dan maksud dari petitum
angka 2 gugatan Pemohon Kasasi itu tidak lain adalah menegaskan
bahwa Rukan RK/28 tersebut milik Pemohon Kasasi ;

2.2. Bahwa di dalam jawaban Tergugat (Termohon Kasasi) tertanggal 28
Agustus 2006, Termohon Kasasi sama sekali tidak pernah
mendalilkan mengenai petitum angka No.2, 3 dan No.6 dan
Termohon Kasasi hanya mendalilkan eksepsi mengenai kontradiktif
pada bagian posita angka 3 halaman 2, posita angka 5 halaman 5,
posita angka 7.4 halaman 6 dan posita halaman 6 gugatan Pemohon
Kasasi (vide halaman 10 putusan No. 120/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Ut.
Pengadilan Negeri Jakarta Utara). Oleh karena itu, Pemohon Kasasi
setuju dengan pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Jakarta
Utara No. 120/Pdt.G/2006. alinea 3 halaman 32 menyebutkan :
“Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis gugatan Penggugat telah

jelas dan tegas mengenai subyek dan obyek gugatan rangkaian
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perbuatan Tergugat baik dalam posita gugatan maupun didalam
petitum gugatan” ;

2.3. Dengan demikian pertimbangan hukum Judex facti tersebut patut
dibatalkan karena telah melebihi dalil eksepsi Termohon Kasasi. Hal
tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.46
K/Sip/1969 yang menyebutkan “putusan PT salah, karena memutus
hal-hal yang tidak dituntut ;

Judex facti keliru dalam menilai fakta hukum :

3. Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Judex

facti pada alinea 5 halaman 7 sampai dengan 8 dan alinea 1 halaman 8
yang menyebutkan :
“Menimbang, bahwa dalam posita gugatan dikemukakan bahwa
Penggugat menolak penyerahan Rukan yang telah dipesan, tetapi dalam
petitum No.2 justru dituntut untuk dinyatakan sah sebagai miliknya, dan
kalau pada petitum No.2 dituntut bahwa Rukan No.28 tersebut sebagai
miliknya tetapi pada petitum No.3 dituntut agar dinyatakan surat bukti
pemesanan tanah dan bangunan Rukan tertanggal 10 Mei 2002 adalah
batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun ;

Lagipula apabila dalam petitum No.2 yang menuntut supaya Rukan No.28

yang dipesan tersebut dinyatakan sah milik Penggugat tetapi kenapa

dalam petitum No.6 Penggugat menuntut ganti rugi termasuk sebagai
pengembalian harga Rukan” ;

“‘Menimbang, bahwa hal-hal yang dikemukakan tersebut diatas adalah

menunjukkan bahwa gugatan Penggugat mengandung kontradiktif antara

posita dan petitum gugatan maupun kontradiktif antara petitum-petitumnya
sendiri ;

4. Pertimbangan hukum Judex facti tersebut diatas patut untuk
dikesampingkan dan dibatalkan karena :

4.1. Pemohon Kasasi sama sekali tidak pernah mendalilkan menolak
penyerahan Rukan RK/28 vyang telah dipesan, sebagaimana
dipertimbangkan di dalam pertimbangan Judex facti tersebut. bahwa
yang di dalilkan oleh Pemohon Kasasi sebagai pembeli beritikad baik
terhadap perbuatan Termohon Kasasi yang secara sewenang-
wenang dan melawan hukum mendirikan bangunan mesin diesel di
depan Rukan RK/28 Pemohon Kasasi. Sehingga Pemohon Kasasi

meminta untuk dikembalikan uang pembayaran atas pembelian
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Rukan RK/28 tersebut (vide bukti P-4, P-6 dan P-8) sebagai bentuk
kekecewaan Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi ;

4.2. Berdasarkan uraian di atas, terbukti tidak ada satupun kontradiksi
antara posita dengan petitum gugatan Pemohon Kasasi sehingga
pertimbangan hukum Judex facti yang menyatakan kontradiksi
antara posita dengan petitum yang mengakibatkan gugatan kabur
adalah keliru dan salah. Adapun petitum dari Pemohon Kasasi
mengenai pembatalan Surat Bukti Pemesanan Tanah dan Bangunan
tertanggal 10 Mei 2002 (bukti P-11) dan permintaan ganti rugi kepada
Termohon Kasasi (Petitum 3 dan 6) merupakan petitum yang bersifat
alternatif atas perbuatan melawan hukum yang dilaku oleh Termohon
Kasasi kepada Pemohon Kasasi sebagai pembeli beritikad baik. Oleh
karena itu, berdasarkan hukum jika Pemohon Kasasi meminta
kepada Majelis Hakim untuk membatalkan Surat Bukti Pemesanan
Tanah dan Bangunan tertanggal 10 Mei 2002. hal tersebut sesuai
dengan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata menyebutkan :

Pasal 1266 KUH Perdata :

“syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-
persetujuan yang timbal balik, manakala salah satu pihak tidak
memenuhi kewajibannya” ;

“Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi
pembatalan harus dimintakan kepada Hakim.....dst” ;

Pasal 1267 KUH Perdata :

“Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih
apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak
yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut
pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan
bunga” ;

4.3. Dengan demikian, Judex facti dalam membuat keputusan a quo,
ternyata tidak memahami posita dan petitum gugatan Pemohon
Kasasi dan menerima mentah-mentah dalil memori banding dari
Termohon Kasasi serta mengabaikan dasar hukum sehingga
mengakibatkan putusan Judex facti tersebut tidak memberikan
alasan pertimbangan yang jelas, sehingga putusan tersebut patut
dibatalkan ;

5. Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Judex

facti pada alinea 1 dan 2 halaman 9 menyebutkan :
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“‘Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di

atas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 11 April 2007

No. 120/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Ut., yang dimohonkan banding tersebut

haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri dengan

menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

“‘Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak

dapat diterima maka sita jaminan sebagaimana tersebut Berita Acara Sita

Jaminan tertanggal 26 Desember 2006 No. 120/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Ut. jo

No.121 CB/2006/PN.JKT.UT yang dibuat oleh Sukardi Jurusita Pengadilan

Negeri Jakarta Utara adalah tidak sah dan tidak berharga serta harus

diangkat ;

6. Pertimbangan hukum Judex facti tersebut tidak berdasarkan hukum serta
keliru dan patut dibatalkan karena :

6.1. Berdasarkan (bukti P-2.1 sampai dengan bukti P-2.26), jelas bahwa
Pemohon Kasasi adalah pembeli yang mempunyai itikad baik dan
telah memenuhi kewajibannya dengan melakukan pelunasan atas
Rukan RK/28 dan total seluruh pembayaran yang telah dibayar oleh
Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi Rp.1.245.575.625,- (satu
milyar dua ratus empat puluh lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu
enam ratus dua puluh lima rupiah). Selanjutnya, dengan cara
melawan hak Pemohon Kasasi, Termohon Kasasi tidak pernah
memberitahukan terlebih dahulu dan atau meminta ijin terlebih dahulu
kepada Pemohon Kasasi bahwa di depan (halaman) Rukan RK/28
dibangun bangunan permanen mesin diesel yang dilengkapi dengan
cerobong asap ;

6.2. Berdasarkan (bukti P-1.1 sampai dengan bukti P-1.3/bukti T-20 dan
T-21) jelas bahwa di dalam brosur dan site plan tersebut harus tidak
ada bangunan mesin diesel yang harus terletak di Ruko RK/28 J.
Sehingga, Termohon Kasasi beritikad tidak baik telah melakukan
perbuatan secara melawan hukum yang sangat merugikan Pemohon
Kasasi. Selanjutnya, berdasarkan (Bukti T-23) vyaitu Perjanjian
Pengikatan Jual Beli tentang lokasi, luas tanah, letak dan luas rukan,
biaya pembangunan, tanggal selesai pembangunan serta tanggal
penyerahan, tertera jelas letak Rukan/28/J harus lepas pandang dan
tidak ada bangunan permanen mesin diesel di depan (halaman)
Rukan RK/28 tersebut ;
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6.3. Sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Agung yang memeriksa
dan mengadili perkara ini, berdasarkan sidang setempat di Komplek
Bukit Gading Mediterania tertanggal 14 Nopember 2006, terbukti
bangunan permanen mesin diesel tersebut terletak di depan pintu
Rukan RK/28. Oleh karena itu, Pemohon Kasasi sependapat dengan
pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama dalam
pertimbangan hukumnya pada halaman 34 (tiga puluh empat) alinea
ke-7 (tujuh) dan halaman 35 (tiga puluh lima) alinea ke-1 (satu) yaitu :
“Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Nopember 2006 Majelis telah
melakukan peninjauan di tempat terhadap objek sengketa tersebut
dan ternyata telah berdiri mesin diesel di depan/halaman rukan/rukan
milik Penggugat tersebut yang sangat mengganggu dan
berkurangnya nikmat Penggugat sebagai pemilik Ruko/rukan tersebut
karena :

- Tidak adanya lepas pandang di depan ruko/rukan milik Penggugat
tersebut ;

- Tidak ada lahan parkir untuk Penggugat dalam menjalankan
aktifitas berusaha ;

- Tidak ada ijin yang diketahui oleh Penggugat pada saat
pembayaran uang muka ke-l ;

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan keadaan

seperti tersebut telah diuraikan maka menurut hemat Majelis Hakim

bahwa Tergugat telah :

- Mendirikan bangunan permanent mesin diesel di depan
ruko/rukan RK/28/J milik Penggugat tanpa ijin ;

- Atas perbuatan tersebut maka Penggugat sangat dirugikan
karena disamping tidak sesuai dengan Site Plan dan brosur yang
telah diberikan oleh Tergugat oleh karena itu Tergugat telah
melakukan Perbuatan melawan hukum” ;

6.4. Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, terdapat syarat-
syarat yang harus dipenuhi suatu perbuatan melanggar hukum yaitu
(Adil Kasim, SH.MH, Perbandingan perbuatan melawan hukum,
onrechtmatige daad dalam Sistem Eropa Kontinental dan Law of
Torts dalam Sistem Anglo Saxon, Varia Peradilan no.259 Juni 2007,
him 72):

1. Adanya perbuatan yang melanggar hukum, dalam hal ini, hak

subyektif Pemohon Kasasi sebagai pembeli beritikad baik telah
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dilanggar oleh Termohon Kasasi dengan secara tidak patut dan
tanpa ijin serta sepengetahuan Pemohon Kasasi, Termohon
Kasasi telah melakukan tindakan ceroboh yaitu melakukan
pembangunan bangunan permanen mesin diesel di depan
(halaman) Rukan RK/28 ;

2. Adanya kesalahan, dalam hal ini dengan telah berdirinya
bangunan permanen mesin diesel didepan Rukan RK/28 tersebut,
jelas bahwa Termohon Kasasi telah melakukan kesalahan besar
terhadap Pemohon Kasasi karena hal tersebut tidak sesuai brosur
Rukan Gading Mediterania Residences (vide bukti P-1.2) dan site
plan Rukan Gading Mediterania Residences (vide bukti P-
1.3/bukti T-20 dan T-21) ;

3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan, dengan demikian,
keberadaan bangunan permanen mesin diesel tersebut di depan
(halaman) Rukan RK/28 menimbulkan kerugian baik materiil, yang
dikarenakan hilangnya kesempatan Pemohon Kasasi untuk
menikmati Rukan RK/28 terhitung sejak Juni 2004 Pemohon
Kasasi telah melakukan pelunasan atas Rukan RK/28 (vide bukti
P-2.26) dan kerugian immateriil yang telah hilangnya kesempatan
Pemohon Kasasi untuk menikmati, mempergunakan dan
menjalankan usaha di Rukan Rk/28 ;

4. Ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian dalam hal
ini jelas bahwa dengan adanya perbuatan secara melawan hukum
dan tanpa seijin serta sepengetahuan Pemohon Kasasi,
Termohon Kasasi mendirikan bangunan permanen bangunan
diesel tersebut di depan (halaman) Rukan RK/28. hal tersebut,
Termohon Kasasi harus bertanggung jawab atas kerugian yang
diderita oleh Pemohon Kasasi baik berupa kerugian materiil
maupun immateriil (vide alinea 3 halaman 35 putusan
No.120/Pdt.G/2006/PN.JKT.UT.) ;

6.5. Oleh karena itu, Pemohon Kasasi setuju dengan pertimbangan
Majelis Hakim Tingkat Pertama pada putusan Pengadilan Negeri
Jakarta Utara No.120/Pdt.G/2006, alinea 3 dan 4 halaman 34
menyebutkan :

“Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti T-3 s/d T-19 membuktikan

bahwa mesin diesel tersebut bukan hanya terletak di depan

ruko/rukan milik Penggugat, akan tetapi alat-alat penunjang mesin
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diesel tersebut tidak diberitahukan terlebih dahulu kepada Penggugat
dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim Tergugat telah
melakukan perbuatan melawan hukum “;

Menimbang, bahwa mengenai bukti T-20 s/d T-21 sangat jelas di
dalam brosur dan site plan tersebut tidak ada bangunan mesin diesel
yang terletak di depan ruko/rukan RK/28/J milik Penggugat hal ini
jelas bahwa Tergugat sebagai penjual beritikad tidak baik telah
melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan

Penggugat” ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah
Agung berpendapat :

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena
Judex facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jakarta dalam putusannya tanggal
26 Pebruari 2008 No. 428/PDT/2007/PT.DKI. tidak salah menerapkan
hukum;

Bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta dalam putusannya tersebut telah
memberikan pertimbangan yang cukup dan benar dalam mengambil putusan
yaitu antara posita dan petitum gugatan Penggugat terdapat kontradiksi,

sehingga gugatan tersebut menjadi kabur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi
pula ternyata bahwa putusan Judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan
dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang

diajukan oleh Pemohon Kasasi : Linawaty Tjhang tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para
Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk

membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 Tahun 2004, dan Undang-
Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan

lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:
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 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

" putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : LINAWATY
TIHANG tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam
tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2009 oleh Dr.Harifin A.Tumpa,
SH.MH., Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Maijelis, Djafni Djamal, SH.,
dan Dr.Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH., Hakim-Hakim Agung sebagai
Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu
juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu

Purwanto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ; Ketua ;
ttd./ Djafni Djamal, SH. ttd./

Dr.Harifin A.Tumpa, SH.MH.
ttd./ Dr.Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH.

Biaya kasasi Panitera Pengganti ;
1. Meterai..ie Rp.  6.000,- ttd./
2. RedaKSiaiiii.. Rp. 1.000,- Purwanto, S.H.
3. Administrasi kasasi........ Rp. 493.000,-

Jumlah.......ccceeiiienenennn, Rp. 500.000,-

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH.
NIP. : 040 044 809
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Menimbang

UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan
suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan
spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar 1945;

bahwa pembangunan perekonomian nasional opada era
globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha
sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/ jasa yang
memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan
kepastian atas barang dan/jasa yang diperoleh dari
perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen;

bahwa semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari
proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan
kesejahteraan masyarakat serta kepatian atas mutu, jumlah dan
keamanan barang dan/ atau jasa yang diperolehnya di pasar;
bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen
perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian,
kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi
dirinya serta menumbuhkembangkan sikap perilaku usaha yang
bertanggung jawab;

bahwa ketentuan hukum yang melindungi kepentingan
konsumen di Indonesia belum memadai
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UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

f.  bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas diperlukan
perangkat peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan
keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku
usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat;

g. bahwa untuk itu perlu dibentuk undang-undang tentang
perlindungan konsumen.

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33 Undang-

Undang Dasar 1945

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN

Menetapkan . UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

=

2.

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian
hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam
masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk
hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang
berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan
atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri
maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam
berbagai bidang ekonomi.
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11.

12.

13.

UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak
maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat
untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan
bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang
dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang
akan dan sedang diperdagangkan.

Impor barang adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.

Impor jasa adalah kegiatan penyediaan jasa asing untuk digunakan di dalam wilayah
Republik Indonesia.

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non-
pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan
menangani perlindungan konsumen.

Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah
dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang
dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi
oleh konsumen.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani
dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.

Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan yang dibentuk untuk
membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen.

Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi
bidang perdagangan.

BAB Il
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2
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Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan
keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Pasal 3

Perlindungan konsumen bertujuan :

a.

meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi
diri;

mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses
negatif pemakaian barang dan/atau jasa;

meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut
hak-haknya sebagai konsumen;

menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum
dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;

menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen
sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha
produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan
konsumen.

BAB Il
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama
Hak dan Kewajiban Konsumen

Pasal 4

Hak konsumen adalah :

a.

hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang
dan/atau jasa;

hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa
tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
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hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang
dan/atau jasa;

hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang
digunakan;

hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa
perlindungan konsumen secara patut;

hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

hak unduk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang
dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana
mestinya;

hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 5

Kewajiban konsumen adalah :

a.

membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan
barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;

beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;

membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pasal 6

Hak pelaku usaha adalah :

a.

b.

hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi
dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak
baik;
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hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum
sengketa konsumen;

hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian
konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 7

Kewajiban pelaku usaha adalah :

a.
b.

beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang
dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif;

menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan
berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguiji, dan/atau mencoba barang
dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat
dan/atau yang diperdagangkan;

memberi - kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat
penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa
yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

BAB IV
PERBUATAN YANG DILARANG
BAGI PELAKU USAHA

Pasal 8

(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa

yang:
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tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan
sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;

tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan
menurut ukuran yang sebenamya;

tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana
dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut

tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode,
atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan
barang dan/atau jasa tersebut;

tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan
atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;

tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/
pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;

tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan
"halal" yang dicantumkan dalam label;

tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama
barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal
pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan
lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat;

tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam
bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan
tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak,
cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara
lengkap dan benar.

Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang
memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari
peredaran.
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Pasal 9

(1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksikan, mengiklankan suatu barang
dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:

a.

5 B

k.

barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus,
standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau
guna tertentu,

barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;

barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor,
persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori
tertentu;

barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor,
persetujuan atau afiliasi;

barang dan/atau jasa tersebut tersedia;

barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;

barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;

barang tersebut berasal dari daerah tertentu;

secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;
menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak
mengandung risiko atau efek sampingan tampak keterangan yang lengkap;
menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk
diperdagangkan.

Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan
penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.
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Pasal 10

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk
diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat
pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

a.

b.
C.
d
e

harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;

kegunaan suatu barang dan/atau jasa;

kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;

bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

Pasal 11

Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang
mengelabui/ menyesatkan konsumen dengan;

a.

menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu
tertentu;

menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat
tersembunyi;

tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk
menjual barang lain;

tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan
maksud menjual barang yang lain;

tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan
maksud menjual jasa yang lain;

menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.

Pasal 12

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang
dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku
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usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah
yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.

Pasal 13

(1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang
dan/jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain
secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak
sebagaimana yang dijanjikannya.

(2) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat, obat
tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan
cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain.

Pasal 14

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk
diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang untuk:

a. tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan;

b.  mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa;

c. memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan;

d. mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan.

Pasal 15
Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang dilarang melakukan dengan
cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis

terhadap konsumen.

Pasal 16
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Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk:

a.

tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang
dijanjikan;
tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.

Pasal 17

Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang:

a. mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga
barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa;

b.  mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa;

c. memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau
jasa;

d. tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa;

e. mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau
persetujuan yang bersangkutan;

f.  melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
periklanan.

Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar

ketentuan pada ayat (1).

BABV
KETENTUAN PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU

Pasal 18

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk
diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap
dokumen dan/atau perjanjian apabila:

a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
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b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang
yang dibeli konsumen;

c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang
dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;

d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara
langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang
berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan
jasa yang dibeli oleh konsumen;

f.  memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau
mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;

g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru,
tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku
usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk
pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang
dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit

terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit

dimengerti.

Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau

perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

dinyatakan batal demi hukum.

Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-

undang ini.
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BAB VI
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA

Pasal 19

Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan,
pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau
jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang
atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau
perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberian gantirugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah
tanggal transaksi.

Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak
menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih
lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila
pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan
konsumen.

Pasal 20

Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat
yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.

Pasal 21
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(1) Importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor apabila
importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar
negeri.

(2) Importir jasa bertanggung jawab sebagai penyedia jasa asing apabila penyediaan jasa
asing tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan penyedia jasa asing.

Pasal 22

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21 merupakan beban dan
tanggungjawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan
pembuktian.

Pasal 23

Pelaku usaha yang menolak dan atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi
ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1),ayat (2),
ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau
mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

Pasal 24

(1) Pelaku usaha yang menjual barang dan atau jasa kepada pelaku usaha lain
bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan atau gugatan konsumen apabila:
a. pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apa pun
atas barang dan/atau jasa tersebut;
b. pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan
barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan
contoh, mutu, dan komposisi.
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(2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari tanggung jawab
atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang
membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan
perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut.

Pasal 25

(1) Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam
batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang
dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan
yang diperjanjikan.

(2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas tuntutan
ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut:

a. tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas
perbaikan;
b. tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan.

Pasal 26

Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang
disepakati dan/atau yang diperjanjikan.

Pasal 27

Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian

yang diderita konsumen, apabila:

a. barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk
diedarkan;
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cacat barang timbul pada kemudian hari;

cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;

kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen;

lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya
jangka waktu yang diperjanjikan.

® oo T

Pasal 28

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggungjawab
pelaku usaha.
BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama
Pembinaan

Pasal 29

(1) Pemerintah bertanggungjawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan
konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta
dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.

2) Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri
teknis terkait.

(3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi atas
penyelenggaraan perlindungan konsumen.

(4) Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) meliputi upaya untuk:

a. terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha
dan konsumen;
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berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
meningkatnya kualitas sumberdaya manusia serta meningkatnya kegiatan
penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 30

Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan
ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah,
masyarakat,dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.

Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya
masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.

Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata
menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan
konsumen, Menteri dan/atau menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan
konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat
disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis.

Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIl
BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL

Bagian Pertama
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Nama, Kedudukan, Fungsi, dan Tugas

Pasal 31

Dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen dibentuk Badan
Perlindungan Konsumen Nasional.
Pasal 32

Badan Perlindungan Konsumen Nasional berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik
Indonesia dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 33

Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai fungsi memberikan saran dan
pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di
Indonesia.

Pasal 34

(1) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Badan
Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai tugas:

a. memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka
penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen;

b. melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan
yang berlaku di bidang perlindungan konsumen;

c. melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut
keselamatan konsumen;

d. mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya
masyarakat;

e. menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan
memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen;
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f. menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga
perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha;
g. melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan
Perlindungan Konsumen Nasional dapat bekerjasama dengan organisasi konsumen
internasional.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi dan Keanggotaan

Pasal 35

Badan Perlindungan Konsumen Nasional terdiriatas seorang ketua merangkap anggota,
seorang wakil ketua merangkap anggota, serta sekurang-kurangnya 15 (lima belas)
orang dan sebanyak-banyaknya 25 (duapuluh lima) orang anggota yang mewakili
semua unsur.

Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional diangkat dan diberhentikan oleh
Presiden atas usul Menteri, setelah dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Republikindonesia.

Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional
selama (3) tiga tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan
berikutnya.

Ketua dan wakil ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional dipilih oleh anggota.

Pasal 36

Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional terdiri atas unsur:

a.

pemerintah;
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pelaku usaha;

lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
akademis; dan

tenaga ahli.

® oo T

Pasal 37

Persyaratan keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah:
a. warga negara Republik Indonesia;

b. berbadan sehat;

c. berkelakuan baik;

d. tidak pernah dihukum karena kejahatan;

e. memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen; dan
f.  berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.

Pasal 38

Keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional berhenti karena:
a. meninggaldunia;
b.  mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
c. bertempat tinggal di luar wilayah Republik Indonesia;
d. sakit secara terus menerus;
e. berakhir masa jabatan sebagai anggota; atau
f.  diberhentikan.
Pasal 39

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Badan Perlindungan Konsumen, Nasional dibantu
oleh sekretariat.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris yang
diangkat oleh Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

(8) Fungsi, tugas, dan tata kerja sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dalam keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.
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Pasal 40

(1) Apabila diperlukan Badan Perlindungan Konsumen Nasional dapat membentuk
perwakilan di Ibu Kota Daerah Tingkat | untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
(2) Pembentukan perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut
dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.
Pasal 41

Dalam pelaksanaan tugas, Badan Perlindungan Konsumen Nasional bekerja berdasarkan
tata kerja yang diatur dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Pasal 42

Biaya untuk pelaksanaan tugas Badan Perlindungan Konsumen Nasional dibebankan kepada
anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber lain yang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Badan Perlindungan Konsumen Nasional
diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IX
LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN
SWADAYA MASYARAKAT

Pasal 44

(1) Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang
memenuhi syarat.
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Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat memiliki kesempatan untuk

berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen.

Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan:

a. menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan
kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau
jasa;

b. memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;

c. bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan
konsumen;

d. membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima
keluhan atau pengaduan konsumen;

e. melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap
pelaksanaan perlindungan konsumen.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya

masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB X
PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Pertama
Umum

Pasal 45

Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang
bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui
peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar
pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
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Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang.
Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan,
gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan
tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Pasal 46

Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:

a. seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;

b.  kelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;

c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat,
yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya
menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah
untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan
sesuai dengan anggaran dasarnya;

d. pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi
atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban
yang tidak sedikit.

Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen

swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

huruf ¢,atau huruf d diajukan kepada peradilan umum.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak

sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan

Pemerintah.

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan
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Pasal 47

Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai
kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu
untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang
diderita oleh konsumen.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

Pasal 48

Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang
peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45.

BAB XI
BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

Pasal 49

(1) Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat I
untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.

(2) Untuk dapat diangkat menjadi anggota badan penyelesaian sengketa konsumen,
seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. warga negara Republik Indonesia;

b. berbadan sehat;

¢. berkelakuan baik;

d. tidak pernah dihukum karena kejahatan;

e. memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen;

f.  berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.
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(3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur pemerintah, unsur
konsumen, dan unsur pelaku usaha.

(4) Anggota setiap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah sedikit-dikitnya 3
(tiga) orang, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.

(5) Pengangkatan dan pemberhentian anggota badan penyelesaian sengketa konsumen
ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 50

Badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1)
terdiri atas:
a. ketua merangkap anggota;
b.  wakil ketua merangkap anggota;
c. anggota.
Pasal 51

(1) Badan penyelesaian sengketa konsumen dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh
sekretariat.

(2) Sekretariat badan penyelesaian sengketa konsumen terdiri atas kepala sekretariat dan
anggota sekretariat.

(8) Pengangkatan dan pemberhentian kepala sekretariat dan anggota sekretariat badan
penyelesaian sengketa konsumen ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 52

Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi:

a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui
mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;

b.  memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
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melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam
Undang-undang ini;
menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang
terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap
perlindungan konsumen;
memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap
mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini;
meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau
setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia
memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna
penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap
perlindungan konsumen;
menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan
Undang-undang ini.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang badan penyelesaian
sengketa konsumen Daerah Tingkat Il diatur dalam surat keputusan menteri.

Pasal 54

(1) Untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen, badan penyelesaian

sengketa konsumen membentuk majelis.
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Jumlah anggota majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ganjil dan sedikit-
sedikitnya 3 (tiga) orang yang mewakili semua unsur sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 49 ayat (3), serta dibantu oleh seorang panitera.

Putusan majelis final dan mengikat.

Ketantuan teknis lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas majelis diatur dalam surat
keputusan menteri.

Pasal 55

Badan penyelesaian sengketa konsumen wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam
waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan diterima.

Pasal 56

Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima putusan badan
penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 pelaku
usaha wajib melaksanakan putusan tersebut.

Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14
(empatbelas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.

Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dianggap menerima putusan badan penyelesaian sengketa
konsumen.

Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak dijalankan
oleh pelaku usaha, badan penyelesaian sengketa konsumen menyerahkan putusan
tersebut kepada penyidik untuk melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

Putusan badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.

Pasal 57

Halaman 27
Analisis perbuatan ..., Dita Putri Mahissa, FH Ul, 2012



UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

Putusan majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dimintakan penetapan
eksekusinya kepada Pengadilan Negeri di tempat konsumen yang dirugikan.

(1)

(2)

Pasal 58

Pengadilan Negeri wajib mengeluarkan putusan atas keberatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 56 ayat (2) dalam waktu paling lambat 21 (duapuluh satu) hari sejak
diterimanya keberatan.

Terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak
dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah
Agung Republik Indonesia.

Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib mengeluarkan putusan dalam waktu paling
lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan kasasi.

BAB Xl
PENYIDIKAN

Pasal 59

Selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu

dilingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang

perlindungan konsumen juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana

dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berwenang:

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan
dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;

b. melakukan pemeriksaan terhadap orang lain atau badan hukm yang diduga
melakukan tindak pidana dibidang perlindungan konsumen;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan
dengan peristiwa tindak pidana dibidang perlindungan konsumen;
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d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan
dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;

e. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti serta
melakukan penyitaan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan
bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.

f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di

bidang perlindungan konsumen.
Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik
Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi
Negara Republik Indonesia.

BAB Xl
SANKSI

Bagian Pertama
Sanksi Administratif

Pasal 60

Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif
terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal
25 dan Pasal 26.

Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00
(duaratus juta rupiah).

Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
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Sanksi Pidana

Pasal 61

Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya.

(1)

)

Pasal 62

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal
9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf ¢,huruf
e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau
pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal
12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f
dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak
Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau
kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Pasal 63

Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman
tambahan, berupa:

a.

b.
c.
d

perampasan barang tertentu;

pengumuman keputusan hakim;

pembayaran ganti rugi;

perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian
konsumen;

kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau

pencabutan izin usaha.
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BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen
yang telah ada pada saat undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku
sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam
undang-undang ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65
Undang-undang ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun sejak diundangkan. Agar setiap
orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 20 April 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 20 April 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Halaman 31
Analisis perbuatan ..., Dita Putri Mahissa, FH Ul, 2012



UU PERLINDUNGAN KONSUMEN
ttd.

AKBAR TANDJUNG
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999
NOMOR 42

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN

. UMUM

Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang
perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang
dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Di samping itu, globalisasi dan perdagangan bebas
yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas
ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara,
sehingga barang dan/jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun
produksi dalam negeri.

Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena
kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta
semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis kualitas barang dan/atau jasa
sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.

Disisi lain, kondisi dan fenomena tersebut di atas dapat mengakibatkan kedudukan pelaku
usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang
lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-
besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan petjanjian
standar yang merugikan konsumen.
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Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan
haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen.
Oleh karena itu, Undang-undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan
hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya
masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan
pendidikan konsumen.

Upaya pemberdayaan ini penting karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku
usaha, yang pada dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha adalah mendapat keuntungan
yang semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin. Prinsip ini sangat merugikan
kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Atas dasar kondisi sebagaimana dipaparkan di atas, perlu upaya pemberdayaan konsumen
melalui pembentukan undang-undang yang dapat melindungi kepentingan konsumen secara
integratif dan komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif di masyarakat.

Piranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para
pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong iklim
berusaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam
menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas.

Disamping itu, Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini dalam pelaksanaannya
tetap memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha kecil dan menengah. Hal itu
dilakukan melalui upaya pembinaan dan penerapan sanksi atas pelanggarannya.

Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini dirumuskan dengan mengacu pada
filosofi pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan
hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka
membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan
Republik Indonesia yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi negara Undang-Undang
Dasar 1945.

Disamping itu, Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen pada dasarnya bukan
merupakan awal dan akhir dari hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen,
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sebab sampai pada terbentuknya Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini telah
ada beberapa undang-undang yang materinya melindungi kepentingan konsumen, seperti:

a.

~® 2 o T

> @

=~

e =

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Barang, menjadi Undang-
undang;

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene;

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan;

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri;
Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Agreement Establishing The World Trade
Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang perubahan Atas Undang-undang Hak
Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor
6 Tahun 1989 tentang Paten;

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor
19 Tahun 1989 tentang Merek;

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran;

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan;

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor
7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Perlindungan konsumen dalam hal pelaku usaha melanggar hak atas kekayaan intelektual
(HAK) tidak diatur dalam Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini karena sudah
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diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta, Undang-undang
Nomor 13 Tahun 97 tentang Paten, dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang
Merek, yang melarang menghasilkan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang
melanggar ketentuan tentang HAKI.

Demikian juga perlindungan konsumen di bidang lingkungan hidup tidak diatur dalam
Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini karena telah diatur dalam Undang-
undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup mengenai kewajiban
setiap orang untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan
menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Dikemudian hari masih terbuka kemungkinan terbentuknya undang-undang baru yang pada
dasarnya memuat ketentuan-ketentuan yang melindungi konsumen. Dengan demikian,
Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini merupakan payung yang
mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen.

Il PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1
Cukup jelas

Angka 2
Di dalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara.
Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan
konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian
dari proses suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam undang-undang ini
adalah konsumen akhir.

Angka 3
Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi,
koperasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.

Angka 4
Cukup jelas

Angka 5
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Cukup jelas
Angka 6
Cukup jelas
Angka 7
Cukup jelas
Angka 8
Cukup jelas
Angka 9
Lembaga ini dibentuk untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya
perlindungan konsumen serta menunjukkan bahwa perlindungan konsumen menjadi
tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.
Angka 10
Cukup jelas
Angka 11
Badan ini dibentuk untuk menangani penyelesaian sengketa konsumen yang efisien,
cepat, murah dan profesional.
Angka 12
Cukup jelas
Angka 13
Cukup jelas

Pasal 2

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima)

asas yang relevan dalam pembangunan nasional yaitu:

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam
penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-
besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan
secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku
usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
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3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara
kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun
spiritual.

4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan
jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan,
pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau
digunakan.

5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen
menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan
konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf ¢
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Hak untuk diperlukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin dan status sosial
lainnya.
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Huruf h

Cukup jelas
Huruf i

Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf ¢
Pelaku usaha dilarang membeda-bedakan konsumen dalam memberikan pelayanan.
Pelaku usaha dilarang membeda-bedakan mutu pelayanan kepada konsumen.
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Yang dimaksud dengan barang dan/atau jasa tertentu adalah barang yang dapat diuji
atau dicoba tanpa mengakibatkan kerusakan atau kerugian.

Huruf f

Cukup jelas
Huruf g

Cukup jelas

Pasal 8
Ayat (1)
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Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf ¢
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Jangka waktu penggunaan/ pemanfaatannya yang paling baik adalah terjemahan dari
kata ‘best before’ yang biasa digunakan dalam label produk makanan.
Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Cukup jelas

Huruf |
Cukup jelas

Ayat (2)
Barang-barang yang dimaksud adalah barang-barang yang tidak membahayakan
konsumen menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3)
Sediaan farmasi dan pangan yang dimaksud adalah yang membahayakan konsumen
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Ayat (4)
Menteri dan menteri teknis berwenang menarik barang dan/atau jasa dari peredaran.

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf ¢
Cukup jelas
Huruf d
Yang dimaksud dengan jumlah tertentu dan jumlah yang cukup adalah jumlah yang
memadai sesuai dengan antisipasi permintaan konsumen.
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas

Pasal 14
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Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Pasal 18
Ayat (1)

Larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan

pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.
Huruf a

Cukup jelas
Huruf b

Cukup jelas
Huruf ¢

Cukup jelas
Huruf d

Cukup jelas
Huruf e

Cukup jelas
Huruf f

Cukup jelas
Huruf g

Cukup jelas
Huruf h
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Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 19
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas
Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
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Pasal 22
Ketentuan ini dimaksudkan untuk menerapkan sistem beban pembuktian terbalik.

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 25
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cacat timbul di kemudian hari adalah sesudah tanggal yang mendapat jaminan dari
pelaku usaha sebagaimana diperjanjikan, baik tertulis maupun lisan.

Huruf ¢
Yang dimaksud dengan kualifikasi barang adalah ketentuan standardisasi yang telah
ditetapkan pemerintah berdasarkan kesepakatan semua pihak.
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Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Jangka waktu yang diperjanjikan itu adalah masa garansi

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang bertanggung jawab dengan menteri teknis adalah menteri yang bertanggung
jawab secara teknis menurut bidang tugasnya.
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Ayat (3)
Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen
swadaya masyarakat dilakukan atas barang dan/atau jasa yang beredar di pasar
dengan cara penelitian, pengujian dan/atau survei.

Aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang risiko penggunaan barang jika
diharuskan, pemasangan label, pengiklanan, dan lain-lain yang disyaratkan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktik dunia usaha.

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
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Huruf b
Cukup jelas
Huruf ¢
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Keberpihakan kepada konsumen dimaksudkan untuk meningkatkan sikap peduli yang
tinggi terhadap konsumen (wise consumerism).
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 35
Ayat (1)

Jumlah wakil setiap unsur tidak harus sama.
Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 36
Huruf a
Cukup jelas
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Huruf b
Cukup jelas
Huruf ¢
Cukup jelas
Huruf d
Akademis adalah mereka yang berpendidikan tinggi dan anggota perguruan tinggi.
Huruf e
Tenaga ahli adalah mereka yang berpengalaman di bidang perlindungan konsumen.

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Huruf a

Cukup jelas
Huruf b

Cukup jelas
Huruf ¢

Cukup jelas
Huruf d

Sakit secara terus menerus sehingga tidak mampu melaksanakan tugasnya.
Huruf e

Cukup jelas
Huruf f

Cukup jelas

Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas
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Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional
adalah keputusan yang ditetapkan berdasarkan musyawarah anggota.

Pasal 41
Yang dimaksud dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional
adalahkeputusan yang ditetapkan berdasarkan musyawarah anggota.

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan memenuhi syarat, antara lain, terdaftar dan diakui serta
bergerak di bidang perlindungan konsumen.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas
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Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 45
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat ini tidak menutup
kemungkinan penyelesaian damai oleh para pihak yang bersengketa. Pada setiap tahap
diusahakan untuk menggunakan penyelesaian damai oleh kedua belah pihak yang
bersengketa.

Yang dimaksud dengan penyelesaian secara damai adalah penyelesaian yang
dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa (pelaku usaha dan konsumen)
tanpa melalui pengadilan atau badan penyelesaian sengketa konsumen dan tidak
bertentangan dengan undang-undang ini.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Undang-undang ini mengakui gugatan kelompok atau class action. Gugatan kelompok
atau class action harus diajukan oleh konsumen yang benar-benar dirugikan dan dapat
dibuktikan secara hukum, salah satu diantaranya adalah adanya bukti transaksi.
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Huruf ¢
Cukup jelas

Huruf d
Tolok ukur kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit yang dipakai
adalah besar dampaknya terhadap konsumen.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 47
Bentuk jaminan yang dimaksud dalam hal ini berupa pernyataan tertulis yang
menerangkan bahwa tidak akan terulang kembali perbuatan yang telah merugikan
konsumen tersebut.

Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Unsur konsumen adalah lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau
sekelompok konsumen.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
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Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan putusan majelis bersifat final adalah bahwa dalam badan
penyelesaian sengketa konsumen tidak ada upaya banding dan kasasi.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas
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Pasal 56
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas
Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Pasal 59
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)
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Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas
Pasal 60
Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Halaman 53
Analisis perbuatan ..., Dita Putri Mahissa, FH Ul, 2012



UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

Pasal 65
Cukup jelas
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